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Sepala pup dun syukur kami panjutkan kepada Allah SWT atas lersusunnya
dokumen Reviu 11 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Watampone Tahun
020-2024, Penyusunan Dokumen Reviu Renstra dilakukan karena terbitnya  Sura
Kepulusan Retua Pengadilan Agadma Watampone Momor
IR PA W20-A2SK.QOT X024 tangpal 23 Desember 2024 wentang Penetapan
Reviu || Rencana Strategis Pengadilan Agama Watnmpone Tahun 2020-2024.

Mengacu pads perubahan paradigma tata kelola pemerintahian menuju tata kelola
pemenntahan yang balk (good governance) dalam berbagai aspek, sulah satunya telsh
mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelengeara negiara
yang lenntegrasi scbagan bahan instrumen uima pertanggungjawaban peluksanasn
penyelenggarsan pemenntabun, Scbagai salah satu unsur penting sistem ini, Reviw 11
Rencana Strateps merupakan instrumen awal untuk mengukur Kinerja seliap instansi
pemenntah, bk terkant pencapaian visi, misi, lujuan maupun sssaran vang telah
diretapkan orpganisasi,

Penyusunan Beviu [1 Renstra Pengadilan Agama Watsmpone Tahun 2020-2024 ini
telah melibatkan seluruh komponen yang ads pada Pengadilan Agama Watampone dan
telah diupayakan secara optimal, Namun kami menvadan apabils masih ada kekurangan,
miaka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan vang discsuaikan dengan
kebutuhan dan isu-isu strategi yang berkembang serta privntas dan kebijakan Pimpinan
Pengadilan Agama Watarmpone. Semoga Reviu 11 Renstra ini benar-benar bermanfaat
untuk mendukung tercapanys visi Pengadilan Agama Watampone yaitu *Terwnjudnya

Pengadilan Aganme Watampone Yang Aprrirrg ™.
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.1 kondisi Umum

Sesuar dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Ayat (2), kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sehuah Mahkamah Agung Republik
Indonesaa dan Badan Peradilan vang  berada di bawahnva  dalam lingkungan
Peradilan Dmom, hngkungan  Peradilan . Apama,  lingkungan  Peradilan Militer,
lingkungun Peradilan Tats Usaha Negara dan oleh scbuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilun: Agama Watampone merupakan lingkungan Peradilan Agama di
tuwah  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia sebagu  pelaksana  kekuasaan
kehakiman vang merdeks untuk menyelengparakan peradilan puna menegakkan
hukum dan keadilan,

Dalam rangks mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka
penerapan prinsip-ponsip untuk memperalel keadilan dan kepastian hukum harus
terbukia bebas untuk seluruh lapisan masyarakat. Setiap orang berhak memperaleh
keadilan melalw proses peradilan vang independen dan tidak memihak, karena setiap
vrang  berhak  memperoleh keadilan melalui proses  peradilan vang Kompeten,
independen dan tidak memihak berdasarkan hukum,

Penpadilan Agema Watampone  schapai kawal depan Mahkamah  Apung
Republik Indonesia di wilayah kabupaten Bone, bertugas dan berwenang menenma,
memenkss, mengadili dan memutus perkara-perkara i tngkar pertama di bidang
perkawinan, kewarssan, wasiat dan hibah vang dilakukan berdasarkan hukum Islam
serta wadal, sakat, infay dan shadagah serta chonomi Syan ‘ah sebagaimuana diatur
dalam Pasal 49 LU Nomor 50 Tahun 2004

Pempidilan Agama Watampone mempunyai 6 {enam) fungsi sebagai benkut ;
1} Fungst mengadil Gudiciad powerd, vakni menerima, memerikss, mengadili dan

menyelesmkan  perkara-perkara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Agama
dadam ungkat pertama vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006),
21 Fungst pembingan, yakni memberikan pengarahin, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat strubtural dan fungsional di bawah jajarannya, baik mtnyungi-.ul

wuipmmm%mmumﬁ 2024 -



wknis  yudisial,  admimistrast  peradilan, mavpun  administrasi  wmum
peclenghapan, kevangan, Kepegawaian, dan pembangunan, (vide: Pasal 53 ayat (3)
Undang-Undang Mo, 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor EMAORDY L 2006),

3

—r

Fungsi pengawasan, yvakmi mengadakan penpawasan melekat atas pelak sanaan
wgas dan tingkah lake Hakim, Paniters, Sckretaris, Punitera Penppanti, dan
Jurusita Jurusita Penpgant Ji bawah jajarannya agar peradilen diselenggarakan
dengan scksama dan sewajamya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
No, 3 Tahun 2006) dan werhadap peluksunsan administeasi umum kesekretariatan
serta pembangunan, (vide: KMA Nomor EMACOS0Y 2006,

A1 Fungsi naschat, yakm memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
slam kepada istanst pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. [ vide:
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tabun 2006)

5

o

Fungst admimistratl, yukni menyelengearaken administrasi peradilan (teknis dan
persidangany, dun administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum /
perlenghapan) (vide: KMA Nomor KMACOSD VI 2006),

O Fungsi Lamnya yainu melakukan koordinasi dalam pelaksanasn wgas hisab dan
rukyal dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUL Ormas Islam dan
laan-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006}, dun pelavanan
penyuluhun hukum, peloyanan riset © penclitan dan sebagainya serta memberi
abses yang seluas-lussnyabag masyvarskat dalam era keterbuksan dun Eransparansi
wtormast peradilan, sepanjang distur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
BRI Nomor R MATSUSE/NVHE200T tentang Keterbukaan [nformasi di Pengadilan.

Adupun capatan Rencana Strategrs Pengadilan Agama Wmtampone Tahun
2018-2022 adalah sebagn berkut
Iy Penyelesaian Perkara Tepat Wakiu
Lralum rungka melaksanakan tugas mewwjudkan kepastisn hukum, Pengadilan
Apama Walampone  sudab menerapkan repulasi proses pelayanan  peradilan,
khususnya yang terkait dengan penyelesman perkara dan tentang pembatasan
wiakiu penyelesalan perkars dengan harapan agar kepastian hukem dapat sepera
hadir di wenguh-tengah masyvarakat.
Penyelesman perkars tepat wakiu dan tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihas

pasdu lubel benkur:
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Tabael 1.1

Penyelesaian Perkara Tepat Wakiu

Tabun | Juml s L
grpcr e Er— -, v,
200 2757 ul 2778 Y964 |02 54
au - 383 T | 3353 UK K3 1086
2 > 092 ol | 2om | o8 | j00es
23 l'ﬂ.'-_' o 'Li.l | .Uty Lo Te 109,65
2024 | | b4 e |38 99,76 1962 |

Boerdasurkan tabel di atas, copaan indikator kinerju pada ahun pada tahun

2020 dan 2021 mengalami penurunan, Ghun 2021 dan 2022 mengalami sedikit

peningkatan. Namuen pada twhun 2023, capaisnnys menurun menjadi 109,65%,

Sedangkan pada tahun 2024, copaiannya kembali menurun menjadi 109,62 24,

2) Upaya Hukum Banding

Upaya Pengadilan Agama Watampone untuk meningkatkan kepastian hukum,

huulitas dan konsistensi putusan tercenmin pada penuranan upays pencar keadilan

untuk meclskuban Banding, Pencan keadilan yong  tidak  melakukan  upays

Bubum tingkat banding dari tahun 2021 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel

benkut

Tabel 1.2

Jumlah Perkars yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

% | %
22 287 K Y5 2079 au Y |04, 56
I;ZI_ _'_’ Lh R . w5 3375 -'i"sl,l‘rh 04,491
227 Y2 11 w4 2K | w47 108,71

i 223 L 4 i LSy ’ ";q‘-.'."'-l 105
. M2 | au? 1l | a5 I.Gx] a8 35 144,57

Berdasarkan wbel di stas, pada tshun 2020, 2021, 2022 dan 2024 capaian

ivdikator Kinerja berurut-tunet menurun, namun realisasi dapat Mencapl larget.

R T e T e




1) Upava Hukum Kasasi
Pencan keadilan yang tdak melakukan upaya hukum tingkat kasasi dari
tshun 2020 sampan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tatbwel 1.3
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

sumiah| % |
| 2020 2 %7 . K R 20| T 101,74
[ 2021 1 2. 353 1 I 1| L h LMY [ 9990 2 i
i S o |
|22z 24592 1 | oy | zose | 9986 | 10149
. S . =
i__:!.l:.l‘l | m 2 e 1970 | 9989 | 10192
|2 | e 5 o8 | 1es7 | se0 | 1017

Berdasarkan tubel di atas, pada tahun 2020 dan 202 | mengalami peningkatan,
sedangkan puda tahun 2021 dan 2022 capman mdikator kinerja penurunan. Namun
pads tahun 2022 dan 2023, capaian memngkal. Tetapi pada tahun 2024

capaunnyys kembali menurun.

4) lmplementasi Pelayanan Publik
@, Pembebasan Bisva Perkara (Prodeo)

Scbagummany ditur dalam PERMA Nomor | Tahun 2014, fasilitas
pembebasan  biava  perkara adalah sebuah layanun dimans  negara
menanggung buava proses berperkara & pengadilan. Benkwt adalah jumlah
poerkary yanp disclessikan melalul fasilitas Pembebasan Biava Perkara dalam
limia tahun terakhir

Tabel 1.4
Dt Lavansn Pembebosan Biaya Perkara ( Prodeo)

M ] i | 5. 000 O

wa | 38 | w S0 000 [ 100 |

recomR e ey -




w32 | a3 154 | 19250000 | 100

2123 3% K 19250000 | 100

= *
2024 2] S N b & 1:1155:-:.:% ]

Berdasurkan tabel di atas, prodeo pada tahun 2021 hingea 2024
vapasnnya 100, schingga targel tercapai.

b Sidang di Luar Gedung Pengadilan
Sidang diluar gedung merupakan satu layanan untuk mempermudah
masyarakat yang tinggal di daerah pelosok stau dacrah vang jauh dari gedung
kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalum mengakses pengadilan,
Hambatan tersebut adalah hambatan ssrana tansportast dan mahalnya ongkos
bepergian dant don ke kanor pengadilan. Program ini sangst membantu
masvarakal dalam mendapatkan kepastian hukum.

Tabel 1.5
Dt Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Kegintan | yang Disidanghan | o, | jumian [ % | %

| 2020 3| 48 wo | 88 | 10 | 100
M3y 17 . 204 [ i b [ LT

R * I reres L ———— — - Tl -l
| 202F |7 | Ry 1 | li 100 | 100
223 e 127 gy | |27 103 [ [l

024 | 4| K1 L $1 | 10 | oo

Berdasarkan tabel di wtas, indikator kinerja dan tahun 2020 hingga

J024, memperoleh capaan 1OO %o, schingga target tercapu.

. Pos Bantuan Hukum
Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang
Besar bag pars pencan keadilan, teruama bagi mercka yang tidak mampu
karena melalur program i masyarakat dapal memperoleh layanan hukum
Berups pemberian intormasi, konsultasi dan advis hukum serts pembuatan
dokumen  hukwm yang dibutuhkan dalum proses penvelesaian  perkara.
Benkut adalah data pembenan layanan Poshakum sejak tahun 2020 -

label 1.6



[¥ata Pembenan Layanan Posbakum

200y | 600D Jam GO0 Jamy | S9.494.050 | [0 % 1.9 perkara

Layanan | Lavanan terlayani
20 GOl Jum | 691 Jams | OYURHROUO | MK % | 1340 perkara
Lawvanan Layamian Teravam
N2 | To0dam | 700 Jam | TOMO000 | 100 % | 1095 perkars
. Lavanan | Laydunisn terfayani
2023 | T0dwn | 700 Jam | 70000.000 | 100% | 1.121 perkars
Layunan I Lavamus terlayam

2024 [ 0 dam | 700 Jam | 70000000 | 100% | 961 perkara
Layanan | Lavanuns | terlayam

Buerdasarkan tabel di was, indikator kinerja dari thun 2020 hingga

2024, memperaleh capman 100 %4, schinggs tarpet tercapai.

5) Putusan Perkara Perdata yvang Ditindaklanjuti ( Eksekusi)

Tabel 1.7
Dhata Perkara Perdata vang Ditindiaklanjut (Ekscekusi)
= T G i
m-‘ el P . 7 2 ) 7 Tt L 1 L.:':i.;h
| Lalm 1] - tegister |
| 1 3 3 I i} 2
{Td X B 5 2 | 2
R e . I ] I { 2
=023 . 3 4 i i
H—
224 3 2 | 2 0 2
Tabel 1.8

Peluksansan Eksckusi

20240 100 %% bl % 6l %

a2l T6h % 62,5 % 625 %

222 100 %% R 1 %

023 100 % U Y B0 %y N
| 224 EHTE [ (F
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Berdasarkun tabel di atas, pada twhun 2020 dan 2021, capuian indicator
Kinerja meningkat menjadi 62.5%, Tetapi pada tahun 20272, capalnnys menurun
menpadi 0%, Sedanghon pads tahun 2023, capaiannya kembali meningkat menjadi

8%, Namun pada tahun 2024, capaiannya kembali menurun menjadi (9.

Sumber Dava 3 lanusia

Pengudilan Agama Watampone didukung oleh 41 pegawarhakim, yang terdiri
dan ketua, Wakil ketua, Hakim, pejabal Kepaniteraan, pejabat eselon 11, eselon
IV, Kelompok Jabatan Fungsional  dan sl Adapun temaga tekms berpumlah 29
vrang, yung terdine dan Hakim 9 orang, Kepanitersan 18 orang dan Kejurusitaan
2 orang, Sedangkan wenapa non tekns ¢ Kesckretaratan begumlah 12 orang,

Adlapun tingkat pendidikan tenuga teknis menunat jenis kelamin adalah sehagal
berikut

w. Huakiri

Tabel 1.9
Tingkat Pendidikan Hakim Berdusarkan Jenis Kelamin

51 52 53
|| Laaka-laks . 3 - R
2 | Perempuan . 0 - &
L | Total - Y - 9
b, Kepamitersan
Tubel 1,10

Dingkat Pendidikan Tenaga Kepamicraan Berdasarkan Jenis Kelamin

No | Jenis Kelamin | ingkus Pendidikan | Jumlah

D3 | S 52
|| Laki-lak; - & - 8
2 | Perempuan 2 ) - 1
Total 2 14 2 18
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¢ Kejurusitian

Tingkat Pendidikan Tenaga K];:j::bnlul.lm Berdasarkan Jenis Kelamin
No | Jenis Kelamin | Tjpok Pendidikan | Jumlah
5.1 52 53
‘_I Liaki-laka I - - |
2| Perempuan | - . 1
Total 2 - - 2

Tenags whnis inilah yang merupakan tulang punggung penyelesman perkara
vange menjuds kompetens: absolut peradilan agamy, sehingps kuantitas { pemenuhan
kubutuhan tenags teknis) maupun kualites tenaga tekms tersebut merupakan suatu
keniscayuan agur asas peradilon yang cepat dapat terw ujud.

Benkut i merupakan tingkat pendidikan tenaga non teknis / Kesekretariatan

mienurut jenis Kelaman |

Tabwel 1.12
Lingkat Pendidikan Tenags Kesekretsriatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No | Jenis Kelamin | pinglat Pendidikan | Jumlah

pa | s1 | s2

|| Laki-laki Il 4 I &
2 | Perempuan 2 2 2 b
| Twtal i s 3 12

1.2 Potensi dan Permasalahan

AL ldentifikasi Konteks Organisasi (Isu Internal dun Eksternal)

ldentitikasi Konteks Organisast yang mehiput Faktor Internal (Kekuatan dan
belemahan) dan Fakior Eksternal (Peluang dan Ancaman) atau senng disingkat
denpan istilah snalisis SWOT (Sreagth, Weakness, Opporiunity dan Theear).

Analisas SWOT adalah  instrumen wang bermantaat dalam  melakukan
analisis strategt dalam manajemen  perusshasn ataw  organisasi. Analisis ini
berperan scbagar alat untuk meminimalisie kelemahan atse kekurangan vang
terdapat dulam suaty perusahoan atsn organisasi serma menckun dampak dan

anwarman yvang tmbul dan harus dihadupi,

[y P rm— g ”| |



Tabel 113

Hasal Idenufkast Masalah o lsu Internal dan Eksternal

Adunya LLlunhabaan dun Kewenangan yang jelas

_:Gu.n:.-.-l -'."i-l:-leurd.l_lpumslm:ua] Prosedur i;EJL'II-'j-

Al 1asar Hukum ying jelas (Peraturan
Perundanp-undanpan yang herlaku) yang menguiur
komnpetensa Pengadilan Agama,

Mennliks gedune vanp n_pn_:.n_mmn'

- Memiliki hubungian yany baik |.1|:|||g-.ui Femerintah
lla-.rﬂll. ke I'l-'n..rl.-".L dan instansi ferkait,

ir.

”I-I-kl.-ll'lt_q.l-il Sistem Informasi berbasis Web dan
Deskiop

Kasde Enk dan Pedvman Penliske Hakim

KERLATAN | 4.

Adanya Renstra atau Program Tabunan

Adanya Job description dan Sk Penunjukan

IS THRENGIHT]

Kekompakan . Konnten Manajemen
Jenpang pendidikan formal hakim dan pegawal vang
el

151/ I3,

INTERNAL

- Aplikas SIPP termplementisi dengan baik

Adlimya mesin arinan :.'u:l.mg

Jarngan internet dan ISP sering benmasalah sehinggea
implementasi SIPP dan proses upload putasan
terhambat

kouramgnyva juandah el kuompeiens: SDM bidang
koepanmiterian dan Kesckretariaian

| Atunggakan s perkia)

Belum semua Perkara dapat terselesaibiy

[ "4'

keterbatasan dana perkara prodeo

b

Belum optimaliva pelaksanaan SOP

| RELEMAHAN | &

(WEARNESS) | 7

e T O U i RN SR LT il MM

T hl.'dm.plm.m habim dan pegawa dalom melaksanakan

Fourmgnyva Kesaslaran aparal | pejabat dalam batasan
Jabatun vang diberikan / bugas,

E.urm:y:l]r.l sarana dian prosaring,

Lugas belwin maksimal,

Muasih in_rd..i-ﬁ.u p.u;*-h_qu b vange ranpkap tupeas.

I‘.'.u.rum..n_','d. |:|_Eul||:un bagim kepanineran dan
Kesckictoritan

hH] HLIMH ml-ru-‘:n.lnl Lh'u.l-.m!'. UII'ilnIFI-L

Tidaak dl.lnltl}d. Il..n..Jg.j Fungsional Khusus (Arsiparis,
Franata Komputer dan Pusiakawan}

Belam samua perkira diputus dan diminutasi tepat
wakiu

Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan
panjar brayva perkara
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st
ERSTERNAL

PELLUANG

(OPFFORTUNITY)

AMCAMAN
(THREAT)

Kerasama dengan kantor POS untuk melegalisic alat
bukti persidangan

.

Kerjasama dengan rdio SDL(Swars Diya Indah)
dalam pemanggitan para Pibak vang tidak diketahui
ilumatnya (ghaib) dalum perkara [Mrveraian.

Luasnya wilavah vunsdikse Pengadilan Agsimna
Watampone Kelas 1 A

Adanya Lembags Bantuan Mukum / Advokat di

kdl'mpali:n b,

Kerjasama -,h.ui.im pibizk Pemermtah Dacrah dalam
Peananggilan / Panbertabuan Putusin para pihak yang
ghanb {perkara kebenduan dan perceraian)

‘l-'!l.l.nmgkulu:,'u virlumie perkam

Stabilitas politk yang kondusil

|l.'n.f-l.|-.]:rat h:{m,m;u Imltl-:rngn pendidikin pereuruan
v e Babupaten Baone.

beragan [slam.

Penduduk wilivah Kabupaten Bone P YOS

Muulngkﬁh:.-a Jumilah perkawinan vang tdak disahkan
securs hukum segani,

Massih bunyak masyaraki yang belum memabam
mekanisme berperkara di pengadilan,

1

L

kouruy maksimalnva peran dan fungs: lembaga BP4

o

| Tingkat kesaduran hukum masyarikal lentang
- perkawiman masih minim

Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur

L= R /]

Adanya pemialsusn dokunen

Infrsstirukiur ulun raya) di wiliayah kecamatan tidak
memadas, terutam di wilayalh vany sulif terjangkau,

Mmmgham}a jumibab penduduk miskin vany tidak
nmanipu asembayar biaya sita dan cksekusi,

- Sering terjadi |:I-|.1i.|..ul=||ru1n listnk dan PLN,

' Fasilitas T ATIEr V) FE wimum di daerah terpencil inin,

| Eksistensi kelembayaan I'mi_mmlan Agauma belum
dipahimi secara benar oleh sebagian masyvarakal.,

Tabel 114
Hasil Perhitungan Survey

51| .m;,-.. beclemibagian dan Kewenangan yang jelus g | 25 (023 5,20

| | komgpetenst Pengadilun Agnma

= .-hl.:uy:l!mr Hukuwm sung pelas | Peratusan 22 | 25 (025 530
Perundang-undan gan yung berlakul, yang mengair ‘
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&1 Aalinyva Snwndard Uperasional Prosedaer (5000 | 15 U5 4,95
S| Memuliki gedung yang represenit, o ks | 23 | 0025 | 4563
85| Memiliki hubungan yang haik dengan Pemnerintah 01 | 25 | 0025 | 503 |
Draerah, Kemenay dan igstans perkait,
S| Dukumgan Sistem Infomust berbasis Web dan I3 25 0025 4,58
Ireskiisp.
8T | Kode Erik-dan IJ..dunm. Penliku Hakim. 305 | 35 | oo3s | 503 |
| 5K “.-;'u.lj.l-nu Jubs e |'||'-I||.:-II ity SK I":nunjul-..m 197 | 3 5 (0125 4,43
| 89 | Adamya Wenatra atau Program Tahusan, 192 | 35 | 00% | 48
"'_-IIJ k-..Lumrld L.l.'ll T "r'i-.."a;.'“n-'l;'..'n TE 2.5 U.i.'.l‘l:"l 4 55
S0 Jenjung pendidikan furmul hakim dan pe |1..|.__.|-'.1. al il I a5 0025 | 488
nwankackan
i s12 .r"upllk;m Alpp lffllllbllﬂl!H.'-ﬂEL"i.i dengan baik b 1.5 25 480 |
I Sy [ "-.d..un..a e ntrn mql.ln;,— BT 35 0025 4,11“1]_.

SR AT i et

Jarimgin imermet dan ISP s bernasalah schingya

smplesticntuss SIPP dan proses uplosd putusan
teriasmiag

W2 | Kurangnyi junilah dan kempelensi SPM bidang 13 | 23 0,025 335
Ropanicraan dus Kesckrelariatan
W3 | Belum sermun Perkara dupat werselesiikan 141 2.5 00X | 3525
|1'|.||I|H.:.ll.lr| s1nE rn:rhjru},
w4 | Keterbutean dana perkara prodeu 4| 23 0025 | 3,518
Wi | Belum wptienalbnyg ]wl.ur:..u'uum S0P, 132 2.5 (3025 33
Wh | i-;.-urqlu..n'nl husadaran wparat | pejabay dulam batusan | 143 &5 D025 3575
jdl'l-u1.ll:l ik diberikan s,
L hur.m;.,ll-:..x sararia dugk prasarang 135 23 (025 3375
Wk {-I.._'q:-.].j;-.ipluml hakam dan pegawan dalam mclshsanakan | 146 X5 0,025 o5
| b bzl ikl
| W ! Masth wrdapat pugawal yung Fﬂ.lL}.',J'i.il.]’JIFﬂz«. 133 25 0025 | 1325 |
|
WG | Kerangova pelatibun bagian Keparaiersan dan 13 2.5 u2s 3225
huschretariatun
WIl | KHI Belum P ki |-..I||J..l:|'|l:-1.l?;hmg. 152 25 E},I’_Ei 18
W12 | Didak adanya Temaga Fungsional Khusus | Arsiparis 134 2.5 025 | 333
duin E‘m.LuJ-..i TN
W13 | Behum semm perkara diputus dan diminutssi tepal 133 25 (025 3318

Wk
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O Rerpusiing dengan pihak Bink berkaitun deryzan

| ak 2.3 25 4,940
| i’.mj:.u' Braya Perkira
(a2 Ku}muu dutigan kantor POS uriluk macleynlise | 1w 15 035 485
ilat buku persidangan.

[pi .n-L"fJ.HbJIFM d-|.11-4_.,u.n Radiee S | Suara Dayu boskih) | 205 235 04025 5,13
dalam pemunggilan para Pilak yang sdak
diketahui alamuinya (ghaib) dalam prhara

| pereenian, -

U4 | Luasnya wilayah yunsdiksi Pengadilan Agan 203 1A 0,025 5,08
Watarmpone Kelas | A
5 | Adansal r.'|-'ni'1-._j|.__.j Barituasn Hukum / Advokar di 1495 25 025 LRk
I I:dh.ip.l.ll.'-:l. Humwe,
I_.l. i h’.l.m.a-.mu dn.:uyu " smerintah Duerah dalam [0 2.5 025 4 98
Penanggnlan - Pemiberitshuan Putusan pars prhak
warnge il (perkara kebendaon dan pl:I\'l.':'l:lhl.HJ'

i [}I'.l'_'r "-'Iq:rum_._h..jlnu vilune |n.-r|-.4ri I BT 245 0024 4493
08 | Stabilias politk sumg kondusil, i T 13 1025 488
09 | Terdapat beberaps Lembaga Pendidikan Perguran | 201 138 0025 | 543

I g i kabupaten o,

Ol | Ponduduk wilivah ]mburm-m Bhoawe maeyomn s 2 V] s 5,20
beruguma sk

Total 199 | 25 025 | 4990

E_‘rw. II_'

|.-.-.r.,._ -

T | Meninghatnya jumlbah pn.-rl;.mmun yan hd..:ln.
disalshan secarn hukuim Nepgara

I ] Masthh banyak s yarahat yang belum menabam | 146 2.5 0U25 | 363
_ inckarisim l'u:11:|.~rk.|.r.1 d |I:.t'll.1.u.|,I|.|.q|:‘|.
L - .
T3 | Kur g uulmnulm.u |muﬂ. an lungsi bembig 2 2.5 i 1125 33
(1]

[ I uighoat Kesadaran hukum masvarakat eman g 13l 25 1,25 3,275
| prrhaisyainan itkisih e
| N _— — -

TS "ilt‘lllllhlatl'l_lla jurulq.h 1'.||.1'L.]'|-l,|n.|:|.|'|. l.h (T — i54 25 U2S 3RS
| 6 | Adiwnya penulsuan nLaLum,—n 1 a3 U024 Sqa%
DT Infrastruktur gl fu:.u;l v wilnyah kecununan L 15 0,025 4TS

tiak rmeradan, terutama & wilavah vang sulil
Lerpangkan,
LR Memngkainya jumilah pendoduk miskin vang tidak | 135 2.5 0025 3,375
' rrumpy miernbayiar biava sita dan eksekosi,
19| Sering terpdt pemadaman lisank dari PLN. 124 1.5 00248 3]
143 2.8 0,025 | 3,575

N0 | Fasilitas e portas) i di dacrsh wepencil
| simim,
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I | Eksistens kekoambopian Penggudiban Agama belum [ 2.5 2025 405
| adipa b sovara benar oleh selsgian masyaraka
Total | 152 | 215 | 0215 [3sa7s
Vabel 1,13

Urutan Masalah ¢ Isw Internal dan Fksternal Berdasarkan Hasil Survey

Lo | Adunya Kelembagawn dan Kewenangan vang jelas

ER .-"ha;u}'u Drasar Hukum vang jelas {Peratiran
Perunduang-undangan yang berlaku) yang mengatur
! kompatensi Pengadilan Apama,

1. | Kode Eok dan Pedoman Perilakn Hokim

|
| 4. | Memilika hubungian vang buik denguan Pensenmal
I

Eaerah, heMenAg dan instans: terkait.

A :"l.llu.;}-:_} SEdaEl]p:luhjunq] Prrosedur (S0P )

hERLATAN fr, Iﬂ.;nw J-.1.h-:h:.-i-|:r1plmn dan SI.E-:'.-I";mun}uk;m
(STRENGHT) | 7 | Aplikas: SIPP terimplementast dengan baik

8. | Jempang p-.;d'idikan formal kakim dan pegawai vang
HECRHTH SN

4, '.-;';;.im:.-n Renstra atau l-"_mb-.mﬁi Ishunan

1 e
10, | Adanya mesin aminan sidang

Tl_T_M |:|niljl.|"£:i..-|.1ung'3i|-hg represenian

12, Ili'-';l-_l'i:]]b'il.ll Sistem Informasi berbasis Web dan
| Deskop

. "t i 13 - Kekompekan / Komitnien Manajemen,
1. | KHI Belum menjadi Undang-Undang

2| Kedisplingn hakim dan pegowai dalam melaksanakan
| tugras baelum misksimal.

INTERNAL |

3, | Kurangnys kesadaran aparat | pejabat dalam butasan
Jabatan yang diberikan ¢ tugas

4. | Belum semua Perkarn dapat tesselesaikan (lunggakan
hELEMAHAN ! i perka)

(WEAKNESS) | 5. | Keterbatasan duna perkara prodeo

B | Junngan iterel dan ISP sering bermasalah schingga
implementasi SIPP dan proses upload putusan
terhimibil

TS |

7. | Kurangnys sarana dan prasarana.

B | Tidak ndauﬁ Tenaga Fungsivnal Khusus { Arsiparis
| dan Pustakawan)

BT B e PR e i - -




9. | Masih terdapat |‘H.!E'...il.'-'-q'll HUAME T RS g,

. 1| Belum semu perkira l.]::.|:l.llu5 dan diminutasi tepal
wakiu

11, | Belum optimalnya pelaksanaan SOP

2. | Kurangnya jumlah dan kompetensi SV bidang
I'-'.qmnitu!mu: dan Kesekretamalan

13, | Kurangnya pelatihan bagian Kepanitersan dan

K esekretanatan

| 1. | Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas
beragama Islan.

Kerjusimma denpan Badio S (Suars Daya Indah)
dalam pemangpilan para Pilak vang tdak diketah
alamatnyi {ghatb) dalam perkara perceraian,

1wl

3. | Luasnya wilayah yurisdiks: Pengadilan Agama
| Watampore Kelas 1A
4. | lerdapat heberaps lembaga pendidikan perguruan
Ii|||._.:,i i kabupaten Hone
PELUANG 5 hl-l]mlu.l et jUII-.IJ". Pemeriniah Dacrih dilam
(OPPORTUNITY) pemaryi by penber itabuan bags para pibak vang
ghinihy (perkam kebendaan dan perce r.n..mj

i :\I.L.uwu ltmhu[...s Bantuan Hukim / Advokst di
kabuparen Bong

Meningkutnya voleme perkar

8. | Kenosama dengan piak Bank berkaitan dengan
panjar biaya perkara

9 | Stabilnas p-uhl:ll; yang kondusil

_ [, R-Ll}llhlllﬂd dengan Kamnor POYS wituk melegalisir alst
Ist bukii |1|.:'.-:-J-.I.ug_.m

CEKSTERNAL 1. | Eksistensi Ln.hmhq;_imn Pengadilan Agama belum
dipahami sevara benar oleh sebagian masyarakal.

1 Mesingkatiya jumbah perkawinan dibawah umur
3

Meningkatnya jumbah perkawinan yang tidak
disahkan secuns hukum negara.

4. | Masih l'riulyalc masyarakat vang belum memakami
miekanisme berperkara di pengasdilan,

5 | Fasihtas transponas wmnuwm di deerah tenpencil
AMUAMAMN L,

(THREAT) 6. | Infrastrukiur uJLm raya} di wilayih kecamatan tidak
memadan, ferutima di wilayah vang sulit terangka

| 8. | Kurang nmtﬂ-tnahlya peran dian fungsi Imllhuga GP4 |

9.0 Tingkat kesadaran huksm masvarakat tentang
| perkawsin masih minim

10, l Sﬂrlnb terpudi pemadaman lisink dan PEN.

WHMME}IMME 2024 s




Ik F"I.LL:U'!-}.:I preimalsamin dokumen

Fabel 116
Analisis SWOT

1. Adanya Kelembagaan dan
Kewenangan vang jelas

. ]

telas {Peraturan Perundang-
undangan yiy berlaku)
yang mengatar kompetensi
Fengadilian Agama,

Adan ya Dusar Hukum yang |

- KHI Betum menjads
Linlang -1l nding

13!

o Kedisplinan hakim dan
pretivwan dhibum
melaksanakan wpeas
b lm muk s il

1, Kode Fiik dan Fedonman
Penbuku Hakim

4. Memihki hubungan vang
haik dengran Pemernetal
Duerah, KebenAg dan
instamsi terkan

3 Kurnngnya kesadaran
aparat / pepabal dalim
butisan jabatan vang
dibenkan / ugas.

4. Belum seamua Perkara
il terselesaikan
itunggakan / sisa perkara)

_.ﬁ_Hd.iln}'u Standand
Uhperasional Prosedur (S01P)

3. Keterbatasan dana
perkara prodeo

B Adanya Job desenption din
SK Penunjukin

6. Jaringan internet dan ISP
sering bermissaliah
slunpgs mnplememiasi
SIPP dan proses upload
putigsan terhambag,

7, Aplikas SIPp
terimiphementas: dengan bisik

T, El.tlmllgn}'il sarwng dan
PraSAra,

Ejs:l_l-j-:mg pendidikan formal
hakim dan pegawal yang
menisida.

+ —_—
P Y Adanya Renstra atau
Progrm Tabuenan

8. Tidak adanya Tenaga
Fungsional Khusys
(Arsiparis dan
Pustakawan)

vany rngkip ugas,

Lt Adanyin mesim antran sidang

R T R T A e s i

FO Belum semua perkara
dipuius dan diminusi
lepat waiklu




I Pensdusduk wilaval
| kabupiaen Huone
| mayentas bersganma
NS

2. herjasamu denian Radio
S (S Dayva Indak
dalam pemangyilin par
Fibiak svang ik
diketabin alamatnyg
{phimb) dalam perkara
PErCETIRLL

s |

Ly wilayah
}'UJi-vdﬂ. sl I't‘l1;l.1;h!:||d||.
Mrani “'.JI.'||||.Fm||,||_' kelas

1A

lemibaspa pomdidikan
L P PRTER ST I
katbwpuiten Bone,

5. Kenasama dengan pihak
Femenntah Daerih dalam
P Eian peiberizi b
i baghy pusra palink vl
phath | perkara kebenduan
dar penceranin g

12&3: Memaksimalkan adanya

9 & 2 Mengoptnulian
peloksanaan Restra - Program
Fabaesan dempan meman Fatkan
kerys =ama demgan radio S0
dibam pemanggilan prhak yang
tddak diketahw alamamya (ghaib)
dalam periarn percersmn

Sraftepi:

bocrjssama dengan rado 500
(S Daya Indah b dalam al
FRELER ITRRN Pl |
pemberiiahian

duarar hukwin yvang jelis

| Feraturan Fenmdang-undangan
waung berlaku) yang mwnpair
honmgretenst Pempadilan A
dengan muemantaatkan luas
wiluyah yunisdiksi pengadilan
agama Watampone Kelus | AL

Sirsbegi:

Kerasima denpan Pemernintab
Dol dadam rumgka
pretiimpkatin Kesabarn ke
terkait kompeienss pengaditim
WL,

5 & 3 Meminmmalkan
heterbatasan dana perkara
prcaden untuk memaniastkan
lugsoye wilnyvah yurisdiksi
Feagadilan Agme

W aampoase Kelas 1AL

Strategi -
Pelaksunaan sadang keliling /

Inyanun terpadu, prodes dan
Pus Bantusn Hukum

A& 5 Mengoplinalkan
hubungan yang batk dengan
Fenwerunbih Duerah despan
g by kerjasar i lam

e g lan pemberitabisan bags
para pihak vang b | perkan
ke bendanm dan perceraian}

Slralegd

Berjasemi dengan Pesseriniali
[zl dalam pemuinggnlan /

pembentahuan bag para pihak
| yang ghub {perkara kebendawn

g e T T




"h- Addapva Lambaga
Biamntuan |hakun
[ Addvarkist i Kabugusien
iwomee

HEH pn.'ru'r:n;:'m}.

4 & & Memimimalkas
tungeakan /sy perkira)
dengin memanfiubkan adanya
Lembiagn Hanman Hukum !/
Addvakad di kabupaten Bone,

Strategi

Munmjemen pemingkatin
penyelesaian perkara,

T, Memmgkatnya volume
perkira

P& 7 Mengopuoulban adinyi
kelemhagaan dan kewenansan
v felas dengan meman ik
|'|'|lL"JII|'I:.:]l!.HIIL:|.'.H sumaliah wolense
perkiara

Strafegl

Munajemnen penimghkatin
penyelesatan porkara,

I 8 Kerpisama dengan poiuik
Hank berkantan denpan
prisnpsr By perkara

Komadusid

pr— e

|. u, Stuﬁlilﬁsﬁtiumm

S &K Mengopuialkan Standar
Uperasional Prosedur ( SO4%)
dengun menjalin kerasana
dutigan piduk bank berkaitun
pangar biaya perkara

Siratepi:

Foenasima dengan Hank BRI

TRl et inuan prangir
Bilaya perkara.

T & B Menunamalkan
kurangnya saruni dan
Jrrasarana demgan
mwmanfaotkan kerjasama
dengin pihuk bunk berkaitan
dengan pasijar blaya perkara.

Strategi ¢
Peningkatan saruna dan

prasarang dalam pembayaran
panjar biayis puorkiars.

14 i’«:-l.!r_:i.l-e;i.l-l.ui.i dengan kintor
Peas wntuk oielesalisr
sl buktn peersidianyan

1. ]'.L:.I:.Il:llm Ll:h;l::utmt_'q.;m
Pengasdilan Apana belum
dipraduun secara bomar
oleh sehagun musyarskat,

1 & 1 Memanbuatkan  adanya
sisar hukum wang jelas

i Persturan Perundang-undangan
wang: berluku) yange mengaiur
kompetens: Pengadilan Agama
untuk mengrantisipaisi cksisiensi
kelembagsiin pengadilan spama
sang belum dipalsaomi secara
bunar oleh sehagan orang,

Niratep

3 & 1 Memamimalkan
Rurangnya kesadaran aparat ;
prsjalaat dulam batasan jabatan
wang diberikan ¢ lugas untuk
nwmgantisipast eksistens
kelembagaan Pengadilan
Agarns vang belum dipahami
sewars benar oleh sebagiun
masyarikal,

Strategi :
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koerasanu denpin Pemerutah - Pemingkaten manajemen
Dracrah dulam rumgh i bosilitins S1IA,

peringkatan kesadaran hskum
terkisit kampetens: pengidilan

FTCHTREAY
1 Memngkatoya jumlah | S & 2° Mengksimalkan
[ perkivwinan dituw aly pelaksanian standar operasional
[T prosudare {SOP) uniuk

IeTanispas] e nghkatiye
purnlich perkcawinam di bawah
T

Sirategi &

Sostalisase S0P Layanan lishag
mikah Violunter.

¥ Moenisgkumya jumildy 453 Mengoptmatkan
prerkas mun vang tidak hubusngan baik dengan
Jl:‘.uhk'.m SO0 hl,:li.; uim l‘l-ﬂhﬂ'inlih I.J'an:mh. Kl:n:u..-n.a._l._:
Pt sk anstanss werkat wniuk

e Eklisipasi meningkainy
Jumlab perkawanan vang indak
dizabkoy secara hukun negara.
Siralep

Koy samia dengin instast lerkal

halamm rangka peningkatan
masadaran hukuwn shalam bidang
perkawinan.

4. Masth banyak masyarakat | 1 & 4 Mengoptimalkan adanya
watg belum mmeniabud kelembagmin don kew cnasigin
mckumsme berperkare di | vang jelis untuk mengantisipas
preigadi i inasah Banyak musyvarabal vang

ezl mema hisnn nrekanisme
berperkara di pengzaadibise,

Strategi ¢

Sussialisasy SOF Penerimaan
Ferkaga di pengadilan agama.

5, Fasilnas tramsportis:
skt b dacrahoverpsenel
T

t, Inlristrubiur g lan rava )
i wiliwah Kecastin
Dk mwamasdan, lerutiama
i wolawwh sang sulit
berjangtkai

T Moemmgkatnva junilah
penduduk miskin vang
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¥
[ 8. Rurang maksunalnya

periun dan fugs bemibuaga tungeakan | sisa perkara uniuk
(11301 menganiisipast kumng
| nuksimalnya peran dan fungsi
B4,
Strategi @

tidak sy meambayiar
Priaivar sita ki chacdk usi

Managemien peningkaan
peenyelesdian perkar.

W Tgkat Kesadaran bk =]
LT | ST PR THE
etk inan mdsih minn

T Sermg terpodi pemiadisn 1
luserik chiary M3,

H. Identifikasi hebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan serta Strategi

Fenwnuhannya

Mangjemen Penpadilan: Agama Watampone mengidentifikasi pihak-pitiak
vang  berkepentingen dimana memberikan dampak yang potensial  pada
kemampuan organisas: untuk secara konsisten memberikan pelavanan terbaik
yang memenuhn persyaratan pelanggan dan persyaratan hukum dan peraturan i
herlaku dengan menentukin
I} Wentifikas pihak berkepentingan vang relevan dengan sistem manajemen
iy,

2} Perssaratan-persyarutan yang diperlukan dan kebutuhan serta harapan dani
piliak vang berkepentingan vang relevan dengan sistem manajemen mutu.

33 Menetapkan strutegt program vang diperlukan untek memenuhi kebutuhan dan
harapan dun pihak berkepentingan.

Hasil  wdentitikust  para pihak berkepentingan  (siekeloldor)  yang
mempengaruln jass Pengadilan Agama Watampone Kelas | A tersaji dalum tabel
beriku

Tubel 1.17

Pihak berkepentingan yang mempenganah jasa Penpadilan Agamys Watampone

e oo BT e —-




.| Masyarikat penean keadilan (para pihak) %
I_J:. Fengadilan Imgglﬂg.mm Mukussar s
LB- Mahkamah .I't;gunl, K1 A
|| Penpadilin 'i.g.mm Selurul Indonesia K
| B R W R T T T A
S| hantor Urisa :"q.u.mn (KUA) Kecamitan, sesus X
wilavah vuridiksi
it Hiink x
1. | Poshakum {Hn:-. Hm:tu.m Hukum) x
3. | Ehspedisi x
9, -I_H K1 (Hadi Kepublik Indomesia) X
1 Advoeka “:l..llj,ill. ara )
e
L KPENL (Kantor Pelayunan Kekayaan Nesara dan
Lelang)
12 [ KPpN [himl-nt Peluyaran Perbendaharman hq._gn.m]-
13| Ranw il Ditden Perbendidusrzian Propins Sulawes
selilin
(EN 'I."|.-qm|;: iebwongaon Petisiun)
13 | BEN  Insiansi Pemernintah Daersh yang menangn
kupeawanin | PNS
i, | Badan Sunsuk x|
7| Kantor Kelurahan  Aparal pemerintal: %
Ps | Pamda - Kantor Phinas Kependudukan dan Calatan %
Sipil
19| kantor Pelayanan Pajak 5
20| ko Poless - 3
21| PT, Telekemunikass Indonesia K

Kebutubian dan harapan serta strategi pemenuhan para pihak berkepentingan
vang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone
boclus | A tersan dislam 1abel berikut -

Tabel 118

hebutuban dan Harapan Pibak Berkepentingan yang Relevan dengan Sistem Manajemen
Mulu Pengauhlun A Hm:l. Wulhmpl.'-m.

——— e T e e

L | Masyirakn b Permolonan / pugatan | Pengpunsin SDM yang kompeien,
l pincarn k-:thiilun_  dapat sepera (cepat ) | penelapan dan pengembangan SO
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dipuluskon bidang kepanitermn dan bidang
Kesckrelunatan, pencrapan ek nobogt
nlures vang st dan mendukung
bayueiun vsasyarakat pencari keadilan,
2 Huya perkara Perhitungan blaya perkara berdasarkan

berjing ki

jrackii peraburan pa:l‘un..lnng.lm pEiH T
bk,

¥ Inkabulkanmya Fl'-rl-l:dr."l.l Perencanun anggaran seswi denpan

([P A

eslimasi kebwtuhan prodeo wilayah

| wurdiksi,

4 Persidanpan perkir
Lepat wikiu dan
(TRATTE Rty

i

Putusan memenl
rasi Keadibnn

Pesseiupan, penpembangan, dasy
pemantauisn pelaksanaan SOP bidang
Repaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

| Teluah berkas perkara, harus jelas
subyek ditn obyek hukumnya,

[ [E ”.'L-.i|]:|n1liluii.

pengadilan dilering
Teprasl wakiu

Penwtapan, pengembangzan, dan
pemantzwin pelaksanaan SOP hidang
kepanneraan berjalan sesual ketentuan.

==d

Mlonienng mformas
prerkisra

Pernmgkatan dan pengembangan
Pekmaodogi Informesi (T, memberikan
infuriias secara jelas kepada pencan

kemdilan.

N Mesin antran sadang
i Lerliksamanya
persidangan secara
terib dan teratur,

Memngkatkan pengembangan
Teknolog Infommasi dan memperlancir
jebinnya sidiang,

I Meningkatnya
penyelesuan perkara
wung sederhana, tepal
wathiy, trmsparan dian
akumtabel.

Penyediaan dan penggunsan SDM yang
ket

I

Meningkatnya
penyehesaian perkira
dabiom pangka wakie 3
bulan

"1'|..':u.'l.'1p:m, pengembangin, dan
pemantawin pelaksanaan S0P bidang
koepaniteraan berjalan sesuai ketenluan,

3 Memmgkalnya
pebayamin perkara
riskin dan
lerpunggirkan vang
diselesukan secarm
bl waktu,

Penetapan. pengembangan, dan
petanizin pelaksanaan SOP badang
kocpsmieraan beralan sesua Kereniuan




3. Pengadilan
FLYERTHHRETEE
| Dndwsne=ia
- +

—
| b
|

.'-';ll.‘lilll.ll_.'.k-illll'_-.-il
pelayanan perkirg
riskin dan
terpinggirkan vany
mendapatkan layioun
Pushakum seca wepal
Wkl

penyelesaian

PUliEsan pengtagin
secari lepal wakiu don
disngeah ke webaiw,

Memngkiatnya

pretnye lesanank moanut s
berkais perkara tepat
witkiu

Penelapan, pengembangun, dan
peitiantivuan pelsksinsan SOP badang
Bopaniteniin benalan sesum Ketenluan.

.l_l;i.-‘FHTTi.Ip_i.l.ll teknalogi informas: yang
mendukung pelayanan, penyediaan
SDM vang diperlukan,

I‘ul1ularu|.i;. pl.:11g-|:l1lluﬂ:|g.'i..1.|:-.:i.un
putniuitavan pelaksansan S0P bulang
Foepaniterin berjalan sesua ketenluan,

e |

Mleminekatnya
adimunisirasd
[RHETINLEL perkant
Sung clekif, efesien
dan akumabel
hiun1i1l:k;;fi|:.-:
penyebesanan
adinimistrast putusan
perkors vang efekil,
wlesien dan skungab-]
Meningkatnys
pelivanan
e salinon
Pllsmn Lepul wakiu

Pemetapan, pengembanpan, dan
pemactauan pelaksanann SOP bidang
kepaniteraan beralan sesaal ketentuan,

J"'I:.‘Ii.l.:1-iq‘l:t'|1;1l|:':lle-l.|.:lﬁnj‘.'.ﬂﬂ. il
pemantauan pelaksanaan SOF bidang
kepaniteraan berjalan sesual keteniuan.

Penctapun, pengembangsn, dan
pemaniawin pelakaamaan S0P hidang
kepanitersan benalan sesua ketentuan,

|

Memmgkatny
penerbitan akin cenal
sevari cepal din tepal
wakiu

Penetapin, pengembangan, dan
prommintain pelaksanasn SOF badang
Kepaniieraan beralan sesual ketentuan,

bt Enmp_j;uin].-‘:i
peelayanan penyerahan
ak L Cernl seuiim copil
ki Lepat wakte

!'-.h:njﬂﬁkmn;u
kerposamna daba hal
pemiensshan banisan
g tlun/ PET
Fabuiyun secara tlepa

| Penetapan, pengembangan, dan
| pemintauan pelaksanaan SOP bidang
kocpanitersan berjalan sesuan ketentuan.

Menpelektitkan media online dan

| pernaitan pelaksanaan SOP bidang
kepanitersan’ Kejunasiatasn beralan
sesbian Kelentuan.




winklu '

L hirnuMﬂur}u 1 Mengetektithan modia online dan |
sadni ddalam hal petmbantanan pelak sanaan SOP bidang
delepast untuk Repuitensn kepurusitaan berjalan
prelaksanaan acsiat keleniwin
Pemerikssin Setempal

3 Menmpkatkan .'ulc-:ug-.'li:kﬁthm media online dan
kerjasama dalwm hal prernantauan pelaksansan SOP bidang
delepasi pelaksanasn kapaniersan’ Kejunusitaan berjalan

. o sita dan cksekusi sesta ketenluan.

4. | Kontor Urisan I Diernmanya sliman | Inicosifikast kowordinasi kemmjuan |
Apania (kLA el Usih CeTal pugat |laprorian peerkara ke unil satuan kerja

| boccamana, oo 1o kik mternal Pengadifan Aguna Walampone

| sostlan wilavaly Boedas | A
yurtudihs: 2 Mleningkatmya N I ﬁun_ing katkan kisord s dnlan

peluksanasn saidang Pengadilan Agama Walampone Kelas |
terpaudu 1sthat nikah A KUA serta Dinas Kependudukan dan
Latatan Sipil.

5 | Instansy I Rl:l!:u'lg perkara digelar | Sosialisasi ketentuan PeralurEn alau
Pegsicrinnah dengan petunjuk dan Mahkamah Agung kepada
avrah vang nuernperhut ik Magpeles Hokim vang menangan perkars
TR AT TTETRY b leib wian el gugal | cenu ik,
kepepawanin perceraian PNS, vuily
s dengan mempereleh

2 s pendlakan

| dart pejabal yang

[ Perweming uniuk
melakukan perceraian

2 Ay iembisan Intensdikasi kovrdinas dan komunikasi

| sathimun Akla Cerm ke uzin laporan perkara unst satn

| pepawim vang menjadi | kenya internal Pengadilan Apama
| Lanpgung jawishnya Watampone Kelas | A
6. | Bank 1 ldak adanya 3'-;!4.:|1md.ukl.|mju1t keteniwian Buku 11
manipulast buava tenkang panpar biava pericara,
rerkiara peningkatan SDM di Mega | dan Kasic
serta pelisksmaan SOP Pengajuan /
Penerimnmn Perkara

3, !'ﬂu.:ll-lu_p.nll-. an | Menvedikan SIM yang andal,

| hepaasan pelangpan ferrmgil, e lin dun menantag

siei: Bkl peliksaniun S0P di Meja Kasir dan

I Mega L

| 2. Melakukan transaksi yang

| | berhubungan dengan biaya perkara.
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2.1 Visi dan Misi
= Visi
Vist merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone
nantinya disrahkan schingga bisu berkarya sccara konsisten, tetap  eksis,
antisipati, novati! dan dibutuhkan oleh masvarakat, Dengan mengacy pada Cetak
Biru Jilid 1 Mabkamuh Agung RL Pengadilun Agama Watampone mempunyai

VIS yang secars iekstual dirumueskan sebagi berikut:

Freelisan -

a Pengadilan Agama menunjukkan  instilust yang  berada  dalam lembigzn
Mubhamah Agung Jun Badan Peradilan Agamu khususnya;

b. Watampone menunjukkan lokasi keberadasn Pengadilan Apama:

oAt menungukkan suate keadaan o sifiat kehormatan, kebesaran, Kemuliaan,

kelubran

Vs Penpgadidan Agama Watampone adalab bread down dan visi Mahkamah
A KL dimana sise tersebut. merupakan kondisi obvekuf yang diharapkan
dipat memotivas seluruh hiskim maupun pegawal Pengadilan Agama Watampone
dadam mekaksanakan wgas dan fungsinya,

Melalui vaisi i, ingin menjadikan Pengadilan Agama Watampone sebagai
Institusi vany dibormat, dimang di dalsmnya dikelola oleh hakim dan pULawai
vaog mennhikn kemuobian dan kebesarun sena keluhuran sikap dan jiwa dalam

meluksamakan tugas pokoknyi, yaitu memutus perkan

< Misi

Mgt adilah sesuitu yvang harus dieimban atau dilaksanokan seswm vis Wil
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ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dl mewwjudkan visi schagmmana tersebut i atas, Pengadilan Agarm

Watampone welah menetapkan empat misi sebugs berikut :

Ly Menjags bemindinan Pengadilan Agama Watampuone.

23 Muemberikan pelayanan hukum vang cepat. berkualitas dan berkeadilan kepada
pencan keadilun

A Meminghatban kualitas kepemmpinan dan pelaksanan pengawasan terhudap
krnerga dan penlaku aparas Pengadilan Agama Watampone,

41 Menmghatkan kredibilitas dan transparans: Pengadilan Agama Watampone.,

2.2, Tujuan dan Sasaran Strategis
< Tujuan

Dudie rangks mencapai vist dun misi Pengadilan Agama Walampone
seperte yung telah dikemukakan terdabulu, maka visi dan misi tersebut harus
tieumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
Preruimusan [ujuan strale s organsis.

Pujuan stratwges merupakan penpaharan atau implementissi dari permyataan
st yang akan dicapa atsu dibasilkan dalam jangks wakte 1 {satu) S 5
hma) tahun, Pengadilan Agama Watampone  berusaha mengidentitikasi apa
vieng abian diluksanakan oleh orgamsass dalim memendhi visi dan misinyva dalam
mermlonmulisikan twjuan strategis i dengan mempertimbangkan sumber daya
dan kemamnipuan vang dimibiks, Lebih dan i, perumusan tujuan strategis ini
juget akan memunghinkan Pengadilan Agama Watampone  untuk mengukur
sejaih mang vist dan misi telah dicapal mengingal twjsen strategis dirumuskan
berdasarkan visi dan msi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dopat diuraikan
schapzn berikut;
ab lerwuudonye kepercovaan masyarnkat terhadap sistem peradilan melalwn

proses peradilin vang past, transparan dan akuntabel.

benchi kst @ Persentase para prhak yang pereaya terhadap sistem peradilan,
by Terwopudnys  penvederhanaan proses  penanganan perkara mellui

prmanfaatan eknolog mbformass,

bsdihator | Persentase perkara yang diselesaikan tepat wakiu,
¢ Terwupsdnye peningkatan akses peradilan bagl masvarakat miskin dan

terpangaarkan.
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Indibutor © (1) Persentase perkars prodeo yang disclesaikan: (2) Persentase
perthars  yung  discleswmkan di luar geduny  pengadilan:
(31 Persentase  perkars  Permohonan () wluntair)  Identitas
Hubum: (4) Persentase pencari keadilan golongan tenentu wang
mendapat lavanan Bamtwan Hokwm (Posbakum),
i Terwugudnga pelayanan prima b masyarakat pencan keadilan,
Tkt Persentase  putusan perkara perdata vang  ditimdak Linguti

(ihiwksekusi),

= Masuran Srategsis

Susdran strateges yang telab ditctapkon Pengadilan Agama Witampone
merupakan penjabuaran dun tajuan dan program vang telah dirctapkan. Penetapan
sasaran strateges o diperlukon untek memberikon fokus pada penyusunan
rencaid kiera dun alokasr sumber doya orgamsast dalam Kegiatan  atau
wpsastinal organisass lap tahun,

Hurihut adulah sasaran strutegis (owrcome) yang hendak dicapai Pengadilan
Apamu Watampone schagai benkut
) Perwapudnya peradilan vang pasti, transpuran dan akumabel.

ldikiator ¢ (1) Persentase perkarg vang  disclesaikan wpat wake: (2)
Persentase perkara yang  udak  mengsjukan  upava  hukum
bunding: (3) Persentase perkars yang udak mengzajukan wpaya
hukum kisasi; (4) Index persepsi pencan keadilan yang puas
terhadap layanan peradiban,

) Peninghatan efekuvitas pengelolsan penyelesaian perkirs.

Indikator = (1) Perseniase salinan putesan vang disampaikan ke para pihak
tepat wakiu, (2) Persemase perkare yang diselesmikan melalui
tmediast,

¢} Memngkatnya akses peradilan bags masyarakar miskin dan werepinggirkan,
lnchkator @ (1) Persentase perkars prodeo vang diselesaikan; (2) Persentase
porkars yang  diselesawban di luar gedung  pengadilan; (3)
Persentase pencan keadilan golongan tertentu yvang mendapat
Livanan bantuan hukum (Peshakum

di Memngkatnya hepatahan terhadap putusan pengadilan.
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Iabikator 0 Persentase putusan perkars perdata vang dutimdaklanuti

(dieksekusi)

Sebapal wlak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dan sasaran
strategs dapetlubkan penetapan suatu idbikator kinenja yang disebut indikaor
Rmerja wtama. Hebungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja wtama dapat

digambarkan sehagm benkut ;
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Fabel 201
Reviu Indikator knerga Llama ( 1KLL )
Penpadilan Agama Watampone

&

NO | KINERIA UTAMA | INDIKATOR KINERJA PENJELASAN = S
1. | Terwujudnya & Persentase perkara Jumilah Perkara ___.mah. .m.__w—.ml_r_._._ E_...._.... waktu s Panitera Laporan
Peradilan yang vang diselesaikan Jumlah Perkara yang diselesaikan Bulanan
Pasti, Transparan lepat waktu.
dan Akuntabel. CHea:; dan
» S5EMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Laporan
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, Takishan

= Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP

* Jumiah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara vang
diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun
sebelumnya yang diputus tabun berjalan) berjalan sesuai SEMA
Momor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5
(lima) bulan.

» lumiah perkara yang diselesaikan adalah perkara yvang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
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b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding — Fanitera Laporan
yang tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan Bulanan
Mengajukan Upaya
I_..___E._,._ﬂ: mm_._n_:._” e cen

¢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Laporan
adalat jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya TS RUnEA
hukum banding.

o Jumlah perkara yang diselesakan adalah perkara vang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.

C. Persentase perkara lumiah Perkara yang tdak mengajukan upaya hukum kasasi X 100% Pannera Laporan
yang Tidak Jumlah Perkara yang disebesaikan Bulanan
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi Catatan : clan

* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Laporan
(perkara vogluntgir yang dipufws dan diminutasi tabun berjalan) Tahuman
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum
kasasi,

s Jumiah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair,

d. Index persepesi Fanitera Laporan
pencari keadilan Index Kepuasan Pencari Keadilan Semesteran,
yvang puas terhadap Catatan - Bulanan
layanan peradilan

= PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan
Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

a2
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# Nifai Persepsi manimal 3,6 dengan nilai kanversi interval IKM Index Laparan
harus = &0. Tahunan
2. | Peningkatan a. Persentase salinan Panitera Laporan
h Salinan P
Efektivilas putusan yang lumlah Salinam Pulusan Perkara yang disampatkan tepat waktiu ¥ 100% Bulanan
Fengelolaan ditampaikan ke para Aliiah Fintusin
. dan
Penyelesaia hak :
My 1n pihak tepal wakiu Catatan :
Perkara. Laporan
« SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Tahunan
Petikan Putusan
* Jumlah salimam putusan yang disampaikan tepat waktu adalah
penyampaian salinan putusan / penetapan sesuai ketentuan yang
berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan
putusan. untuk perkara pidana pengadilan menyvampaikan salinan
putusan kepada para pihak paling lama 14 {empat belas) hari.
s Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputu: dan
diminutasi pada tahun berjalan.
b. Persentase perkara Fanitera Laparan
_ . h i i
vang diselesaikan dumlah Perkara yang diselesalkan melalul Medlasl ¥ 100% Tabinis
e Jumlsh Perkara yang dilakukan MMediasi
melalui mediasi,
Catatam :
» PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di
Fengadilan.
s Jumiah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara
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mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan
berhasil dengan akia perdamaian.

e Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata
Bugatan yang masuk pada tabun berjalan.

s Apakak perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang
selurubnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai
dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil

seluruhnya.
3. | Meningkatnya a. Persentase perkara Panitera Laporan
! Jumiah odeo i
akses Peradilan prodea yang B Boselibibmitnbdssiriae it A, 2 | Bulanan
bagi Masyarakat At tEsakn. Jumlah Perkara yang diajukan secara Proden
Miskin dan dan
Catatan ;
Terpinggirkan. Laporan
* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Tahunan

Layanan Hukam Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

» Definisi predeo sesuai dl PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak
mampu di Fengadilan adalah pembebasan biaya perkara.

s Perkara prodeo yang diselesaikan adalah {jumlah perkara prodeo
yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo
murnij proses penyelesaian prodec termasuk prodeo murni.

o Bapl satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo
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pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.
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b. Persentase perkara : ; ; Panilera Laporan
yang diselesaikan tamish-Rerans s Dedaraihan Silar Gedung Pengiisn X 1005 Bulanan
diluar gedung Jumlah Perkara yang diajukan diselesaian diluar Gedung Pengadilan

dan
I |
pengaditan, Catatan :
Laparan
* PEEMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Tahunan
Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
® Diluar gedung Pengadilan adalah adalah Perkara yang diselesaikan
diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun
eedung-gedung lainnya).
s Bagi satker yang tidak ada sidang di luar pedung pengadilan tidak
periu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan
c. Persentase pencari Panitera Laparan
: Jurmlah P i il | tk
keadilan golongan = |1__._ ah Pencari n._uw. an namﬂ_m.uh.—.mh.n_._.": _._.._.___.nlr__.__.._.____n_uu an oy o1po% Bulanan
huk
tertenty yang lumlah permohenan layanan hukum
dan
1
mendapat layanan Catatan -
bantuan hukum Laporan
{Posbakum). s PEEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedeman Pemberian Faliinan
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
* Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memliki akses pada
informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum,
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= lumlah layanan hukum adalah jumlah pencan keadilan yang

terdaftar pada register Posbakum. {Jlumlah pencari keaddan |
pihak yang mendapat banmtuan hukum dengan jumlah layanan
hukum yang terdaftar pada register Posbakum).

* Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak

mampu meémbuat surat gugatan / tidak mampu membayar jasa
pengacara.

¢ Bagi satker yvang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu

mencantumkan dalam KU nya pengadilan.

4. | Meningkatnya Fersentase putusan Panitera Laporan
Kepatuhan perkara perdata yang ._..m.._h: _H.,E..., ..q.m.qqﬂ.l.n_.n.: _..w__.i mn_q,_..-_.zi.,_ Rl K 100w Bularman
Tethadap n:ﬂ]_n_m__n_m.._._t._: lumlah Putusan Perkara Pergdata yang diajuken permohonan eksekusi
Putusan |dieksekusi). Catatan : dan
Pengadilan Laporan

# EBHT : Berkekuatan Hukum Telap. Takunan
e Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi
yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak
tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.
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A1 Arah hebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Arah kebepaban dan strategi Mahkamab Agung tabun 2020-2024 ditetapkan
bordasarkan sealy kebyukun dan strategr pemerintab, arah kebijakan ini ditetapkan
setelah dilabuban cvaluas atus capaian keberhusilan arsh kebijakan rencana siruategis
poriode J0ES-2004. Sebagan intormast keberhasilan Mahkamah Apung terkait dengan
perespatan penyeleswan perbara, penyelesaian perkara secara sederhans, murah dan
biaya ringan. pos bantuan hukum, restoranve justice dan sistem peradilan pidana
terpudu sebapar benku:
= Penvelesalan Perkara

Mubkamah Agung memegang peransn yany sanpal penting dalam mewujudkan
kepastian bukum J tengab-tengah masyarakat, keberlungsungan suatu negara akan
sangat bergamunge dan ada atau tdaknys kepastian hukum, erwujudnya kepastian
hukum men g tugas atams Mahkamab Apung

Capaian penvelesoan Mabkamah Apung divraikan  berdusarkon  tingkatan
pefahian. vatu penyelesaian perkars pada Penpdilon Tingkat Penuma, Pengadilan
Fingkat Banding dan Mahkamah Agune. beban perkara vanye harus diselesaikan
terdin dan sisa perkary tabun sebelumnva dan perkara vang diterima para tahun
burgalan, Beban perkars yang harus diselesaikun Pengadilan Negen se-Indonesia dar
tahun 201520049 adalah sebanyak 23860849 perkars, terdini dari perkara yung
diterima padda tahun berjulan sebanyak 23 826,720 perkury ditembah sisa perkara
tahun sebelumnyg sebanyak 34,129 perkane Perkars yung diselesaikan sebanyak
TR TUN 6K perkara atau 9,74 %, schingpa terdapat sisa perkura sebanyak 61381
perkara ataw 0.3%,

Heban perkara vang harus diselesmikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari
tahun 20052009 adalah schanyak 27389530 perkara, wrdini dari perkary yang
diterinn pada tahun berjalan sebanyak 2,660,388 perkara diambazh  sisa perkarn
tahun sebelumnyy schanyak 78,562 perkar. Perkars yang disclesaikan sehanyak
=030 T3 perkara atay 9605 %o, sehingpa terdapat sisa perkura sebanyak 108,216

prerkara atag 4 °,,
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Beban perkara sang harus diselesokan Pesgadilan Tata Usaha M se-
Indonesia dars tahun 20052009 sdalah schanvak 9855 perkara. terdin dari perkara
vany dilerima pada when berjadan sebanyuk TG perkara ditambalh sisa perkary
tahun sehelummva sebanyak 550 perkara Perkara yang disclesaikan sebanyak 11,077
perhana ataw 9394 e schinggn terdapat sisa perkarn sebanyak 469 perkars atau
404,

Beban perkira vang harus disclesaikon Pengadilan Militer se-Indonesia dari
tahun 2015-2004 adabah sebanyak 15083 perkara, tendin dan perkara yang ditering
pada twhun beralan sehanyak  14.75%  perkara ditambah sisa purkara  tahun
sehelumnya sebanyak 324 perkara. Perkora yang disclesaikan sebanyak 14,3493
perkura alau Y543 %, sehingea terdapm sisa perkara sehanyak 690 perkara, atau
..

Buban perkars yang harus disclesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari
tahun 20052004 adalab sehanyak 73,328 perkury, terdin dar perkara yang diternima
puds thun begalun sebanyak 701286 perkare  digtambah sisa perkara tahun
sebclumnys sehamyik 2042 perkars, Perkara yang diselesaikan sebanyak 68,4927
perhara atau 94 % schingga erdapat sise perkara sebesar 4,401 perkara atau 6 %,
hiart peiyelesaian perkara tersehu,

Heban perkiara yang harus diselesakan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia
ar tahun 20052009 sdalab sebanyak 12,015 perkary, terdini dari perkara yang
drterme pada tibun benalan sebanyak 11860 perkara dutambah sisa perkara whun
schelumnya sehanyak 155 perkara. Perkary vang disclesaikan sebanvak | 1.000
peekaratau Y1535 Yo, sehingga terdapat sisa perkura sebesar 1,015 perkara atau 8,5%.

Beban perkara vang harus disclesaikun Pengadilan Tingg Tata Usaha Negara
seslwlonesia dan wabun 2005-2009 sdalah sebanyak 5.286 perkara, terdin dari
perkars yang ditenima pada tabun berjalan sebunvak 5124 perkara diatambal sisa
perkara lahun sebelumiya sebanyak 162 perkara. Perkary vang  diselessikan
schanyah 3000 porkara atau 96,59 Y, schinggs terdapat sisa perkara sebesar 180
perkar ataw 3.5 %y

Beban perkara vang harus diselesaikan Pengadilon Tinggi Militer se-lndonesia
dart tahun 2005-200% adalah schanyak 2199 perkara, terdivi dan perkara vang
diterima pada tahun beralun sebanyak 2312 perkara ditambah sisa perkara tabun
sebelumnya schanyak 67 perkara. Perkara vang disclesukan sebanyak 2153 perkara

atan 2T sehingga terdapat sisa perkara sebuesar 16 perkara atsu 0.8 %5,
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Huban perkars yang harus diselesikan Pengadilon Militer Utama dani sahun
SOTS-Z009 adalaly sebanyak |80 perkara, werdini dan perkara vang diterima pada tahun
Berjalun schanyak 180 perkara diambal sisa perkara tahun sebelumnya sebanyuk |
perkana. Perkara vang diselesakan sebanvak 150 perhara atau 82,87 %, sehingga
berdiapal sisi perkary sebesar 31 perkarn ataa 17,2 2,

Beban perkara hepamitersan Mabkomah Agung tabun 2005-2009 adalah
sejuinidah Y3663 perkara terdin dan perkarg vang diterima tihin berjalon sebanyak
RUBAT ditarnbah sisa perkara tahun sebelumnya schanyak 13026 perkars, Perkar
vane berhasil discleswihan sejumlah 93 446 perkart atiu 9976 %, schingya terdapat

sisat perkara sebesar 217 perkara atau 0,23 %4,

= FProses berperhara vang sederhana, murah dan biaya ringan

Dilamy rangka mewujudkan weas sederhans, murah dan biava ringan,
Mahkamah Agung R1 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
200 wentang Tata Cara Penvelesarn Guginan Sederhana pada tanppal 7 Apustus
S, Penyelesaian perkant secans cepat dengan beberipa Ketentuan yang ada
diamtaranya, vanu o pugatan ersebut merupakan pugaten dengan nilai materil
maksamal Rpo 200000000~ {dua ratus juts rupiah), para pibak harus berada datam
dovmasale wakiyish hukum vang sama, wikiu penvelesaan tidak baleh melebihi 25 (dua
luna) ban. Jumlah perkara yang diselesaikun melalui Swll Claim Court pada
lnghungan Perilan Umuan thun 20052009 sebanyak 145870 perkara, pada
lngkunpan Peradilan Apama sehanyuk 12654 perkura,

Disamping 1w Mabkamah  Apung  (MA)  welabh meluncurkan aplikasi
administrasy perkard berbasis online in merupakan implementasi Peraturan MA No,
A lTahun 2008 wotang  Pedoman  Admunistrusi Perkara i Pengadilon Secara
Elektromk  yvang mengatur mulae dan pengguna  layanan  administrasi perkara,
pendattsran admanistrast perkara,  pemanggilan para pibak, penerbitan salinan
putusan. dan s kelola admimstrasa, pembayaran biaya perkars vang seluruhnya
dilabukan secars clekironik/onling saat menpayukan permohonon/gugatan perkara
Perdats, s, tata usebu negars vang berlaku masing-masing hingkungan peradilan.

Senng dengan tuntutan proses peradilan vang sederhana, ceput dan biava
rimgan. Mahkamah Agung kimi mengembangkan aplikusi e-Court ini dengan fitur e-
Litrgast, sehings semua proses penyelesaian  perkora dapat  dilakukan  secara

clebtromb tonpa hadimys para pibak di depan pengadilan. Aplikasi e-Litigasi tidak
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Banya diberlabukan dalam pendaftaran perkara, permbayaran panjar dan panggilan
para. bk, twetaps diberlabukon jugs dalam pertukaran dokumen Jawith-menjawab,

pemnbub tan, dan penvampaian putusan secara elektromk,

= Pembebasan Biava Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung
Pengadilan dan Peluvanan Sidang Terpadu

Pembehisan Biava Perkara adalah sebuah lavanan dimana negury menangEung
Maye proses berperkara de pengadilan. Pada tahun 200520149, Penpadilan Umum
berhasil menyelesukan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Muhkamah Syar'ivah
berhasi menyelesaikan 81802 perkara dan Penpudilan Tata Usaha Nepara berhiasil
menyelesakun 47 perkara

Pembenan livinan melalw Pos Bantwan Hokwim bugm para pencan keadilan
berutamia bagn mereka yvang tidak mampu karena melalui program ini masyarakal dapat
memperodeh Livanan hukem berupa pembenan informas;, konsulmst dan advis
hukwm sema pembuitan dokumen hukum visng dibutubkan dalam proses penvelesaian
perkar, tahun 2005-201% untuk lingkungan Peradilan Umum berbasil memberikan
jumilub lavanan kepuda 34007 orng, sedangkan di whun 2019 Peradilan Unum
berhasi] membenkan 80,066 jam layanan, D linghkungan Peradilan Agama dan
Mualikanuali Syanuh berhasil memberikan layanan kepada 737,182 orang, sedangkan
Peradilan Tava Usaha Negara berhasil membenikan lavanan entuk 1,173 o,

Feluyanan Sadang & Luar Gedung Peagadilan, baik dn dalam maupun di luar
megenn jumlahnya cenderung meningkat dun tahen ke tabun, Untuk lingkungan
Peradilan Lmum Juimdah perkiara vang diseleswikan melalu sudang i Juar pengadilan
dart thun 20052000 sehanyak 83419 perkara, Sedanghan di lingkungan Peradilun
Agstma sebanyak 256348 perkara dan Peradilan Militer sebanyvak 1,000 perkar

Pemenuban akses terhadap keadilin bugt Warga Negara Indonesiz yang
bertempat inggal di luar negen juga dilakukon pads yerisdiksi KJRL Secars natin,
Pengadiban Agama Jakarta Pusst menyelengearakan sidang i luar negeri sejuk tahun
UL Pelaksanaan sidang di Juar negen terselenggara atas Kerjasama Mahkamah
Apurre dergnm Rementenan Luar Negen, kegiatan ini diluksanakan berdisarkan SK
BALA Nomor U84 KMA SKY 2011,

Adapun pens perkara yvang disidangkan adalah perkarg isbat (penetapan) nikah
dalam sangha memperolel identitas buksm, Dar tahun 2005-2019, wial keseluruhan

perhara vang disidingekan di luar nepen sebanvak 4953 perkara. Pelayanan Sidang
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Terpadu dilakukan Mahkamah Apgung sebagin respon alas luntutan masvarakal
terhadap identitas hukem anak-anak vang belum mempunyia atag kesulitan untuk
meidapatkan  akic  kelabiran,  Peluyanan Subung  Terpadu  dilaksunakan  oleh
Pengadilun Agamya - Mahkamoh Syircivah untuk perkira pengesahan perkawinan dan
isbal sikah selama whan 2005-2009 dilakukan pada 71O lokasi dengan pumlab
perkura 27785 perkara berhasil diselesaikan

®  Kestoratif Justice

Sistem Hubum Pidang Indonesia memasuki babak baru, salub saiy bentuk
pembabaruan vang ads dalom Hokum Pidana Indonesia adalah Pengaturn tentang
b pudana dalum peespektil dan pencapaian keadilan kepady perbaikan maupun
pemulibiun keadian setelub peristiwa, pada saal ini festorative fustice pada umumnya
menyunghut perkars pidana anak, dimans menempatkan anak pelaku kejahatan
scbagar korben. Sesuan dengan Peraturan Mahkamah Apgung (PERMA) Nomor 4
Labun 2004 tentang Pedoman Pelaksanuan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Al

Point penting PERMA tersebut bahwa Hukim wajib menyelesaikan persoalan
ABH dengan acara Divers: yung merupakan prosedur hukum vang masih baru dalam
sisten adan pembabiuruan hukum pidina & Indonesis. Disamping i juga, PERMA ini
ittt cara peluksanaan diversi yang menjadi - peganpan hekim dalam
peayelesaan prdans anak mengingat belum ada repulas: vang memuat hukum acara
Khusus devers Sistem Peradilun Pidana Anak,

sesungpubnya, diverst dapat yuga digambarkan sebagal suatu sistem dimana
tasilaator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak vang bertikal untuk mencapai
penyelesan yang memuaskan sebapai keadilan restoratif, Tradisi dan mekanisme
musyawarsh mufakat merupakan wejud avata dalam memperkuat hokwm vang hidup
dalum masyarakat sejak dulu, Dengoan demikisn, inti dan keadilan restoratit adalah
penyvembubiun, pembelauran moral, parisipasi dan perbiatian masvarakat, dialog, s
mictaa ki, tangeungjawab doan membuat perubahin, FUngE Semuanyd itu merupakan
pedonian bug proses restorast dakam perspektit keadilan restoratit. Saat ini selurubs
pengadilan hingga unghat daerab terus menyiapkan saruna don prasarana untuk
mcrespon Jdan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut,
Tudak ada pihiban Jain, semua pibok harus konsentrasi dan serius dalam

menmpersiaphan SDM, saruna dan prasarana unuk mendukung Sistem Peradilan
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Pubang Ak terstama Fasthitator, Hakin Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai

henteng terakbinr dalum proses penvelesaiun anak berhadapan hukum di Peneadilan,

= Sisten Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradidan Mdana Terpadu (3PP yang dibangun Mahkamah Agung
diswaly dengan pertukaran dats perkara prlana amtar Kepaniteraan dengan Lembaga
lemasyarakatan.  Penukaran dats tersebut mehiputl pemberitahuan  adanya
permobvnan kasast dan penctapan perpanjangean penahanan, Mahkamah Apung,
Selama i pemberitahuan tersebut dilikukan melalu faomile, namun dengan
disepakatinga sistem peradilan pidana terpadu maka pembentahuan dapar dilakukan
mehiluiaplikast penukaran data.

Sisten Peradilan Pidang Terpadu mula tiban 2006 telah berkembang dengan
disepakatimyia Mota Resepahaman pelaksanaon Sisiem Peradilan Pidana yvang Terpadu
sitar aparal penceak hukwm yvang mehibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang
Poltwkkam:  Polr;  Kemenkominto;  Kementerian  Desa, Pembangunan  Duerah
lertinggal  dan Transmigrasi: Lembaga Sandi Negarg (Lemsancg), dun Badan
Perencanaan  Pembangunan Nasional ( Buppenas) ying  dalam  pelaksanaannya
desmergiban dengan aplikast MANTRA  (Manaemen  Integrasi/Informasi  dan
Pertubaran [hati)

Sesuat dengun arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPIMMN
Lthun 20202004 terscbut di ates sera dalum rangka mewujudkan visi Terwujudnva
Badan Peradilan Indonesia Yang Apung. maba Mahkamah Agung menetapkan
sapsaran stratees sebagn berikut
Lo Berwuguadnya proses peradilan yang past, transparan dan skuntabel,

2o Peningkinan efektivitus pengelolsan penyelesaian perkiara.
& Memnghatnya akses peradilun bag masyarakat miskin dan werpingeirkan,

4. Memmngkatnya kepatuban terhadup putusan pengadilun,

Drengran sesaran strategis di otas, Mahkamab Agung memiliki aral kebijukan
sebuigiin benkut ¢
= Penguatan penselesaian perkary tepat wakii,
& Pemibatusan perkira kasas,
®  Proses berperhara sung sederhana dan murah,
= Penpuatan akses peradilan {prodeo, sidang keliling, dun posbakum),

Penguatan akses peoyelessian perkara permobonan dentitas hukum,
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= Penyempurnian penerapan sistem kamar,

" Penmgkatan penyelesaian perkarg pidana dengun keadilan restortive,

®  Hak wp materul,

= Penguatan lembapa cksckusi,

*  hoeterlamutan e-€ v,

= SPPLTIL

= Pemnghiutan peluksanaan pembinaan bagl aparat tenaga teknis i lingkungan
Peridsl .,

= Pemmghatan basil penelitian dan Sumber Dava Manusia Mahkamah Apung

vang berkualitas,

Penmghkatan pelabsunaan pengawasan kinera aparat peradilan seeara optimal,

* Pemngkatan tranperanss pengelolaan SOM, Keuangan dan Aset,

1y Penguatan penyelesaian perkara tepat wakiu

Mabkamah Agung elah mengeluarkan regulast junpka wokiu penyelesaian
perhara. bak pada tngkat kasast dan Pemnjauan Kembali maupun penvelesaian
perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkst Banding. Regulasi
penyvelesman perkara uniuk Pengadilan Tingkar Pertama dan Pengadilan Tingkat
Banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R1 Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesian Perkara & Pengadilan Tingkat Pertamas dan Tingkat Banding
puada 4 (Empat) Linghungan Peradilan dinyaakan bahwa penyelesaion perkara pada
Pemadilan Tingkat Pertama pabing lama dalam jangka wakiu 5 bulan, sedang
penyelesann perkan padia Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam jangka
waktu ¥ bulan, tenyggeang wakiu tersebut sudah termuasuk penyelesiian minutasi berkis
perkara. Dalum rangka optimalisast pelaksanoun surat odaran tersebuat, maka untuk
Pengaditun Tingkat Pertama apabila penyelesmian perkara melebihi tengeong waktu 5
balun. maka wiggelis hakim hares melaporkan kepada Ketun Penpadilan Tingkat
Femama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang  untuk
petyelesaian perkara Pengadilun Tingkat Bandimg apabila melehihi tenggang wakiu
bulan, maks magehs bakun hores melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkm
Bunding dun diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Sementara regulass
punyelesaran perkara untuk tngkat Kasaa dan Pemnjavan Kembali tertuang dalam
Sufal keputesan ketua Mahkamah  Agung BRI Nomor 2148KMASE/X2014

tenbang gangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur
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Pemanciin perkiara kasast dan pemingasan kembali pada Mubkamah Apung harus
diselesabun dolam jangka wakiu 250 han terhitunge mulai penerimaan berkas perkara
Mnges penginman kembali berkas perkara ke penpadilan pengaju. Agur surat
keputusun tersebut dalam beralan dengan etekiif dan efisien, maka harus didukung
dengan penvusunan stamdiar aperasional prosedur, Pervan fintan L.,-].:,nujugi mnbormas
perkarg dan pelaksinsan monitoring kepatohan pengelolaan dana dan informasi
jungka wakiu penanganan perkors untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung
secara berkala. Dalam rangka  terwujudnya percepatun penyelesaian perkara
Mubibamah Agung dan Peradilan di bawahnva senantiasa melakukan evalugs: secarg
rutin melaluw Lipeecun perkara

Dhisamping  repulust penyelesman perkars,  Mahkamab Agrang  membust
terabosan untuk penyelesaian perkars perdats vang memenuhi spesilikosi tertentu
gt dapat diselesikan melalw small claim court sebagaimana tersebut dalam
Peruturan Mabkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tubun 2005 tentang Tata Cara
Coigaitan Sederhuna atuu discbut small claie conrn, pupatan perdata ringan dengan
proses puiivelesain copat. Small claim cowrr i dalam rangka MENYONESONnE eri
perdaganpan bebas ASEAN 2015 wang diprediksi akan banyak  menimbulkan
seigheta porkars-perkars magabisnis skala keal yang berugjung ke pengadilan.
Drengan soedl cleims conrt akan dapal mempercepat proses penvelesaian perkara
sesuil asas perndilan scderhana, cepat, biava ringan. Selama ini masyurukal
pesvart headilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan,
dengan adanva penselessian perkara melalui smadf claim cower, maka keluhan akan
lamanya proses penyeleswan perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan
negard demekras iedern dun meninghathan pelayanan wrbaik bagd masyarakat
penwcan keadilan. Dengan adanyae peavelessian perkara melalui sl claim conrr,
perhara perduta keerl vang nilar gugatan maksimal Bp. 200 juta udak perlu diajukan
Pambing gt kasast karena putusan pengadidan ingkat pertama sebagal pengadilan
tinigkat terakhir, proses pembukiannya sederhang dengan hakim wunggal. Jangka
wihiu penyelesman perkara e tdak lebih darl 25 han sudah diputuskan,

Selam wu, dusa jems perkara vang tdak bisa disclesmkan dulam siadl olaim
cunrd vahin perkara yang penyelesaian sengketanys dilakukan melalw pengadilan
whusus dan perkars sengkets hak atas tanah, Sistem ini menpenal dismissal ProCess,
domana dalam sidang pendabuluan hakim berwenang menilai  dan menentukan

apakab perkars tersebut masuk knteria pugatan sederhani. Apabila hakim
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berpendapat perkara hukanlah  gugatan sederhans, maka  dikelugrkan penetapan
perkari dak berlanjut.

Perkait putusan akbir small olaim cowet, para pibak dapal  mengajukan
heberatun paling lambat tujuh har setelah putusan divcapkan  wtau  scielah
pemberitihuan putusan. keberatan ini diputus majelis hakim sebapn putusan akhar,
selingpa tdab tersedia upaya hukum banding, kosasi, atau peninjavan kembali
seiring dengan perkembangan zaman, banyvak pibiak yang mengajekan wsulan kepada
Mabikanuh Apung apar besaran gugatan moaksimal yang dapat disclesaikan melalui
sl cltn comry dapat ditingau kembali, ketentuan batasan maksimal wuptan
schesar 2000000 0000 dapat ditunekatkan mengdl SO0.000.000. Mahkamsh Apung
telah mengahomodie masuban dar masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok
kerja untuk melakukan Kajian terhadap smad! olaim comrr untuk dapat dilukukan

pretiyeaiea in batasan nila pugatan.

21 Pembatasan Perkara Kasasi

Ratsast merupakan salub satu upays hukum biasa vang dapas diminta oleh salah
sl atau hedus belsh pihak vang berperhars terhadap sualu putusan Pengadilan
Tanggn Vo pibak dapar mengajukan kasast bila merasa nidak puas dengan isi putusan
Penpadilay Tinggs kepada Mahkamah Agung.

Permolionan hasast dimaksudkan amuk membatalkan putusan perkara pada
pengadilan tngkat banding maupun putusan perkora pengadilan tngkat pertama,
sehingga bila suatu permobonan kasast terhadap putusan pengadilan dibawahnya
diterimay oleb Mabkomab Agung, muka berar putusan tersebut dibatulkan oleh
Mahkaniih Agung karena dianggap mengandung  kesaluban dalam  penerapan
hukumnyu

Pemenkssan kosas banya meliput seluruh putusan hakim yang mengenai
hukuin, jadi udak dilakukan panenksaan uling mengena dudok perkaranyi sehinggu
pemenhssaan ngkat kasas tidak bolehidapat dianggap sehaga pemenkssan tngkat
ketipa.

Pangginva juemlab perkara masuk ke Mahkamah Agung 50 % perkars masuk di
vkt Bamshng melakukan upsya hukum ke Mabkamah Apung dan 90 %5 berasal dari
Peradiban Umium sehangga sulit bagi Mahkamah Apung untuk melakukan pemetaan
permasalaban hubum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini discbabkan oleh

hetiduhpuasan para pencan keadilan terbadap hastl putusan, baik di tingkat penama
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rupun tnghat banding sehimgga memicu para pihak melakukan spays hukum kasasi
dan penctapan mapehs yang bersifut acak  belum sesusi dengan keahlian
mengakibatkan penanganan perkars belum sesum denpan keahlian/latar belakang.

Mabkamah Apunge  dalam upaya  memienuhi  tuntstan masyuruks akan
terwijudnya kepastan hukum melakoken strtegd kebijakan penpuntan  kualitas
putusan pecbara pada tingkat pertama dan ongkat banding melalul peningkatan
sumber duya aparatur G lingkungan. Mahkamah Apung  dan badan  peradilan
dibaswahinya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hubum  sere Pendidiban. Posdiblat Mahkamah Agung  setiap tahun selaby
mengemibangkan modul pelatibun dalam proses belsjar guna meningkatkan, baik
sedarin huantitas maupun kueantias pendidikan dan pelathan aparatur, Khususnya di
brdang tekms persdidan, unsur pengajar dican ordng-orang vang Kapabel di bidang
teknes pershian dan scuap selesar mengikut pendikan dan pelatthan para pesert
dilkukan pendawn secars peniodik melaban pimpinan pengadilon masing masing.
Phsanpung pemngkatan sumber dayva aparsiur melaloi pendidikan dan pelatiban, guns
puernertian poseria pendidikion dan pelatthan. Mahkamab Agung jugs meneraphan
stratep bimbingon teknis wersebar yang diempatkan pada pengadilan tingkat banding
dengan dukute oleh aparatur ekmis pengadilan pada pengadilan tngkal et
NSRS TIES I

Prengn adunya apuraiue pengadilan yang berkualitas muka kepercayaan dan
tinghal penenmasn putusan masyarakat wtas putusan pengadilun akan menjodi tnggi
sehinpga diharaphan akan mengurangs kendukpussan ats putusan pengadibun

Pk mielidu upaya hukum banding maupun kasas:,

31 Proses berperkara vang sederhana, ceput dan biaya ringan

Frnsip peradilan yang sederbang, cepat dan berbiaya ringan adalah salab satu
privsip dalim sistem hukam Indonesia, MNamun meskipun berbagai peraturan hukum
lehih dibuat wituk mendukungnya, prinsip un masih belum womplementasi dengan
hatk, Dart hasil penchitian diketubur babwa jangka wakta yvang telab ditentukan oleh
Muhkemah Agung senng kali tidak bisa tercalisusi, bahkan jika suatu kasus ICRCapal
Mauhkemah Agung, bisa dipasiskan bahwa wakiu penyelesaian perkara akan memakan
wahtu vang ko, Tumpukan perkara di Mabhamah Apung merupakan salsh saiu
aktor mengapa penselesaian perkara begitu lambat, Maka dar i, perlu diselesaikan

terdebih dabulu musalab penumpukaon perkars, dan pembatasan perkara 1aloh sty

A
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komsep sange hanyak dibicarakan untuk mengurang tumpukan perkars tersebu,

Penclitin i juga menemukan babwas perkara-perkara yung perlu dibatasi, antara

liwin;

e Perkars perdita (perkars gugatan kecil ),

b. Perkara padana (perkars pidana ringin se pertt perkara dengan ancaman hukuman |
atuu 3 Gshian pesgans dan termasuk pugas dendag,

o Hukum perkawinan  perkara perceraian ),

il Perkara Hubungan Industral.

Deingan aturan pembatasan perkara, maka banyvak perkara akan selesai di tengekat
Pansding. Dengan souast i, wakto untuk penyelesaian perkard memadi lebih pendek,
dan biaya berperkard otomatis menjads leboh murah, Jiks semua ini bisa diteraphan.
maka prinsip peradilan sederbung, cepat dan Brays nngan diharapkan akan wrealisasi.

seperts yang welab dielaskan schelumnya bahwa tingkst keberhasilan mediasi
yang menggurakan metode win-win sofinon dan memakan wakiu tidak lebih darl 2
bulan tdak lebab dan 20 % sehingga belum clektit sehingga belum secara efekef
menmngkutkan produktifites. penyelesaian perkars, Hal im disebabkan mekanisme
prosedur mediass belum elektd mencapa sasaran karena mediasi belum dilaksanakan
secans kst dipengadilan, belum: semua hakom memiperoleh pelathan tentang
tmediass sehiges pemahaman merckis tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim
terbatas. sehinggs mercka lebih fokus pada penvelesaisn perkara secara ligitasi,
Diharaphan kedepan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peseria
polatihan mediasi. meningkatkan sosialisasi mantaat mediasi dan pengustan kerja
saba denpan fembags medias di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara vang
meninghathan twmpuban perkara, tdah mongkin selessi dengan mediasi - saja,
terutanta perkara perdata dengan nila gugatan kel untuk mendukung kepastisn dunia
wsathi diperlukan trobosan hukum sears untuk menyederhanakan dan meringankan
ravanya Comall cladm court). Diharapkan kedepan bal im bisy diypayakan dengan
perubahan revis) RUL Hubkum Acars ataupun peraturan den Mahkamah Agung.

Fada tahun 2008 Mahkamah Apgung menorehkun sejaruh dengan merilis
aphibist oo et yang mengatur mulal dan penpeuna lovanan sdministrasi perkara,
pendsttaran adimmstrues poerkar, permanggilan para pihak, penerbitan salinan
patisait, dan tuta kelola admimstrass, pembayaran biava perkara yang seluruhnya

dilabuban sevira clekiromk | online saat mengajukan permobonan gugstan perkara
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perdatn, perdata agama, tuta usaba negara yung berlaku i masing-masing lingkungan
persdilan

Prengan aphikasy e-Cowr i dapat memperlanear proses  admimstrasi  dan
pelayanan peradilan bug pencan keadilon, sclama ini untuk mendaftarkan perkara
seliap peanafusn pengpupat atan diwakili sdvokut barus dtang ke pengadilan, dengan
sdarva aphibiase c-Court, maka penpguna terdation dupat  mendaftarkan  perkara
pupatan secara elekimomb dan kantor ataw rumab go-fifling) sehingga lercipla asas
cepail dian buva nogan, Dengan aplikase o-Court pombayaran biaya perkara semakin
ringhiss karena terhubung dengan sistem cspavment vang pembayarun ditwpukan ke
rekenimng pengadilan pads bank melalui saluran pembayaran clektronik vang tersedia,

Viah hanya tiu, pemanggilan elekionik (e-summons) saingat rnghkas dan tanpa
dikenakan haya, sebab, sistem pemanpgilan para prhak vang berperkara bisa
dilukukan langsung ke alomae donusili dlekronk tenmisuk meniadakan kebutihan
prosedur delegasi dalam bal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda,
Prosedur s Banva bisa dirempuh apabila para pibak menyetujui dilakukan pangilan
secin clekironik untuk mengantisipas: kesemungan vang mungkin tegadi dalam
i awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendatiaran perkara perdata seeara online ini
sibab daterapkan pada 9 10 pengadilan.

Semnng dengan tuntutan proses perwbilan yang sedeshana, copat dan blaya
ringan, Mahkamab Agung Kine mengembangian aplikast e-Conrr ini dengan fiter -
Lavigast, schinpen semus proses penyelesaun perkars dapat  dilakukan  secara
clektronik wnpsa hadimya para pihak di depan pengadilan.

Aphikas e-Larigess, migrast daey sisten manual ke sistem elektromk udak hanyva
dilakukan padu tatran sdminisirass perkara suja, namun dalom praktek persidangan.
sistem elekiromk tdak hanya diberlakukan dalum pendafiaran perkara, permbayaran
panjar dan pangglan para prhak, etapi diberlskukan juga dalam penukarn dokumen
pawah-mengawab, pembuktion, dan penvampaan putusan secara elektronik. Aplikasi
celadigast selon memperluas cakupan aphikias: sistem elekionik, kehadiran e-finpasi

juga muembukis lebar prakick peradilan edekronik di Indonesia.

4) Pengoatan Akses Peradilan
Ferkat dengan penguatan akses pada pengadilan, hal s diharapkan agar
mengankan beban biava perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan sena

membernikan hemudiahan akses Nsik kepada pencan keadilan.
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Implementust kemuodaban akses bagr masyvarukat muskin dan terpinpgirkan
dilaksanakun vleh pengadilan tingkat pertama melabu kewiatan pembebasan biayva
perkara, peliksanmsn suelang de Joar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos
Lavariam bantuan hubum. Pembebasan biava perkara kepoda orung yang tidak mampu
dengan menunjukkan mmplementasinya sango muodab, untuk mengetahu dikabulkan
tickakmya pari bk untub berperkara secars cuma-cuma harus melalul putusan sela
pengadilan, maka scharang implementasinya sangat mudah, para pibok pada sam
mengaukan perkars cukup mekampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kariy
Rocluarga Miskin wau Sural keterangan Didak Mampu Jdan Kepala Desa Diketahui
Y

lnspementass pelakssinsan sidung i luar pedung pengadilan diperuntekkan bagi
rasvarakal vang menemue kesulitan akses dstang ke pedung pengadilun dikarenakan
jashnya Jurak tempuh masyvarokar ke pedung pengadilan atou karena adanya
kusulitan

Peluksunaan sidang terpadu antara Peagadilan, Kementenian Azama dan Dinas
hepuniduduban dun Catatan: Sipl i diperumiukan bagi masyarakat yang belum
mempunsa Akte Kelihiran dikarenakan adanva masslah pads pemikahan orang
tuanya schimpea diperlukon wlinya pengesaban nikiah orang wanya

Puos Lasanan bantuun hukum merapakan suatu lavanan yang dilukukan oleh
pengadilan untuk kemuodahan akses bug masyarakat yang tidak mampe  uniuk
meendapathan sdsis hukum, bvanan bantuan bukum i dibatst untuk memberikan
pasa Konsultass bagi masyvoarakat yvang tdak mampu atau masvarakat vang tidak taham
akin bukum, Lasanan bantuan hukum o sangst membuniu dan mempermudash
s yurakal poncan beadilan wsntuk memperoleh kepastian hukum vang berkeadilan.
Lavanan pantuwan hukwn de pengadilan dibatsy pada lavanan non hogas  berupa
ddvas atiau konsultas) terkan dengan tate core berperkars di pengadilan, Bantuan
Bukum i tdak bersitin Dingasi yvang mendamping para pihok berperkora berhadapan
bukum G dslam sdang pengadilan, banteon hukuin hbgasi il menjadi ranah

kewenangan kemenierin Hokum dan HAM.

5) Penguatan ahses peayelesaian perkara permohonan identitas hukum
Identitas hukum o merupakan hak bag setap warma  negora, konsckuensi
budisnesia sehogai vegars hukam, makas negara barus hadic mempermudah akan

adianya kepastian hukum bagr warga negare Saluh saw kepastian hukum adalah

oy
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mdarva kepastion bagi setiap anak mempunyvar skie kelsbiran, Hal suneal penting
dikarencdean setiap anuk okan melakukin aktivitas harus sda Kepastian hukum terkait
slitus anak terseht

Bog wnak vang mempunyai akie kelahivan, maka wermasuk salah sata AT
untuh memperokeh akie kelahiran adalah adanyva akte nikah kedua arangtusnya, Guna
memubibikun mosvarakat mempunyar akte mkah, maka bharus dilakukan premdafiaran
permahsian perkiara ishbat aikah, karena bisa membaniu masyvarakat dapat melakukan
prengurisan dun mencan wentites secara hukum pencatatan perkawingn  maupun
kelabiras babwa  penikshan  vang odak terdaftar secara resmi, maka ketika
mempundar anak tdak besa dibustkan akta kelabiran, kareno salab satu Persyaratan
itk bt ahta helabaran harus melampirkan buku nikah. Kegatan kepastian
hukume dibakukan dengan melakukan sidang terpadu vang dilakukan oleh 3 instansi
yuulu Pengadiban, hementerian Agama dan Dinas Rependudukan Catstan Sipil,

Masyurakar vang tdak mempunyad akts dan Ketika mempunyai anak ingin
diskur sevarn hukum, nuke dengan sdanya pelavanan terpadu vang melibatkan
hementeriun Ao, Pengadilan Agoma dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
dapal miengeluarkan bukd  mikah, schingpa j'|'|_ﬂ;-i:|.';]r,‘1kut bisa  berbanto. I_I?,;iq"_l,l.'l
Bervariant, dan mula yvang pabng  muods hinggs vang pahng tua, Dha juga
menyebuthan bahwa dioantars mercka adus vange sudah nikah sin seloma bertahun-
tahun, bahhan rataerata sudab memiliki anak dan cucu.

Laenigean komdist . maka kewapiban Pesmenintab untuk membantu masyarakst
dalam memenuhs hak-haknya unuk memiliki dokumen kependodukan, karena kalau
bbb acda buku o ikab, maks skan subt menerbikan akta kelahirsn anak dan
adimimistrass lainnya vang menwerlukan buku nikah, makanyve im0 sanpgat penting
schali hoegsatan pelayanan werpadu sidang wsbat nrkab i sebagar kesempatan untuk
menilikt hepastun adeatitas hukwn dan mewwudkan  tenib administrasi
kependudukan. Jangan malu umuk mengikuti sidang ishat nikih, karena sidang ishat
mikuh temiasuk penting dalum penguresan dan mencan wdentitas hukum/ pencatatan
perkiawinan moupun kelahiran, Disamping menjudi kewagiban Pemerintah  untuk
membante massarakol doalem memenshe hak-hokoyva  untek memiliki dokumen
kependudskan, karens kaluy tidak ada buku nikah maks akan sulit menerbitkan akia
kelabiran snak dan admanistrast lannya yang memerlukan buku nikah sebagai

wdentitas hubum - pescatsten perkawinan maupun kelahinan,
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0] Pensempurnaan Sistem Kamar

Perhait dengun penerapan sistem kamar secara konsisten, maka dibaraphan

= Hukom dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
= Muesinghathan produktovitas dalom pemeniksain perkin,

* Menpurang disparitas putusan,

= Memudahkan pengawasan pulusan.

Pelaksamaan  sesteme kamor pade Mabhikamah Agung  tidok  didasan pada
peneclomipoban hnghungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan
jenis perkira, vailu
b Madang
= boatnar FPerdins
" howmar A
*= ke Milier

= hamar Tata Usaha Negar

Th Peninghatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoranif
keadibn restoran! merupakan susty pendekatan vang lebih menitikberatkan
Padi homdis terciplanya keadilan danfatau kescimbangan bag masyarakat, Keadilan
resturainl  merupakan schuah pendekstan oniuk membuast  pemandaban dun
pelembaguan menpadi sesuan dengan keadilun, bahwa memang keadilan 1w harus
ditepakkan dan dajungunyg tinggs. Pencgakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat
memibike ar pentmg dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yene
ungg dan benmanabal, Readilan restoratf dapat diartikan sebagai pemulihan
keadilan bugs korban dan peluku tindak pidana. Pengertian i berkembang setelah
dimasukban dulm sistem peradilan pidana, schinggs  pengertannyva menjadh proses
penivilesanan vange sestematis atas tindok pidong sang menckankan pada pemulihan
atis herugiun korban dan atin masyarakaet schaps akibat perbustan pelaku. Dalam
proses penyelesaan i melibatkan korban dun pelaku secin langsung dan akaif.

Suat s implementas: keadilan restoratit dadominas oleh perkara tindak pidana
anak vang pelaksaran diatur dengan Undang-Undang Nomor 1] tahun 2012 temang
Ststem Peradilun Pidona, sesum dengan pasal 6, mempunyui tujusn uniek mencapal
perdamatan antara kothan dan anak, menyelesakan perkara anak di Juar proses
pengadiban, nwenghundarkon pnak dan perampasan kemerdekaosn dan mensnamkan

Ciasad Labmngtgtunnyt paswaly kepoda anak,
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I dadoum proses peradilan prdana kosvensionad dikenal adonve restitusi stau
gt e terhadap korban, sedanghan restorast memiliki makna vang lebih luas,
Kestorast mehiputt pemuhiban hubungan antars pibiak korban dan peluku, Pemulihun
Bubungan i bisa didissackan atas Kesepakatan bersama antara korban dan. pelaku.
I'ihiah kocban dapat menyampaikan mengenul kerugian vang didenitunya dun pelaku
pun  diben hesempatan untuk mencbusiva, melabue mekamsme gt rug,
perdamanan, herd sosial, maupun Kesepakatan-kesepakatan linnvi, Karena prises
pentcinn konvensonal tdak membenkan ruang kepada pibak yang terlibat, dalam
bl e korban dan pelahy untuk berpanisipasi akiin dalam penvelesaian masalah
ek

Pujuan dan headilon restorati!” adalah mendorong wrciptanys peradilan ving
il dan mendorong paea pibak antk ket sena didalamnya, Memberduyvakan korban,
dimana pelaku  didorone agar memperbankan  pemuliban.  Keadilun  restoratit
menwntinghian terpenubingg kebutuhan matenal,  emosional,  dan sosial  sang
korban. Koberhusilan keadilan restoranit, divkur oleh schesar apa kerugian yang
telaby dipulilikan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana vang dijstiuhkan hakim,
Itieya, sedapat mungkm pelaku dibelssrkan dun proses piduna dan dan penjara.
Munculaya sebuah ade restorarve justice sebagin kntik atas penerapan sistem
peradilan pidana dengan pemsenjeraan vang dianggap tdak efekil’ menyelesaikan
kootlik sosial Penschabnya, pihak yang terhibat dolam konflik tersebut tidok
dilibatkan dulam penselesian bontlik, Korban wetap seja menjadi korban, pelaku
v dapengara quis msnunculkan persoslan baru bagi kelwarga dan sehagaimya,

Cane sang menovmol dan sesioreanive fusnice, kegahatan ditempatkan  sebagai
eetada vang memade bagion tindakan sosial dan bukan sckodar pelanpgaran hukum
prdana. kepabatan dipandang sebaga wodakan vung merugikan vrang dan merusak
bubusgan  sosial. Berbedu dengan hukum pidana vang welah menank  keahatan
sebapga masaluh negora. Hanya negars sang berhak menghukum,  meskipun
sitberirmyu komunitas adat biss saja memberikun sanksi. Sistem pemenjarsan sehagai
pelamprasan kebencian mosyarakat yang diterima dan dijalunkan negara. Pendekstan
kewdilan restorun! sangatlah wdeal, wnplementast di Indonesin vang harus dilibat
ulumg.  Ronsep peradilsn dengan pendekatan keadilan restoranils kKetika akan
dimpelementasihan b Indonesia butah kesiapan badan  atau  instansi sehupn
peranihal pelaksananya yang menjalankannyas lenmasuk perspekiit’ SDM Mahkamah

Apunmg
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Pendekatan keadilan restoratil’ dilukukan melala mekanisme diversi, dimana

acitnya proses upaya perdamaan amars kedua belah pilak antars peliku dengan
kb, honsep i sebaknya tidak diterspkan kepada semua perkara Setiap perkura
memilih keunihan, maka penyvelesmannya pun sehaiknya  juga memperhatikian
Kuwmkan wrsebut. Dengan adanya keadilan restoratit ini, maka akan MEREUrang
beban hena lembaga penusayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para
terpidana

Dalam rangha etekutitas pelakssnaan restorative fustice, Mahkamah Agung
ki mclabukian bhajian don diskust dengan pihak pihak berkepantingan  seperti
khementenian Hukum dan HAM, Kejakssan dan Kepolisian uniuk mencart satu
kesepahaman apar implanentas restoraiive pustioe i dapat bergalan dengoan optimal
Roetomnulsst asas beadilan restoratit dalums hukum pidona i Indonesia prerlu
dilabukin, kbususnya werbiadap Buku | KUTP schagan aturan umum peneeakan hukuam
pidani, pengentian asas costorative justioe dalam hukum pidang materil di Indonesia
dhabam BULD KUHEP perlu untuk dikekokan di masa vang akan dotwng, disamping it
Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum
terkit dengan penyelesaan perkara pidana dengan pendekatan restorarive justice.

Betormulass asas sestorarive fusiee dadam hukum pedana di Indonesia di masa
rendutang menunjukban sejumlah indikator ke arah suaty peradilan prdana yang akan
mengedepankan keseimbangan  kepentingan nepans. masvarakat, dan korban, Hal
b sebagar mdel vang mencerminkan mlu-nidan ideologn dan nila sosiokuliural
thsyurakat Iidonesia yang bercinkan serasi, sclaras, dan kescimbangan, schingga
perlu difukukan penambahan pengaturan terhadup beberapa hal, Salah satunys batas
Petnrapan asas hoadilan restorant tidak hansa terbatas pada tindakan pidana ringan,
bt jupa dileraphan pada tindak pudana berat sepert pembunubian.

Hatasan terhadap penerapan asas keadilan restoran ! adealnva dikecualikan
terhadap tindak padana vang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat,
petchinemian negars, pengaturan kesepakatun perdamsan secars tenulis schagai
bentuk penyelesuim perkan pidang di Tuse proses sehingga dapat dirumusksn menjadi
dusar hukum pugurnys Kewenangan tntutan penuntut wmum, Hal-hal vang harus
disepahitt antara Mabhamah Agung, Kementerian Hukum don HAM, Kejaksaan dan
hepolismun diantaranya pengaturan adanva peluang meacrapkan diskresi di tingkat

nyidikan dan  penumutan,  Pencrapan asss  keadilon restoranf dalam proses
[rer [
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pevithan hukum o dapat dikonstreksikan dalam bentuk diskresi ololy
Reeplissan dun atiu Kejaksaan pada tahap pra persidangan

Ferhit dengan Mahkamah  Apung, pada Labiap persidangan, majelis hakim
herdasarkan kewenangannys dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban, Apabilis
terfadi perdumiatan, maka hal tersebut dijadikan pertimbangesn dalam hubungannya
terhadap e pemgaturan peagampunan oleh hakim, padas Lahap pelaksanaan pidana.,
aias Keadilin restoran! dapat diwujudkan dengan pengaturan peneripan  syaraf
mengikut! program rehabalits disesunikan dengan tindak prdana vang dilakukan

prolaku,

M) Hak Uji Materil
Istelahy Judiciad Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilub Huk Liji
Materind (HUM), vantu hak Mahkamah Agung untub menila maten mustan Peraturan
prerUmding- Undissgzan di bawal L rdianng- U nelange terhuadiap Peraturan puerUndang-
Limdangan tngkat lebah tingen. (Pasal 1 Avat (1) PERMA No, 17201 | tentang Hak Liji
Materul. Kewenangan judicinl review pada Mabkamah Agung berwenang menguji
preruturan perbindang- Undangan di bawah Undung-Undang terhadap Undang-Undang.
Pasal 30 A UL Noo 32009 wentang Perubahan Kedus Aus UU No, 14/1985
tentang Muahkamah Agung permohonan pesgejisn persturan perlUndang-Undangan i
Bawah Lodang-Undang terhadap Undange-Undang digjukan langsung oleh pemohon
Wl kuasanya hepada Mahkamal Agung dan dibuat secars tertulis dalam Bahasa
[nadurmnesia,
d Penmohonan Up Materol dalam PERMA No, | Tabun 200 | disebut dengan istilah
Mermwhoman Keberaitan,
b Permohonan Keberatan - adalah  suiau permobaonan yviang  bens: keberatsn
erhadap  berlubunya suatu peraturan perlndang-Undangan — yang diduga
bertentangsn dengan suae peraturan porUndang-Undangan tingkat lebib Linggi

vang duyukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan,

Pasal 2EA Avat (2) UL Moo 372000, permohonan sebagaimuna dimaksud pads
il (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mengangpeap haknya dirogikan oleh
berlabunya peraturan perl ndang-Undangon di bawah Undang-Undang, vaiu :

4. Perorangan warga negara Indonesia,
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h.

Resatuan masyarabat bukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkaniban gan masyarakal dan prinsip Newarn Kesatuan Republik Indonesia yung
diaatier chalam Upebang-Undang. atau badun hakum publik atay badan hukum privat.

Para Pihak dalam PERMA No. | Tabun 2001 dischu dengan Pemohon

Bocheratan
o Pemwbon keberatan adalah kelompek masyvarakast stau PRACTUN L.
b Temwhon adulan Budan atau Pepabal Tata Usuba Newars yung mengeluarkan
peraturan perlndang-Undangan,
Pasal 31A Avan (3) UL Noo 32000, penmahonan sekurang-kurangnya harus
FIPL TSR i
@ Sauma b alisnal panehon,

b Uraian mengenar penhal yang menjodi dasar permohonan dan menguraikan

dengan jelas bahwa

U Maten muatan ayat, pasal, danatau bapan peratusan prerUndang-Undangan &
biwah Undang-Undang dianggap berientangan dengan peraturan perlndang-
Cindangan yang lebah ting: dan/atau

1) Pembentubun persturan perlndang-Undangan tdak memenuhi ketentuan yang
berlaku: dan

Hul-hal yang dinvinta itk dipuius,

L) Permohonan Keberaan digjukan ke Mabkamah Agung dengan carn langsung
he Mahbamah Agung atau melalul Pengadilan Negen yang  membawahi
wilivah tempat Pemaohon.

2 Permwhonan heberstan dibuat rangkap seseai keperluan denpan menyebutkan
vt wlas alusan-alasan sebagai dasar keberatan dan wijib ditandatangan

aleb Pemahion atau Kuasanys,

Scetclah pomohon membayar biaya permohonan hak wji mateiil, makas -
Pannera Mabkamah Agung memeriksy kelengkapan berkas don apabily terdapat
hekurangan dapat meninta langsung kepada Pemohon keberatan atou Kuasanya

Sanme sl

- Pansters Mahkamah  Agung wab mengnmkan salinan  permohonan tersebut

hepada prbiok Temmohaon setelah werpenubs kelenpkapan berkasnyu,
Permohan wipsh mesginmkan ataw menyerahikan jawabannya kepada Paniiera
Mabihwmnah Aguog dalam wakid 14 han sejak diterima salinan permohonan

Tersehur,
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Sestian dengan pasal 31A Ayat (4-10) UL N 372000 -
Permohomnan pengupan sebagmmana dimaksud  pada avar (1) dilakukan olel
Wbk Agung puling luma 19 (empat belus) han kerju lerhulung sejuk tangal
dilerimunya penmobonai,
b Dhalam bal o Mahkamah  Agung  berpendapat bahwa  pemohon atau
penmehonsnnys dak memenuhi syaral, smar putusan menyatakan permohonan
ticdak ditermu,

e Dalam bal Mabkamah Agung berpendapat buhwi permohonan beralusan, amar

Putusarn ey bk o peomohonan dikabulkan,

Paisal M A Ayat (4= 10) UL No, 32000
o Datam bl permobonan dikabulkin sebaganmana dimaksud pada avat (6), amar
Pribusian menyatihan dengan tepas maten mvatan avat, pasal, danatau bagisn dar
purituran . perlindung-Undangan di bawah Undang-Undang vang bertemanzan
dengan peraturen perlindang-Undamgean vang lebib g,
bo Patusan Mahkamah Agung  vang  mengabulkan permehonun  sebagmmana
dinaksud pada ayat (7) hares dimuass dalam Bena Muegiare atau Berita Daerah

pialirge L M0 (i puluh) hari kera terhitung sejak tanpgal putusan divcapkan,

il 3EA Avat (4-10) UL Mo 372000
. DPalam hal peraturan perUndang-Undangan & bawah  Undang-Undang  tidak
bertentungan dengan peraturan perlindang-Undanpan vung lebih ting dandatau
sk bervntngan  dalam  pembentubannyvi, amar putusan  menyatokan
perrstusien datisbak,
b, hetentuan meagenai lata cara pengupan peraturan perlndeng-Undangan  di

brawiah Uidang-Undang diatur desgun Perturan Mahkamah Agung

Huang hagkup Pengupan Permohonasn HUM meliputi pengujion formil dan
materih. Permohonan hak uje matenlt dilakukan dikarenakan
® Peraturan perlndang-Undangan yung digugt bertentungan dengan peraturan yang
[chal nmag,
* Perateran perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan  Asas-usas
Peraturan Perl ndang-Lindangan :
¥ Len spesnalis derogat lex peneralis,
¥ Undung-Undang yang bersifot khusws mengesampingkan Undang-Undang

bty sl wism,

L rS———— |
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¥ Lex posterion derogat e prion,
Y Undang-Undang yung lama dinvatakan tadak berlakuy apsbily ada Undang-
Undang yung baru vang mengatur hal yang sama.
¥ Lex Supenor derogat legi inferion.
Hukum yung lebib tingg dergjatnyg mengesampingkan hukum preraturan
wanp dergatnya dibawahnva
Prermusialabun yong diludapi ;
I Pibak Pemohon tdak lengkap dalum pengajuasn bukti, penmohonan seadanyi
sehinges menyulithan majelis hakim dalsm memeriksa perkara, termasuk dalam
bal perlunys keterngan ahli, supayva para pihak menvampaikan keterangan ahli

secinil erialis,

P

Perrmobusn serig teckunbat mengajukan juwaban dan bukt,

A Berkanton dengan pratusan HUM yang dikabulkan harus diomumkan dalam berita
negard, dan menpend pesgumoman tersebut menelan buva sampw dengan
blasan pata nuprah Clergantung jumbah Kalimat lembar putusan), semeniura biaya
Perhara HILSE saat i adadah Rpl 000000, (satu juta rupiuk).

4. beuramenya ekl keputuhan pejabat dalam meloksanakan putusan HUM,

suhubungan dengan kendals wrsebur Mahkamah Apung akan melakukan kajsan

bk terkun dengan hepastian hukum putusan hok i matedil maspen terkai

dengan bisms proses pemeriksaan hak wiil materiil.
F ]

9 Penguatan lembagn cksekusi

Ehschust mierupakan bagian terpenting dalum proses penyelesaian perkara,
karend putusan vang telah berkekuatn hukum tetap menjud dak ads artinya jika
pada akbirnya udak bisa dilaksanakan (non coccnable), Dalam prakiknva, proses
chachust sennghali menghadapi kendals yung diskibatkan oleh bunyuk hal msaloyn
s putusan vaige hurang begitu jelas dalamn menguraikan dikom perimah vang
harus dilaksanukan, posist ketua pengadilan sebapar pelaksany cksckusi yang
seninghalt mengalang conflice of inrerest karena ketus pengadilan jupa sdalah hakim,
adanya wpayi-upaya unuk menghambat proses  chksekus: dan pihak  termohon
chaehust, hesiapan aparatur pengadilan don pihak keamanan dalam  menghadapi
anaan di fapangan, womasuk juga kondisi hukum acors cksekust vang selama imi

enpads sandisran dalam prakok sudah telak sesuar Lagr dengan kondisi saal i
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Bane beberapa persoalan & atas, dapat kg petakan bahwa problematika
ekschuar dalum perkora perdats terkait dengan Gabor interial dan faktor eksternal
dengan urman sebagar berikut
< Fuktor Internal
Lokeberadaun ket pengadian sebagai pejabut vang menmmpin  pelaksanaan

chochun berdasarkan hukum acsra perdita menjadi persoalon besar, bal ity
dicdsarhan padis alasan babwis ketus penpadilan juga adalah hakim, Artinya bukan
tadik mungkin bahwa vang akan dicksckusi tersebut pdalah putusannyy sendin,
sehigega hal wi akan memmbulkan persepsi vang kurang baik dan pihak termohon
chackusi, Sl vu keberadoan Ketua pengadilan sebapai pejabat ying memimpin
pelabsanaan chschus akan sangat berisike jika perkani yvang  dicksckusi

wehibathan pibiah-pihuk pemenntah atau mebibatkan masyarakat banyak,

I

Froses chsckust i lapangan akan dipalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta
petiges pengadilan. Seringkali prhak petugas yvang werun ke lipangan tdik begi
marnpu uituk mengendabikan siwase de Bapangan saal proses chsckus: dilakukan
sehingpa menjadi kendala besar kevka ada penghadangan-penghadanpan dari
pihak terekschuse. Dalam prokiiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan
prhusk keamanan (poliss ataw TN untuk mengawal pelaksansen cksekusi, namun
pada prinsipaya vang akan menentukan beralan atag Gdakoya proses eksekusi
tersebul adaluh pamters pengadilan, Pengadilan udak memiliks personil khusus
yimg  meriadar umuk omelaksanakan ckschuse  karena  pejabat-pejaba i
disebuthan oleh Unding-Undang untuk menjulankan ekeekust & lapangan tidak
sewaia khusus bertupas antuk i, arinya mercka memiliki wgas don fungsi lain
selam dan pelaksnaan chsekusi, padahal seharusnya cksckus menjadi tugas yang
harus dijalunkan oleh petugos pengadilun yang secara khusus untuk menjalankan

e lak sanmaan chsckus

o

sesual dengan Peraturan Pemenntah Somor T tabun 2007 entang Manajemen
Pegawan Sepenr Sipal, diatar ada siga kelompok jabatan yaity jubatan pimpinan
ungge, pabatan administrast dan jobatan fungsional, Jabatan panitera dan juru sita
pasdi penzadilan wermusuk Kategon kelompok jobatan fungsional, namun kondisi

sang ada pola kerahan pangkatnyva belum menggunskan angka kredit,
% Fahtor Eksternal:

| Dradann pelaksanun eksekusi pengadilan selaly membutubiken bantuan dan pihak

heartianan scperti polist dan TR mamun dalam beberapa kasus justru kedus
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lemhags tersebur mengadi pihak dalam perkora vange mremerlukan cksckusi,
sefnngga pengadilun kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut

= heesadaran hukum masyarakat yang masih rendab sehingga hal ini jugs menjadi
kendaly vang berarn bugs ingkat keberhasilun proses  cksekusi di lapangan.
Meskipun chschuse adulub bentuk upayva paksa vang tidak boleh disandarkan peacdis
hehondak subarels pohak- pihak, namen kesadaran masyaraka tetap menjadi
Baian penting Karena efekivitas penegakan hukuem seluly berkorelasi posiit

denign kesabaran hukwm masvaraskal,

Rencana kedepan agar putusan perkara perdoty dupat berjalan dengan efekrit
purlu sda kajian khusos tentang apakah masib relevan saat ime babwa proses eksekusi
dilubsanukian i bawah hepemimpinan betua pengadion dan sekalipes membuka
wainn dan gagasan barg unuk membentuk lembapa Khusus vang bertugas untuk
hehahsunuhan ehavhus dilam perkars pendata dengan membuat lembaga khusus di
biswah Mabkamab Apung wvang  khusus bertupas untuk  meloksanakan  eksekusi

perhara poerdials

1) keberlanjutan e<Corrs

Mubibamah Agung (MA) wlah meluncurkan aplikasi pengadilan clektonik fe-
Corty padda Lahun J0Ts aplikase admimistrass perkara berbasis online ini merupakan
wnplementast Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahuee 2008 entang Pedoman
Administrasi Perkura di Pengadilan Secara Flekironik.

Mplikass e-C ot mengatur mula dun pengpuna layanan sdminsias: perkara,
pendafturan adiowmstrast perhara,  pemangeilan parg pibuk, penerbitan salinan
putusan, dan taty keloba sdministeass, pembayaran biaya perkora yang seluruhnya
dilskubin secara clehtrontk/online ssat menggukan permohonan/gugatan perkara
perdata, perdata agama, taa usaha negarn yang berlaku 3 masng-masing lingkungan
prtasdilain

Penggan aplibas: o-Cowrt ame dapat memperlancar proses  sdoministrast dan
peluyunan peradilan bag pencan keadilan: selami i entok mendafurkan perkara
seibap peanelioin penpggueal atou diwakil advokan harus datang ke penpadilan, dengan
ddanya aphkass c-Cowrt, maka pengguna terdaflor dapat mendafiorkan  pedkara
sttt sevara clebtronih dan kantor atse remah fe-filling) schingga fercipia nsas

cepat dan buava ningan. Dengan aplikasi ¢-Cowret pembayaran biaya perkary semakin
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ringhas harer terhubung dengan setem c-paysmens yang pembayaran ditwukan ke
rekemig pengddilon pada bank melalus suluran pembsyaran clekinonik v tersedia,

Lak hanya aw, permanpgilan elekiromik (e-summions) sunpal ringkas dan lanpg
dikarcnakan biayy, sehab, sistem pemnanggilan para mhak vang berperkora bisa
ilakukan langsung ke alaman domisili clekronik wmisuk menisdkan kebutuhan
prosedur delegass dulam hal para pahak ada bestempat tinggal di wilayah berbeda.
Prosedur i hanya bisa diveimpub apabila para pibok menvetujui dilukukan pangzzlan
secart clehtronih untuk mengantisipass kesetgangan yang mungkin tegadi datam
s awal pengenalan aplikasi i, Kim pendatiaran perkars perdata secara onling mi
sukah diteraphan pada Y10 pengadilan,

Seinng dengan tuntutan proses peradilan vang sederhana, cepal dan bisya
nngzu, Mahkamah Agung Kini mengembangkan aplikasi o-Cowrt ing dengan fitur -
Litiguad, sebnpga semua proses penyelesaan perkiara dapar dilukukan  secars
clebhtronib tanpa badirnya paras ik di pengadilan

Fabiane 2019 merupakan momen penting dengan adanva perabahan pursdigma
peayelesanin perhara perdata secara manual berubah secars keseluruhan berbasis
tehnoilingt antormust dengan diteraphan o-Litggasi, Aplikasi o-fitipasi migrast duri
sisten manal ke sistern elektronik tduk hanya dilakukan pads wtarsn sdministrasi
perkara saja, samun doalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya
shibwrlububin sdalam pendatiaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para
ik, fetpi diberlakukan juga dalum penukarn dokwmen Jawah-menjawah,
pemibukiim, dan penvampaan putusan sceara elektronik, Aplikasi e-ditigasi selain
etnporiuas cakupan aplikist sistem elektronik, kehadiran e-Lingas juga membuka
ebar praktek peradilan elektronik di Indopesi, Hal i tergambar dengan sctidak-
tdaknya dus mdikator selain vang disebutkan sebelumnys.

Pettama e-ddupass memperloas  cobupan subsek hukum vang  Jdapat
Miennbi baathan sistenn perhlan elektromik. Semuals hanva entuk para adviska sehaagn
Pengpguna erdattar, bingga mencakup jugs pengeuna lam vang meliputi Jaksa
selaku Penpacara Negare, Biro Hukum  Pemenneh TNE  Polri. Kejuksaan R,
Idirekss Penguros atau karviwan yang dilunjuk badan hukum, don kwsss insidentil
vanp memenuh svarol sebagal pengguna Sistem Informast Peradilan.

hedua,  pemantuatan e-Lingast tduk hanya untuk  persidangan di Lingkat
pertami, detapi jega bisa dilukukan ek upava hukum banding, kasasi dan

pennipian kembali terhadap perkura yang menggunakan o-Litigasi poda tingkal
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pertami, berbagar mantsd yang dapat duskman oleh masyarakat pencan keaditan
|tha mengpunakan o-Ferosast, yaitu

ah Menpabiban sistem peradilan lebah sederhana dan lebih cepal, Para mbak
horperhary Juga tdak perle berlami-luna antri menunggy persidangan walihg
selama ini sening dikeluhkun, sehinged proses persidangan juga menjadi lebih
|.'l..']'|.]|,

W Sastem ame dapat menjembatani kendala peografis  Indonesia vang  sangat
lais dbian tendin dane bentangan abuan pula,

of Jumlaly Tayaman dukungan manajemen esclon |, layanan perkantoran, dan
Hayamn sarana dan prasarans menckan baya perkars karena proses peradilan
dilithnanaban sevara clekuomk, sepern baya pemanggilan,  kehadiran di
persidungan untuk jawab menjaowab, panbukien maupun mendengarkan
pembucran putusan,

di Sistems elektronib meningkatkan  kepercayaan publik  terhadap lembaga
peradilan, Sistem c-Livgasi membatasi interaksi langsung PenL
Liyaernan pershilan dengan hakim dan aparater peradilan, dengan menguran
Redatangan pengguns lavanon ke pengadilan serta mengkanalisast  cara
nerimierak s sehingea memimmatisr kemunghinan penyumpangun etik maupun

pelanpparan hukwm,

Mabkamiah Apung menyatakan bahwa kehadiran e-Litigasi meredesain prakick
peradilan Indonesia sctara dengan prukuk peradilan di negara-negara ML L.
Perubadian sestem persdilun dengan menu c-Laeess in disadan membuiuhkin proses
dan menghadaphan Mabkamaeh Agung dan badan-hadan peradilun di bawahnya pada
amtnpnae yotg tedak nadah, karena iy, untuk sementars aplikass i skan ditersphan
pada 13 pengadidan percomohan, yang wedin dan 6 Pengadilan Negeri, 4 Penpadilan
Agama dan 3 Peopgadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan padi tashun 2020 seluruh
pengadilan di Indosesis sudal menvrapkan o-Lidigas

Fahun 2020-2024 aplikast ¢-Cowrr i akian dikembangkan dengan persidangan
secara onlie alay e-Lrigasd, pengembangan aplikost c-Litigasi masth diperuntukbkan
untuk perkara perdata. kedepan aplikass e-fangase juga akan diterapkan  padi
penyelesaan perkars pudana, selungga harus ditakukan peoyesusian proses bisnis
pada hubun seara prdana ke dalam aplikosi ini. Dengan semaraknya perkara perdata
vang diguban mwlalur e-Conrt dan diteraphan pemenksaan persidangan dengan o-

Latigasi, maka Mahkamuh Agung harus menyiapkon sarana dan prasana pendiskung
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prelak samiin persidangan elekiromk. Drengun diterapkasnya o-C ot 1 diharapkun
ke depan semua sdimimstrasi penyelesaian perkar i pengadilan jugnt  harus
dikembangkan dan manual ke clektromik, temasisk penyampaiin pemberitahuan
sultean putusan, Disamping i, Mahkamoh Agung hedepan akan mcngembangkan
pengadilun clekiromk e dapat wengakomodic penyelessian perkars Nisgs dan
hecpailitan cgar dapat disclesaikan melalu splikasi e-Conrr.

Drengan wdanya o-Conrd harapan penyelesusn perkara dapat dilakukan secara
vopat, sederhana dan bisya angan akun segera terwujud, Namuan optimalisasi
pelaksunaan oot pedi penpeadilan banyak menemn kenduls khususnys pada
Pengadiban Agana, pare pihak berperkars pada umumnys masyarakal menengah

hehawab vang bdak menshanu skan teknologh mtormas:

L) SPFTTI

Siatem Permdilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscavakan institusi - penegak
hukum sepertt kepobissan, kejaksaan, pengadilan, dan lembapa pemuasyarokatan,
memiliht ulusan sistent ilormasi yvang eral, Prakick vang dilakukan di berbagas
nepira. puara penepak bukum wlah mengakw kebuehun umek pertukaran informasi
swvinfi wlektromk diamtara mutranya weschun, Indonesia pun menyadart pentingnya
mewupdkan SPFT. Hal i terliban dabsm RIPMN 200152019, yang menjadikan SPPT
e aike sulah satu pnontasnya.

SPFE Mubihansah Apung dengan aparat pencgak hukom Sistem Peradilan
Paciina sany Perpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Jushice Swstem (1C1S5) SPPT
eruphan mstrumen hukum vang sangat penomg dilam kerangka penegakan hukum
prdanc. Sistem Peradidan Padana: Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan
proses. keterkanan antar instanst yang beewenang manangam perkian pidana. Nota
hesepalumun pelabsansan Sistem Peradilan Padana Terpadu sntar aparat penegak
hukume selab ditandataneani pada tanggal 2% Joouan 2006 yvane  melibatkan
MGhkanah Agung. hemenko Hidieng Polhobam, Poln, Remenkomindo, Kementerian
Diesa, Pembungunan Dageah Tertmpggal dan Transmigrasi; Lembags Sandi Negara
{Lesisaneg ), dan Badan erencanaan Pembangunan Sasional { Bappenas) yane dalam
pelaksunianns g disimergiban dengan aphibast MANTREA (Manajemen Integrasi
Intormmess dun Pertukaran Data).

Saal o 5P sudaby diterapkan pada 115 pengadilun dengan 5 komponen

pertubaran data meliput Penctapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengeanti,
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Pencrapan Han Sedang, Petikan Putusan dan Salinan Pusgn, Pada Laahian 20210
direncanakan SPPL pada hingkungan Mahkamah Agung dhispat dhterapkan pada 210
punsadibon dengan 22 data yang dapat dipertukarinkan meliput Penctupan Majehs
Hakim, Penunjubun Pamiters Peonggant, Penctapan Han Sidang Pertama, Peneiapan
Puenatiun (FENT-1) Penctapan Perpanjangan Penshanen (PEN.7-11),  Penetapan
Perpangangan Pasal 29 (PEN.J-20), Peokon Putusan Pengadilan, Salinan Putesan
Petigadilan, Akila Pemobonan Banding (AMH), Akta Pencabutan Bunding (ACH),
Penctapan Pepaliuinan Hukim - Banding  (PENT-21), Penctapan Perpanjangan
Penabanan Ketua Pengadilan Tinggn  (PEN.7-22), Penctapan  Perpangangan
Penabionan Bandug Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Bandine, Salinen Putusan
Banding, Akty Pennohonsn Kasast (AME), Akta Pencabutan Kasasi (ACK),
Penctapan Penahaean Hakim RKasass (PENT-24), Penclapan Perpanjungan
Penabanan hasass (PENT-25), Peonctapan Perpanjangan Penahansn Huokim Pasal 29
PENT-20), Meukan Putusun Bosas dan Salinas Putesan Kasas

Pada thun 2021 direncanakan perukaran data yang dapa dilakukan melabui
aphikiast PP T dapat melipun perkars tindak padana korupss, ndsk pidana anak dan
tindak padans narkotka, Fada perkars tindak pidana korupsi pertobaran data yang
dipertukachan melipun 22 data sepern tersebut di ates. Sedang untuk perkara tindak
pidang gk, dats vang dipertukackan mehiputt Penctapan Diversi, Pemberithuan
Musyawarah,  Perctapan Penghention Pemeriksaan dan Surst Permohonan
Assesmeng

G clehtilitus dan Keluncaran pelaksanuan SPPT, mako pada whun 2021 -
2024 harws didakukan momitonng, evalvast dan pendampingan secara berkala,
permngehatan sumiber dava manesia menjadit pendukung utama keberhasilan
pelaksarian ST pada pengadilan. Pelaksanuan SPPT udak dapat berjalan dengan
vptunal apabily odak dilakukan rapan koordinast secara berkala antar lembaga
penvpik hukam, peninghatan sumber dova manusie pengelola SPPT amar apaeat
petiak bukum miengadi komponen sangat penting, Direocanskan penode thun
20202023 sistern i dapat diterapkan pada seluruh pengadilun, sehingys dihurapkan
transparinst data penvelesman perkara prduna antar aparat menegak bukum dapat

terjadin dengan baik
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120 Peninghatan  pelabsanaan  pembinsan  bagi aparat  tenaga  teknis  di
lingkungan Peradilan
Phkim dan apuriur peradilan yung bernaung di bawah Bodan Peradilan

dhtuntul wiiek senantiasa memngkatkan dan memperiuas wiawasan seri keahliannya.
Pomnghatan kapasits profesi akan mendorong meningkatoys kualitas
penselenpgarsan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat,  Dengan
demikiun, dihurapkon dapat meningkatkon kepusson dan kepereayaan terhadap Badan
Feradiban, Salah sate carnya adalah dengan penyelengparaan pendidikan dan
pelatthan yung komprehensit, wrpadu, dan sinens dengan kebuiuhan  Badan
Peruditan dan milan kesdilun yang hidup di musyvarokat. Selain ite, sistem rekrtmen
tuiat firus dibibat sehapn bagan tak werprsahkan dan sisweme pendidikan dan
pelatiban,  daibam rungha mengelola kualites SDM Badan Peradilon. Hal imi
merupakan cars yang komprehensit dalam mengelola dan membing sumber daya
P vang kompeten dengan kriteria obvek i, sehingga tercipta personil peradilan
vame bermtepntus dan profesional. Sumber dava manesio yung kompeten dengan
krteria obvekinl, bermtegnitas dun profesional adalah salah satu ein dan Badan
Peradilan Indonesia Yang Apung, Oleh karenunyy telah menjedi wkad Badan
Peradilan untuk menghasilkan fulusan bakim dun pepawa pengmdiban yvang terbuik
dart sep keahlan, profesonalites, serta mteeritas. Untuk mendspatkan SDM yang
kumpeten dengan ketena obyektif, berintegrias dan profesional, maks Mahkamah
Agung dkan mengembangkan “Sistem Pendidikan dun Pelatihan Profesi Hakim dan
Aparatur Peradalan sang Berkuahtas dan Terbormat atau Celificd and Respeciable
Srdiciad frapunyg Coner (07 Sistem ime akan dapat terwajud dengan usaha
prerbvarhan paada berbagan aspek, vaitu melipuat

A helembugaan Dimstitesional ),

b, Saruna dan prassrana yang diperiukan,

v sumber dava mianus.

o, Program diklat terpadu yvang berkelanjutan,

. Pemantsatan bhasi diklat,

1 Angparan dik lar,

g Penelitian dan pengembangan

konsep yvang akan diadopsi dalam penyelenpgaraan pendidikan dan pelatihan

kedepan adalah kensep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing

Srdvenal Edicaton mag COF). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan vang diberikan
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hepada ealon) hukim i aparatur peraditan merupakan kelanjutan dur pendidikan
tortial. Dalum rangks mendubung penpembangan Sumber Duya Manusia di bidang
tehis, disamping selalu mengembanghan kediklatan yang terschar, jugs dilukokan
pemingkatan suimiber dava melalan bimbingan ek dan diklat di tempat kena yanpg
diliskuban oleh Dirckiorar Jenderal dan Pengadilen Tingka Huanding sebapm kawal
depan Mabkamah Agueg Kebyakan penganggaran Mahkamah Agung akan mula
deperhiunghan unuk peluksanaan bimbingan teknis dimaksud molai whun 2020-
024, heherpaihakin anggaran untuk penguatan peloksanaan bimbingan teknis ing
harus mulan dilukukan mengingat keterbatasan kemampuun sarana dan prasarana
Enkba Mahksmah A pung

Dhemgan mehihat adanya keterbatosan sorana dan prusurana Diklat Mahkamah
Apung. ki diambil susto kebiakan untuk mendukung peningkatan sumber daya
aparatur i lainghungan Mahkamah Agung dengan adanva bimbingan tekms wersehar
vang dilaksanakan oleh pengadilun tingka banding. Hil ini dilskukan korena rentang
ketidaly cakupan Mubkamaeh Agung yone sangat luss, deagan asdanva bimbingan
bekris tersebar il akan memberikan kesamaan hak bagy selurul aparatur Muhkamah
Apung untuk mendupatkan peningkatan pengetahuan, khususnya di bidang teknis
peraddilan

Bamburgan tekms tersebar ine didelegasihan kepada Ditjen masing-masing untuk
berlvmbay menmpkatkan kapasitas sumber diva sparstumya masing masing. sehingga
dengran ketnpahan i akan mendukung fungs pembingan yang ada pads masing-
mgsiige Ligen dan Pengadilan Timgkat Banding dalam mendukung pelaksanaan lugas
Jan fungsinya

Substans bimbingan wknis dan dikloe di tempat kera akan disesuaikan dengan
perkemibangn psu-su berkim yange berkembang &k masyarakat dan perkembangan
dunid ssabue Duotaranya adadah diklst system peradilun pidana anak (SPPA).
Penunganan perkara prdana terhadap snak entunya beda dengan penanganan perkiea
terhaidkap wsia dewasis. Penanganan terhadap anak terschut bersifat khusus karena iu
diatur pula dalam peraturan tersendin. Perahaman terhadap proses  penanganan
perkara anak tentunya mungkin masih ada sehahaman kalangan masyarakal yang
belum mengerti otau paham, schingpa kadang-kadang memunculkan  penilaian
bermacam-macam, malah yang lebih fats] Bilamana weoadi salsh penilaian bahwa

petianganan terhadap anek kKhususnyva soak vang berkontlik hukum mendapaikan
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P lah et istimeswa dan i juga vang menganpeap anak tidek bisa dihukum pudiahal
Dk sepauli it Bansa saja proses penanganannya diaiwr scears khusus

Ststem peradilan prdana anak adalah keseluruhan proses penyelesaiun perkara
arik sang berthadapan hokwin, molai whap penvidikan saimpat dengan  tahap
pembimbingan serelah memalant proses pudana vang  berdasarkun perbindungan,
headilan, non disknminast, kepentingan terbaik bug anak, penghargaan terhadap
anith, kelangsungan hidup dan wmbub kembang anak, proporsional, perampasan
hemerdebaan dun pemsdansan sebagar upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalany sistem peradilun pidana anak babwa terhadap anak adalah anak Vilrge
berkonthik dengan hukum, anak vang menjade korban dan amak vang menjudi
sabsi sl todak padana, Anak vang berkonfik denpan bukum adalah snak
vung - elah perumur 12 whoan telapr belum beramur 18 tahun vang didugn
melabiban tndak padana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum
berumor 18 tdelapan belas whun) vang mengalami penderitaan fisik, mental dun atsg
rerugian chononi yang dischabkan undak prdana; Anak vang menjadi saksi adalah
aisk v belum berumur 18 (delapan belas thun) sang dapat - memberikan
Keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkot penyidikan, penuntutan
dan sidange peogadilan tentang swaty perkara padana yang didengar, diliha) dan atag
il

Eratam hal nodak prdana dilakukan oleh ansk sebelum genap berumur 1% tahun
dan duguban ke subang pengadilan setelah anak melampaw butss umuor 13 tabun
tetape belum mwencapar wmuor 21 hun, anak  weap disjukan ke sidang  anak.
Sclumputaya lalame hal anak belum berumuor 12 tahun melakukan otou didugs
mulikukian todak pudana, maks penyidik, panbombing kemaesyarakatan, mengambil
keputusan untuk menyerabibanan kepada orange e wab atu mengkulsertakannyi
dubim peoggrum pendidikan,  pembinasn pada mstansi pemenintah atau  lembaga
penvelenggarasn kescpahteraan sosial yung  menangani Bidang kesejuhteraan sosial
{Pasal 21 Undlamg-Unclang Nomor 11 Tabuan 2002 tentong Sistem Peradilan Pidana
Anak o Pasal 07 Peratwran Pemenntall BRI Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Dhverse dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas)

tahiun
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13} Peninghatan  hasil  penelitian dun  Sumber Duava Manusia Mahkasmah
Apung yvang berkualitas

Ladam peminghatan Kinerga aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen
kuncs dalam munyjemen SDM berbasis hampetensi, sehingea harus dipaham secarn
pelias. hompetens: dismibkun sebagai sebuah kombinasi antars keteramplun (skalf).
petpetabiwan (Auowledge) dan atribut personal (personal - aribuies), vang dapal
dibahaat dan diskur dani peraluke Kerjo.

Untuk menunpang kebiokan tersebut & atas, maks fungsi Lithang harus
dipethuat, penguatan fungsi dibutubkan SDM yang  kompeten, terutama untuk
pchikukan penehtan dan pengembangan. Oleh karena iy, jumlah enaga fungsional
penehitn vang menjadi fulong pungeung bag pelaksanaan fungsi Lubang perbu
daperkuar dan diambah. Apar dapat teres mengikuti perkembangun pemikiran hukum
dalam cangha mendubung fungst badan peradilin, maka perencanaan kepegawaian
dalam rangha ehrutmen Jenaga fungsional pencliti merupakan hal yang sangat
pentimg. Pushebang s perlu merckrut enags chstermal muupan dewan pukar, untuk
terhbat  dabam peliksanaan kegiatan pelabsana lungss Lithiing.  Tujuannya
tienighath s koalitas hasel penclitian msupun pengkajion vang dilsksanakannya,

Pelabsana Tungst Lithang juga memerlukan dukungan saruna dan Prdsarana
s e, yaetu berupa akses techadap berbagan lieratur terkini terkan dengan
wmk bukum, permliling maupun lopik vane relevan lainnya, semuy peraturin
perl ndang-Undangan,  putusan-putusan pengadilan, serta berbagai informasi VLN
petibing Ly Sumiber mformast teeschut dapat dikeloly oleh Perpustakaan MA
atauspun Latbang Namun yang lebih penting adulah kemuodohan  akses  untuk
mendaputhan anfermias fersebut. Untuk sw, Lithang perle didukung  dengan
ketersediaan T umuk mengiakses berbagan mtormasi penting vang diperukan, seria
beh o penyampasan (filing) weehadap infommasi vang telah didapatkan, wermasuk
penyimpanun semua hasil penelitiun dan pengkajisn sang  telah  dijalankan.
hochitishian UM, sarana Jdan prasarana i membutahkan dukungan angearan yang
tveikadan agar pelaksana Tungs) Lithang dapat benalan secars optimal,

Sesiin detgan vist dan st Biskin Peradilan discbutkan bahwa salah satu
hrteria Badan Peradilan Indonesia vang Agung adalab bily badan peradilun 1elah
mwampu mengelols dan membing SDM vang kompeten dengen kriteria uhvekid,

sehingps wercipta huhom dan aparatur peradilan vang benmtegritas dan protesional.
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il i adalah bonsekuensi loges dan adanya perencanasn pembaruan kebijakan
it strategn., bk pada arca ek yudisial muaupun arcy non-teknis vedisial. Rencana
pombeniukan dan pelaksansan sestems Kania dengan selurul proses lurunannys
wlilih pembaruan pada wres whnis sudisial vang mensyaratkan keteesediaan SDM
sung  homperen., bermtegntas dan profesional. Arcda non-teknis vudiial {aresd
poendukung) jugga mensyaratkan kesempumaan pelaksanuun wgas-tugas asdmmistratif,
kewangan, pesigeloluan surana dan prasiang sera pengelolaan SDM i sendir,
Prengan demuibian, diperlukan perencanisan dan langkah-langkah pembaruan vang
bersifal stratepis, menyeluruh, terstrokior, erencana dan tenntegrasi dalam satu
sistend mandenien S0

Dralam: mengoptimalkan kmnerga apacdur pengchilon, maka harus dilakukan
penvusunan profil kompetens: jubatan posisi, Dalamy proses penyvusunan  prodil
konnpetenisn, akan dibuat dablar kompatensi, batk soft comperoncy maupun hard
cearsprctones, vanig dibutuhban dan didenghapt dengun definesi kompetensi yang rinc.
serli shikaitor penilaku. Profil kempetens: e akan menjudi persyaratan minimal
ik jubalan posis tertentu seria akan memade basis dalam pengembangan desain
dlary sistem pada selurub palur SEM, schingga selanpuinya akan dapat dikembangkan

d Beknonmen dan selekss berbasis kompetens,

= o

celathan dan pengembangan berbasis  kompetenss, Pengembangan vang
thanukosud di sim lermasuk potash, mutasi dan promosi,

Perslaun Kinerja berbasis kompetens:,

L

-

L. Remunerast berbasis Kompetensi,

Ll

Pusba kairwr berbisis konmpetensi.

Drengan adanya sistem pengelolasn SDM berbasis kompetensi, maka seluruh
proses  pentloan bakon dan aparatur perahilen (bosa dikenal sebagai asesmen
kowipetensy mdivaduh, skan menpgunakan kompelenst scbapar kotenaparameler
pentiaran, Proses pentlwan vang dimaksud doerapkan bsk dalam rekrotmen dan
selehab, pencituan rolast-mutasi-promost. penentuan kebutuban pelatthan maupun
petilaian kinerja vang berujung padia pembenun kinena.

Sehubungan dengan pengembangan kanrn, Mahkomah Agung akan membangun
msdel hompetenst khususnya di bedung admenistrase umum dan profil kompetensi
uniuk seluruh jabatan g Mahkamah Agung dan badan-hadan peradilan di bawahnya
untuk digunakan schagsl dasar promost dan pengembangan kane. Dalam hal ini

termiisuh membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karic vang lebib
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spustlih sestan dengan perssvaratan jabutan. Terkan dengan pengelolsan organisasi
dan anajemen yang terdesentralisasi, maba peongelolsan SDM juga akan dilskukan
sevala Wwndescniralisas
SUM Berbasis hompetens: memudabhan implementast i, karena pendekatan
e osangat memungkmkan adanya stndarisas kntena, pembakusn sistan dan
pungembangan pengetahuan serta keterampilan penangeungawsb pengelola SDM di
aerih, Mroses pengelolusn seperti ini, dipandang lebih efektit dan efisien. Mengingat
himmpleksitas perubahan yung hares diluksanakan, berikut adalsh dukungan vang
diperluban untub berhasilnyg implemientusi sistem pengeloluan SDM berbasis
kemnpetenst
a lersehanya peraturan perundangan vang mendukung  kKemuandiman
pemgelolazn SOM Badun Peradilun,
b Addanya homatmen yang ket dan pimpinan dan selurah pejabat struktural
Hoadun Perwdiban,
vo Adanva penpuatan ounit kerja pengeloly kepegawaian dan  penguatan
pengelolin SOM sena Keterpadwan antara stralew penporeanisasian dengan
strate tanagemen 500,
do Aibsnya keterpaduan anarg strotegl penporganisastan dengan  stratep
anajemen 508,
o Manapenien SDM diposisikan sehags aspek strotegis dan terpadu dengan visi,
MksL datll sasalFan drganisas,
o Menyesuaiban perkembangan yung  tergadi, Aeksibel terhadap  perubahan
sestenin, hetentuan dan presedur mendorong kepatuhan wrbadap nilui-nilai

U g sals dhan eliha priviesi.

14) Peninghatun pelaksanaan  pengawasan kinerja aparat peradilan secars
optinl

Profil Pengawasan Mahkamoh Agung 2000-2035 yang ingin dicapai aduluh
sebapar henkut & "hungst pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi
v kredibel dan berwibawa, vang discgam dan dibonnat oleh selurdh jujaran
pengudilan karena kompetenst dan odepnitas pessoniinya, serta peran dan
Kedudukannya dalum vrganisasi Mahkamah Apung”, Kunet dasar untuk MEnCpl
tial dw adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupiakan konsekuensi

loges dan diteraphannya sestem sutu atap schinggs beban fungs) pengawasan yang
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divmbin oleh Mahbanah Agung melonjak drsstis. Selais dengan tnggmya
sorobanl masyarakal terhalsp Kinema dan iteentas Hakim dan aparatur Peradilan,
Badan  Pengawasan  (Bawas)  dituntot wotuk  melaksunakan fung=anva  seciara
independen  sampar batas tertentu schinges  kinerpanva mampy memngkatkan
Kuepercavinn publik wrhadap badan peradilan.

Struktur organisast pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan vang
perlu diperbaiki dan diingkatkan, misalnye posisi Badan Penpawas yang inasih
beclum setingkat Inspekiora Jenderal, gans komando dan koordinasi Badan Pengawas
v sl belum jelas, adanya kebutuhan anmtuk menjamin independensr Badan
Pengawas dan sepn struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspekiorat. Wilavah
vang perlu ditigau wang dan dikuatkan agar mampu mendukung peloksanaan fungsi
P s secars optimal d selurah Indonesia serta tantangan sumber dava dan
Rapusitun Bawas untuk mengawast Mahkamah Agung dun badan-badan peradilan di
Pusahingg i selurub Indonesia, Pengustan organisast pengawasan difokuskan pada
luma aspek, vantu

Lo Penguatan pelihsana fungsi pengawasan,
20 Penguatan SDA pelaksana pebpgawiasan,
Lo Penpuatun parameter objekiit peluksinaan PRUTIASAW s,
4 Pemnghain akuntabalkitas dan kushitas kvanun pengaduan masvarakat,
5. Redetiis hubungan Mahkamab Agung dan Komisi Yudisiml sebagai mitra

pelaksanuan fungs pengawasan.

Lralism polaksanaan penguatan tungst pengawasan, maka pelaksana funjst
penganasan hares diempatkan dadam posisge dan Redudukan vang  menjamin
terlabsananya pengawasan mternal yong idependen. pelaksans fungesi pengawasan
harus mampu melaksanaban fungs pengaswasan secaras efektl Jan efisien terhudap
selurube hukom, aparatur peradilan dan wnt organisast yvang berada di Mahkamah
Agung dun budan-badan peradilan di bawaboyu. Hosal dan pelaksanaan pengawasan
Barus ddvdetakban dalam kerangka pembincan secara menyeluruh dun menjadi dasar
pengambilan kebyakan. Apar peluksanaan funest pensawasan, maks peningkatan
SN pengawasen menpndi komponen wlan

Perminghatan Akuntabihtas dan Kuahitas Pelasvanan Pengaduan bagi musyurakat
sudah dilshuban melalun media online aplikast SIWAS schinpga dibaraphkan ada

kemuduban  wntuk  memndaklanjuti  semug luporanpengadusn  vang  ada dan
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Pengadiln Timgkit Banding sehagar  wjung  wmbak  pengawasan  uniuk
memndaklanuts laporan dan dacrah, Aplikasi SIWAS setiap suat akan dilukukan
peigamibangan dan penyempurnaan sehinges pengaduan masyarakat atos luyanan
pemgiduan. Dengan adanva kemudaban dabam melak ukan penpodwin maka secur

vk Lamesuny aban menpadi evaluasi kinerja pelavanun publik peradilan,

Lerkan dengan hubungan Mabkamah Agung dan Komisi Y udisial schagal
mtea dalam pelaksonaon fungse pengawasan akan dirmuskan kembali aiar lidak
diteinukan hembali permasialahan belum adanys kesepahamun hubungan kena sama
antara Mahkamah Agung dengan Romist Y udisial sebugal Lembaga Penguwas
whstvnial dengan tntangan pengaduan vinyg diterima oleh Komasi Y udizial perlu
ehikusordanas ko dengan Mahkamah Apgung

G metimghathan etekufites dalam melaksanakan wpeas dan kewenangannya
telah mengshn kegasama vang bk dengan berbagai instunsi atse kementerian
lembagza koo salah samunya vaite dengan Komisi Yudisial IRY), Selain melukukan
penpawasin ferhinl kadde Bk dan Pedoman Perifaku Hokim, Badan Pengawasan
Juga telabe miclaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan
hedepan Badan Pongav asan akan meningkatkan kerjasuma dengan KY antara lain :

40 Melakuban  pomenhsaan bersaing stas pengaduan  masyarakal terhadap
pelanggaren kasde Bk dan Pedoman Pendaku Hakim (KEPPH), ving selama
i dilubukian oleh masing-masing (Badan  Pengawasan dan KY) sehinpepea
adbunyi persamaan persepsi datam hasil pemeriksann tersebut,

e Membangun sarana IT untuk tenntegrasinya setiap pengaduan yang sama wang
ditwiukan ke Badan Pengawasan dan KY., sehinggs tdak terjadi duplikasi
pemeriksan yang dilakokan oleh Badan Pengawosan dengan Y.

oo Melsbukian  sostalisasi bersama penegakan Kode Ftik dan Pedoman
Perlaku Hakim (KEPPH) dan micloksanskan  kampanye  bersama untuk

e ipudhan permdilan bersih dalam rangeka mengagaek masvarakar mewaspadai

bahave matia peradilan seru menjags dun menegakkan kehommatan, keluhuran,
martabat, sera penlaku bakim,

o Lerkopvksinyy datubase hubim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk
mwrdukung pelaksanaan  pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding
miaupun hakan tegkan pertama,

v Melakukan pertemuan rutin untuk melabukan rekonsilissi atus  penpadisan

Wasyarahat yung bdak bisa dinndaklamun KY, yang  berkaian dengan
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penyinpiangan  vurdis bk dalam persidangan maupun pencrapan hukum

kil

Dsamming melukukun pengawasen seeara optimal, dalam rangka meningkskan
pteeritas lembaga peradilan Mubhkamah Agune menetuphan dubungon atas kebijakon
pemernmiah terkan dengan pembangunon s mtventos menwu wilavah bebas
horupst dan wilavah bieokrast bersih melayam,  Dukungan tersehit denpun
dikeluarkannya  surat keputusan Ketun Mabkamah Agung  Nomor
SELMA SR 2ZHY fenng  Pedoman  Pembangunis Zona Intepritas Menuju
Wilasah Bebas Korepsi (WHBK) dan Wilavah Birokrasi Bersibh dan Melayuni
CWHEM) pada Mabkamah Agung dan badin peradilan dibawahnya,

Pumbangenan sona antegntas merapakan salah satu Jangkabh awal uniok

mclahuban penataan terhadap sistem peovelenpearsan pemerintaban yang baik,

vichtil dan clissen, sehingga dopat melavam musyarakal secars cepal. tepat, dan
protesional. Balum penalanannya, banyak kendala yang dibadapi, dianturanya adalah
punyalshgunian woewenang, prakick KKN, dan lemahnys  penpawasin,  Zong
Intepntas (41 adalah pradikar yung dibenkan kepada instanss pemenintal yang
PR dan jajarannya mempunyab komitmen untuk mewugudkan Wilayah Bebas
dart horupst (WHEK)D Woilayah Birokrss Bersh dan Melavani (WBBM) melalu
relormast birohrast, khususava dalam hal pencesahan korupsi dan peniiskatan
kuabities pelayanan publik.

Ao Intepntay merupakan sebutan ataw predikar vang diberikan kepada K/
dun Pemda sang pompinan dan jujarsnnys mempunyas it (komitmen)  untuk
mewujudkan. WHE dan WHBM melalur spaya pencegahan korupsi, retvnmuas
biokrasl dan pemingkatan kualitas pelayanan publik.  Mahkamah Agung telah
menvananghin sehagar A1 mengusulkan salah sate wnn kerunva untuk menjodi
Wilanalh Bebas dart Kerups,

Wilayah Bebas dari horupsi (WHBK) adalah predikat yang diberikan kepada
sty wnil hema vang memenuby schagan besar manajemen perubaban, penataan
Latalaksang,  penatsan sstem  munajemen  SM, pempguatan  pengawasan, dan
poetipuatan akwitabibites kinena. Sedanghan Wilavah  Birokrasi Bersih  dan
Melayani (WREM) adalah prediks sang dibernikan kepaidi suaty. unit kena yange
enwnuln sebagan besar manajemen perubahan, penotaan tnalaksang, penatian
ststen) maimajemen SN, penpuaitan penpew s, penguatan skumabilitas Kinerja,

dhisrt penypuatan kualitas pelayanan publik,
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15) Peninghatan tranparansi pengelolasn SDM, kevangan dan Aset

Mubkamab Agung melalur berbapn kebijukannyva welah berupaya  untuk
mengaphkasikan wknologm dalam pengeloluan imformas vang diperlukan internal
vrganisas nadpuan pare peocan keadilan dan pengguna josa layvanan peradilan
Samun depmkian, dengan adanya perkembangun kebutuban, himgen kKing masih
banyuh tnbul kelubon Jdan pars pencan keadilan 120 sis1 lain, internal R TER ]
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan i bawahnva jugs masih merasakian
perlunya satu kebaakan sistem pengelolsan T1 vang komprehensif dan tenintegrasi,
wituh memudabhan dan mempercepal proses pelaksanaan gas dan fungsi di setiap
urel kerpe Dengan demikian dapat diharapkan tejadinyg peningkatan kualitas
pelayanan intormas: kepada masyarakat, vitu dengan mengembangkan mekanisme
PUTIRAran (TOCTas) antar unil atuw antir insitus atau yang dalam dunia teknolog
intfonmast dischut “faeroperabilioy” vane kemampuoan organisasi pemenntah untuk
etk uban whar- menukar mfomast dan mengintegrasikan proses kenanys dengan
miengpunakun standar erentu yang diaphkasikan secara bersama vang ditunjang
dengan teknedogn wformas vang memadag,

Memulike manapemen informasi yang menjemin akunabilitas, kredibilitas, dan
Damsparanst serta menadi organisas modem berbasis T erpade adalaby salah s
penunjang penting vang ukan mendorong terwujudnya Buadun Peradilon Indonesia
yang Apung Pengembangan T de Mahkamah Agung merupakan sarans pendukung
untuk maencapal hal-hal berikut i

a Pemngkoton hualinas putusan dengan penyediaon akses  erhadap  semua
mitormast yang relevan dan dalom dan lusr pengadilan, termasek putusan,
parmcl bakum, dan bannvi,

b Pemmngkatan sistem sdoimstrase pengadilan, meliput akses atas aknivitas
pengadilan dan Juar gedung, misaliya rewistrast, permintaan infonmasi, dan
kusaksian.

vo Pembentukan clisicnst proses keno de lembags peradilan, vaiu denpan
mengurangd  koera manual  dan omengpantkannye  dengan  proses  berbasis
kommputer,

do Pemnbentukan  organisasi  berbasis  kmega,  winiu dengan mengeunakan
teknolop sebagas alat untuk melukukan pemantavan dan kontrol stas kinerja,

e Pemgembangan metode pembelgaran dan Bimbingan Teknis menuju e-

fearvmang atiw pembelujaran jorak jauh secars bertshap,
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Guri efisiens dan elektifitas Kinerpa semua soludn organisass & bawah
Mahkamiah Agung akan dibenikan akses pada susta sistem tunppal yang dikelola
sevurd terpusat o Mabkamab Agung, melalu suate jaringan komputer terpadu yang
tersehur di selurub Indonesia. Penyvedisan sistem informasi secara terpusat ini-akan
menpunin pelahsanaae proses kera sang konsisten di selurub Lok organisasi
Mabkamah  Agung,  memudahkan  dalam rotast dan mutas pregawal,  scria
mwinudahkan wehos penyedisan, pemelibarm maupen pengelolanny.

Perkembuangan  Tekoolog dan Informas: vang  berkembang begitu pesat,
scinngpa sangat banyah membantu dalam proses penyvelesaian pekengaan disegala
b termasuk mempermudal dan mempercepat proses pelaksanaan wgas dan
Pt i setiap unit ke baik intemal orgamisast Mahkamah Agung dan Hadan
Peradilan v bawahoya dulam sistem pengelolaan T1 vang  komprehensitt dun
tenmbeprast, namun dalam pemanfaatannya perlu sda sturan-sturan agar dapat
bercapal sesuan denigan kebuluhan, Permsantaatan Teknologn  dan Informasi, it
porlu didukung regslos vang dapat mengendalikan perilako dengan aturan dan
batasan. Peraturan dan repalasi dalam bidang 11 di Mahkamah Agung dan Badan di
Baw ahnya vang sudah dibangun dan masih dibutahkan sepeni

a, bmdang-Undang Somor 04 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informas: Publik,

Ubadanp-Undang oo terbit dilstarbelabang ooy wntutan s kelola

hepemenntahan vane baik (Clod  Ciovermamee) vang mensyanikan adanyu

akuntabilitas, trnsparansi dan partisipasi masyankat dalum setiap  proses
terahinvia kebijakan publik
b Suru Rowpiat usan ketun Mahkamah Ageung Momar

Ll BMA T MAL NI temtang Pedoman Pelayanun  Informasi i

Penpadilin, mewggudkan pelaksamoan wgas dan pelavanan infonnasi WAL

clebhil dun efisien sena sesual dengan ketentuan dalam peraturan peraturan

perUindang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai
dengan tugas, fungs dan orgamsas Pengadilan. Maks ditetapkon pedoman
pelayanan nformast yang sesuad dun tegas melulul Sung Keputusan Ketua

Mahkamah  Agung BI Nomor o =140 RMASRK200 tentang  Pedoman

Pelavanan lnlomest o Pengadilan sebagan pengeant Surat Keputusan Ketu

Mahkamiah Agung BE Nomor @ 440 KMAVID2T tenteng Keterbukaan

latormus o Pengadhilan (Sistem Informasi Pesclusuran Peckara (SIPP) atia

Case Prockene Sestem (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannyva CTS Versi 01
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i C18 Vers 02 dan kini sedang dikembangkan CT5 Verst 03 di lingkungan
Persdilan Umum, Peradilan Militer dan TUN  dan redvsign SIADPA  di

linghunngan Peradilan Agama.

Dalam miewujudkan pengolsan SOM vang efekt! dan efisien peningkatan
kompotenst dan ntegntas SDM Mahkamah Apunp dicapass dengan 2 drah kehijukan
vty (1) Penataan pola sehrutmen Sumber Dava Manusia Peradilan, dan (21 Penataan
polis: promost dan mutast Swnber Dava Manusia Peradilan, Untek mienata poli
rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemun kendala seperti pemenuban
rebutubian formasi SDM vang belum sesacn dengan kompetensi vang dibutubkan
dengan menemun beberapa tantangan, seperti; (1) Sistem ekrstmen di Mahkamiah
Agung belum memenuln koiteria obyekifl sesw SDM yvang dibutuhkan, (2) Belem
addar parameter penentuan formas hakim berdasarkon beban kerja setiap pengadilan
securd lebih obgehtt dian akurat, (3) Belum ada tjuan ceknumen hakim yvang lebih
mengedepankan upaya mempereleh calon yang berkuahitas selun mengisi formas
vang kosong, (4 Belum bedakunva prinsip pentingnya komposisi hakim di
pengadilan yang mencerimnkan keberupaman vang sda dalam masyarakat dalam
runeka clektnvties medias, (5) Belum ada west kepribadian (rest psikolog) dari pihak
Sl berthennpeten dabon menggali sena mengukur potenst sescorang untuk
menjalankan tungss peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya dear scouting ke
herbign wmversitas dengan akreditast memuaskon uniuk mendapatkan imput aparatur
peradilan vang berkualinas, dan (7) Belum ada sistem rokrotmen asisten hakim
Apung. Sedanghan potens: yang ada watuk mendukung arah kebigakan pendtaan pola
rekrutmen Sumber  Dava Peradilan adalsh (1) adanya metode (ransparans
presspuimunian hasil wien vange objekiid dan dupat diskses secara mudiah oleh pesenia
Vmediprte mabay due perimgkat), (23 terdapat bagan yvang khusus menangsm laporan
hastl ssvsmn, kompetensi SDM, rekam jejuk hakim dun pegawai, peta SDM
Mabkamah Agunge BRI serta prediksi dan antsipasi penempatan SDM Mahkamah
Spung RL 03 dudaksnnyas standansast aturan mieongenal penambaban persyaratan
mienpacdt Bakuw vang sosoin dengan Kebutuhan Karskteristk seorang hakim (wntuk
miencakup mteentus, moral dan karsktensuk yung kuat, kemampuan komunikasi,
mietliky nalar vang bk, Jdun lone-lmng, dan (4) pelibatan lembagn cksternal dalam
proses rekrutien aparatus persdilan telah dillaksanakan batk dan Komist Y adisial

waupun lembags Lo vang berkompeten bersama dengan Mahkamah  Agung.
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Sehingis strate yang dipakai uniuk argh Kebipakan i adalah rekratmen dun seleks:
berhbuasis kompetensi

lerhait dengan bidang keuanpan komlisi saat ini dalam bl AnLarin,
Mabikamah Apung meogalam kendala dalam pemenuhan kebutuhan pperasion
Barokras keputasan pagu anggaran merupakan kendala utama, Usulan Perencangian
anggarin yung diguban oleh MA melalul proses pembabasan dengan Bappenas dan
hementenan Kevangan, acap kali Gdak mendapsthan alokasi dina sebapimang
vang digjukan didan rencana. Untuk menjamin eiekiivitas pelaksanasan tugas dan
tangpung jawab MA schapal lembags penegak hukum, maks ketersedigan alokasi
aherns merupakan hal yang penting.

Lntuk mengatast kendala wesebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian
Anggatai Mahkamah Apong dicapan dengan 2 arah Kebijakan vaitu (1) Penyusunan
Rancungan Peraturan mengenan implementas: Kemandinan Anggarin (2) Penyusunan
Lisulan Rancangan Revist Paket Peraturan Perlndang-Undangan Kewangan terkait
beemandiman Anggaran Peradilan,

Disamipeng arah kebijukan dan stratepn untuk pencapaian Visi dun Misi
Mabkamah Apung dan mendukung program dan kebijakan pemenintah baik RPIMN
maupun kebipakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah
masional COVID-19 melalul Instrukss Preaden Somor 4 Tahun 2020 Vampeeal 30
Marct 2020 wentang Retocussing Kegatan, Realokasi Anggaran, sena PPengadasn
Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus  Discase 2019
COVEID-19 dan Surae BEdaran Mentenn Keuangan Nomor SE-0ME_02/.2030
tamggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing hegatan dan Realokusi Anggaran
hoementenian Lembaga dalum Rangka Percepatan Penanganan Corona Vinus Disease
SN COVID-19), maka Mahkamah Agung dipundang perlu menctapkan arsh
hebijahan dan strateen dengaon mengadakan penyvesuaian-penvesugian  kepiatan

sebhapn akibar dan wabhah COVID-19,

Arah hebijakan dan Strategi vang dimaksud dijabarkan sehagai berikut:
i Optimalisasi layanan penerimaan  dan  penyelesaian  pekara  perdata
dilakukan melalul peradilan clekironik
Iepggan seimabin marknve pensebaran Coroma Piews isease stan lebih
thkenal  dengan ostiluly COVID-1% pemenintah - menctapkan  penanganan dan

pencegalian penycbaran Corong Views Misease (COVID-19),  dalam  cangka
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meidubung kebijakan tersebut Mahkamah  Agung mengeluarkan Surst Edaran
Sevvior b babun 2020 tentang Pedoman Pelaksangan Tupas selamia Masa Pencepahan
Penyebaran Corona Virus Discase 2009 (COVID-19) di lngkungin Mahkamah
Agung dun Badun Peradilan yang berads dibawahnya. Guna tetup terwujud adanya
kepastnan hukum vang  berkesdilan,  Mahkemah Agung memenntabkon kepada
seluruh pemgadidan agar mengoptimalkan layanan peradilun untuk perkara perdiuta
dengan memantuathan apbibasi e-Cowrr untek administrasi perkara dun pelik sansan
persihingan deegan menppunakan aplikase e-dobsarion, Aplikas o-Conrd menspakan
buwian dan pengadidan clekiromk  vang distur oleh Persturan Mahkamah Agiing
Somwer 1 Tahun 2009 wentang Administrass Perkara Peagadilan Secara Elektronik.
Dakim menjaga wiap  wewujudkan  kepastion  hukum  dalam perkara  perdata
pelayanan wdmimistrasi perkara tetap harus berjalon secara efektif dan elisien, Oleh
kurenanya dipandang perly wntuk melaksanakan persidanean secars elekronik atau e-
Conrt dpar dapat memenuli pelavansn adoinmistrast secara efeknt dan efisien
dimiakosud, dengan aplibass o« Conor pemangegilan para pibik, penginman replik-duplik
ispat dilakuban secars clektronik selinpga biayn perkara lebib efisien, asas

pepvelesinin perkara secara cepat, sederhana dun iaya angan akan mudah terwujud.

b. Lavanan  penyelessian perkara pidana dapat  dilakukan  melalui
persidangan jarak jauh

Dengaun dikeluarkunnys kebijakan pemenmah dalam congks Penangsnan dan
Pencegahan Penycharin Corong Virus Discase (COVID=19), Mahkamah Agung
mendukung kebijukan pemerintah tersebut denpan dikeluarkannnya Surat Edaran
Sonwe | Tabun 2020 teniang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencepahan
Pepyebaran Corona Viees Disesse 2000 (COVID-19) di Lingkungan  Mahkamah
Apgung dan Badan Peradilun yang  Berada  Dibuwahnya. Surat edaran tersebut
mengatur bahwa persidangan perkars pidana, pudana militer, don jinayat tetap

ilsksenakan khusus bagi terdakwa yang sedung ditaban_dun penahansnnyy tidak

dupsil shiperpangang Lo selama masa pencepahan  penyebaran COVID-1 9,

persidangan perbara prdang, pudana maliter due jomayal terhadap lerdakwa vang secara
sk miasa penabonannya magsith diperpangang dapat dalekukan penundaan sidang

dengan habam tungeal sumpan dengan berakbirmsa masa pencegahan penyebaran

COVID-Y Penerspan kebigakan pemenntah pembotasan wwp  muky  tidak

menghalang adanya kepasban hukum dan -keadilun bagn masyvarakat pencart keadilun,
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belia s perbara-perkarg vang wetap harus disidangkan, maka banpgkah kebgukannya

acdalah sebigun benkout:
Penundaan persidangan dan pembatasan  pengunjung sidang  merupakan
hewenangan majehs hakim untuk menentukan,

= Magehs Bakun dapar membatasi jumlah dan jurak aman antar pengunjung

sidang (aocial distuncing),
Majelis hukin dapat memerintabkan pendeteksion suhu badan sena melarang
kontak Bk, sepertn bersalaman bage pihak-pihak vang skan hadic atsupun
dihidorkan i persadingan,
Magehs hakom maspun pihak-pibiak dalum persidangan dapat menggunakan
alut pelindung berupa masker dan sarung wngan medis sesua dengan kondis

dun situasi persidangan

¢. Peninghatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung mclalui
diklat online

Hahwa dengan tenadinya pandemi Corong Vires Desease 2009 (COVID-19) di
wilayil Negara hesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyastaan resma
dare World Headth Chrgamizaeion (WHO) yang menyvatakan COVID-19  schagai
pansdemy global, dan pernsatsan Presiden BRI tentang Penyebarun COVID-19 sebagai
Bencana  MNassonal (Beacana Moo Alam). Sehubungan dengan hal wrsebut, Badan
Lithang  Ihklat homdil Mahkamah  Agung BE mengambal  langkah  kebijakan
penselenggurisn pendidikaon,  pelatthan  dan orentast  dilaksanakon  melalui
pembebyaran  jarsk  jauh  berbass  wkoolog  informast  (e-dearning) dengan
mengoptimialhan penunloatan sarana dan prasarana weknologn informasi vang dimiliki
oleh Badan Labang Doklst Kunwhil ssat i berupa Studio Pembelajaran berbasis o
fearming.

Scbelum terjadinya pandemi COVID-19, Swdio Pembelajuran berbasis -
fearning digunakan sebagai penunjang pembelajarun secara konvensional dengan
enghamibinastkon i cluxy raimeg dengan e-learming yang kita kenal dengan nama
Slemdied learnng. Setelah epadinga pandemt COVID-19 dan ditindaklanput dengan
adansa Sural Bduran Retua Maubkamah Agung RE Nomor | Tahun 2020 wentang
Pelaksanuun Tugas selama mass pencepahon  penyebarn Corong Pimes Desease
(COVID-19y i Lingkungan Mahkamah Apung BRI dun Badan Peradilan yang berada

dvbawahnya, sehimpen pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun
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i Pusdiblat Menpim 1-n:[l|.li'|1.|i'|1]_'.'u mengeamakan melody p.;:mh.,_-j;.j,lr,-m hoerbasis e-

fouraiing.

Schagn pedoman penvelenggarasn diklat berbusis e-fearming, Badan Lithung
Ik Lt Kumdil Mabkamah Apung RE mengacs kepada Surat Direktorat Jenderal
Angzgaran Momar 5-5020AG 2020 tweetangpal 9 Aprl 2020 tentang Penjelasan Terkail
Hiava Pendubung Rapat melalui donng yang merupakan jawaban stas surat Sekretans
hementeran Pendisigunoan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Kemenpan
KB SNomor BOLET S kL 01,0002020 tertangeal 2 Apnl 2020 yang & dalamnya
menpelushan mengena bonoranum marssumber, bays pakel Komunikasi dan biava
pemnbelan Disenst aphikast video konterensi. Selenjutnya Badan Lithang Diklat
bumdil Mahkamab Agung R menunggu adanva regulass lebibh lanjut mengenai
puklak atan guknis berkaitan dengan penvelenpgarsan pendidiban dan pelatihan
berbasis -dewrnme, bak untuk diklar teknis peradilan maupun diklal manajemen

kepemampinan, tedebib Lag untuk diklat vang merupakan priontas nasional,

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan
riny asi Geduwnyg kantor

Senfasarkan Peraturan Presiden Somor 54 Tahun 2020 wnggal 3 April
202 pentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belangu
Meegara Dabun Angearan 20200 dan surat Menteri Kewangan  Nomor
SO ATR U2 2020 wnggal 15 Apnl 2020 tentung Langkah-Langkah Penyesuaian
Bolaa  homentenan Lembaga TA 2020, maka  semues Kementenian’ Lembags
dilakukan penvessan postur angparan. Delam rangks melsksanskan  Peraturan
Pemenntah Penggantt Undang-Undang staw Perppu Nomor 1 Tuhun 2020 wentang
hebijakan keuvangan Segarn dan Stabditas Sesem Kevangan Untuk Penanganan
Parwdommn § v i Shivease {Covid-19 ) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka
menghadapar ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stubilites
ststen kewinggan negara, Mahkamah Agung than soggaran 2020 mendapatkan pagu
sehosar Kp. (ST RIT977.000 terdapal penyesuaian pagu sehesar
Rp. TAIOZLWTANN selinggs pague tahun angearan 2020 menjadi  sebesar
Kp. SR80 Penyesuaan pagu angearan i dilakukan  pada kegisan
puembangunan pengadilan dan reaovast gedung kantor,  belanjy barang  non

vperastonal, perjalanan dimas serta bunbingan teknis aparstur sipil negara,

o
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Dengan wda penyeswnan page  anggaran  tersebul,  maka pebvkasanaan
pembangunan dun renovast Gedung kantor pengadilan mengalio penyesuaian yang
sctlipal sipnitiban yang berkisar 80 dar nilai Gsik, hat innakan burpengaruh terhadap
rosdmap pembangunan renevast pedung kamtor pengadilan,  Untuk pembangunan
pcdung kamor pengadilan dilakukan penyesunion dengan mekanisme multi VLATH
honteak, sementars untub renoviss gedung kantor scbagian dilskukan dengan mult
years hontrak dan sebagian dengan kontrak twhun tungeal. Selsin pembangunan dan
e st pedung kantor pengadilan, rosdmap belama modal pengaulaan sarana dan
prasarama lavaman peradilan juga akan mengalanm penvesugian  untuk gedung

penisidian baru dan permenuhan kekuranganan dukungan layanan minimal peradilan.

e, Optimalisasi dukungun pelaksanaan tuges fungsi Mahkamah Agung dan
Badun Peradilan yang berada dibaw ahnya dilakukan secara online.

Sejak penienntab mengimbau masyarskat untuk melikokan aktivitas dan
rumah. banyak orang vang menppunakon splikes video conference melalu) Zoom
Muvaime sehagal media untuk berbagai keperluan, Aphikast i dapat menjadi saring
rapal koordimasi, pembinsan, pendampingsn masalah, monitering dan evaluasi tanp
harus mclale tatap muoke. Pada whun dangeaan 2021 prmpinan Mahkamah Agung
kit mewapibkan seluruh sotuan kena dialokasikan angparan untuk belanja sewa
sovin micetng berbayar. Langkah langkah optimalisast koordinest dengan media
s meeting i sangat diperlukan disamping karena kebijukan pemenntah untuk
pembatasan bertatap muke, nomun juge dikarenakan rentang kendali poradilun
dithawah Mabibamah Apung sangal luas. Roordinas: antara Mahkamah Apung dengan
peradilan i dacrab akan menjadi efeknt dan ehisien, pendumpingan brerbagai lugas
hedinasan akan menadi lebah modab, sosialisas berbugai kebijukon Mahkamah
Agung akan semahin cepat ditenma oleh aparatur peradilun Khususnyva yang berada di
pulav-pulau vang saneat subit wntuk dijangkaw secara fisik,

Dengan mengoptmalkan fungss teknologs iformise zoem meetine im0 maka
Mahkamah Agung shan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluwsr
Kantor. pergalanan divas akan dilokukan secars ketat dan hanva dilukukan untuk
penyelesinan musalab vang sifatnya sangat urgent, dibarapkan belanja perjalunan
chimas dapas ditekan untuk mendukung operssional layvanan peradilan. Namun dengin
permbatisan perpalanan danas e ndak mengurang pelaksanaan wgas dan fungsi

Mahhamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya

Reviu I] Rencana Strategi ©A Watampone Tafiun 2020 - 2024 s




dany kapasitas aparatur, meningkatkan intepntas aparutur peradilan serle menjaga

mrarw s Mabikamub Agung dan badan peradilan dibawahnva,

3.2 Arah hebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drafam rangka mewujudkan visi dan omsi, mijuan dan sasaran vang ditetaphan,
Penpadilan Tinger Agama Makassar menctapkin arah kebijakan dun stratei schaga
berikut
. Pemingharan Kinerja
Penmghatun hinerja sangat menemukan  dalam meningkatkan  sisten
mhanpemen perkars vang akumabel dan transparan sehingga masyarakat pencari
heudilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinega sangat mempengarubi
e rendahinys angka penyelesuiun perkara, proses peradilan yang  cepat,
sederbana,  transparan dan akumaebel, Pennghatan kinera beriuguan  untuk
e nghathan mtegntas sumber dova apatatur peradilun
Hal-hal sang perlu diperhatikan untuk mendukung kebakan dan strateg
peningkatan kinerga |
FE sistem kane merupakan perbarkan dalam mekanisine promosi dan mutasi
st dengan kompetense,
2b Penguwasan chstemal dan anternal. Hal i disebutkan untuk  menjamin
borfalannya proses pencgakan hukum vang akuntabel, don memenuhi rasa
keadilan masyarahat,
i Menguasn Stndar Operasional Pekenaan (SOP) sesuai bidangnya,
+) Disamping i, perlu adanya dukungan sarona dan prasarana dan teknolog

midermast vung memada untuk meningkatkan Kinerja,

b Peninghatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalum wpays untuk memingkatkan koalitas pelayanan publik, diperlukan

Kebipakan vang memperhatikan hal-hal schagm berikur

1) Menuhki standar pelayanin bagi pencan keadilan mengatur dengan jelas hak
dan kewapiban penvelenggaraan pelayanan maupun penerima liyvanan.

2 Menubke mekamsime penanganun pengadusn,

1) Menmgkatkan sarana prasgrang dan weknologi  informasi untuk pelayanan
publik

Reveu [l Rencana Strategn PA Watampone Tahun 2020 - 2024 i




Iransparsnst dan akuntabilitas dalem sebush  organisasi premen ntahan
rerupikan clemen penting dan prinsip utama etk mendukung lahimya schuah
Lita kelobs pemenintahan yang baik (good goveormamce), Berkaitan dengan hal itu,
Pengadidan Tinggs Apama Makassar sebagai ujung wembak Mahkamah Apgung
BRI dalam hal menenma, memeriksa, dan menvelesaikan perkara yang digjukan
oleh para pencan keadilan (usiciabelen),  memposisikon din sgba e
Perpanjaiean g alas “eetak biru™ (e peie) vang disusun oleh Mahkamah
Agung R untuk program pembaharsan peradilan dan reformasi birokrasi sehayu
Uy peicegabian alds penyimpan gEn-penyimnpangsn yang mungken timbul,

Adamyu kemggoan Kuat melakukan reformast birokrasi di midang peluyanan
hubum  dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembagea
peradilan khususnya  pasca retormasi,  ditandal denpan . melukukan  upaya
penghapan  secars pwtedoloes dan mendalam wniok menvusen cetak biro
Mahkamah Agung B dan peradilan secaras menyveluruh,

Pengadilan Agana sebagoi lembaga penyelenppars kekussaan kehakiman
Udtenal power) khususnya bagn otang-orang yvang beragasma Islam dan dulam
perkurd tervntu sangal mengaprestast dan menyambut baik lungk ahi-langkaty
konstrukut vang dilakukan oleh Muabkamah Apung tersebut dengan harapan
terjadinya peruhahan mendasar, baik secara strukiural maupun kulwral di
binghungan peradilan, weemasuk di dadamnya peradilan agama.

Sulaby satw perubashan mendasar vang terjadi seeara signitikan di lingkungan
peruchiban apama sdalab adenya penambuaban kewenangan-kewenangan  baru
vang buhioys hanya terbatas pada hukum kelusrga (ehoal al svakfishivah)
Safb, betapn swidah diperluas sampal kepada persoalan-persoalan mu’amalah,
msaloya menangam perkora ckonomi syan”ah. Penambahan kewenangan barg ini
mengadi tantangan teesendin bag warga peradilon agama secara prosfekuf, tidak
Banva dulam konteks tuntutan untuk mampu menonjukkan kepada seluruh stuke
borlder publik bahwa kita mampu menangem perkara-perkara chonoema syan'ab,
ak ik antar wmat Bslam maupun perkors-perkara lainnya, teapn wang
peradilan agama Jugs diperhadapkan pada sebush  harapan  publik  (public
capacanen) negars Indonesia vang mayontss penduduknya muslim ini akan
sepauhy g chastense peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan

seenblabl dengan avanah Islam,
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Perluasan kompetensi absolut {ubsolute kompetency)  vang  dinlik
Penpadilan Agama, keberaduan Mabkamah Syan'ab 3 Aceh dan hal-hal lain
yang melekat pads Pengadilan Agama dun Mahkamah Syanah seperti yang
distur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber  Daya
Manusia (SDM) wargn peradilan yang mesti dilakuksn secara ferus menerus,
lerutuni para hakim schagal wjung tombak pembenan keadilan bagi para pihak
pencan keadilan Gustisbellen),

Sebigan kelanjutan program Retormast Birokrssi Mabkamah Agung R
dalam upays meminghatkan cira Mahkamah Agung  serta seluruh lembags
Peradilan sang sda dibawahnyas menpadi lembaga vung terhormat dan dihorman
wlehi pubhik,  kebigakan dan strateg Pengadilan Tingg Agama  Makassar
disntaranya adalah pemingkatan sarsng dun prasarana Pengadilan. Agama di
Sulawest Selatan dan Sulawest Baran, khususnya penyelessian pembangunan
pedung kantor Pengaditan Agama yung belum sesua dengan prototite vang telah
ditetupwan voleh Mahkamah Agung

i samping i, untuk merespons smanah Undang-Undang Nomor: 14
Tahun 2008 wentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomaor:
25 Tabun 2MKR wntang Pelayanan Publik, maka Ketus Mohkamah Agung R1
mwcnpeluarkan Surat keputusan Nomor, 1-144 Tahun 2001 tentang Pedoman
Pelavanan Iotormast di Pengadilan yang merupakan penvempurmaan dan Surat
heputusan Namor: 440 tahun 2007 entang Keterbukaan Informast di Pengadilan.
Lahimya surat keputusan int menandakan bahwa Muabhkamaeh Agung dan selunuh
pajaran Lembagas Persdilan di bawahnyva membenkan atenst dan spresiasi yang
sl besar lerbadap persealan transparans dan keterbukasn ainformasi di
Pemidilan. - Mahkasmah  Agung dan linghungan  peradilun dibawahnya
buerkeyakinan babwa lransparansi dan akuntabilitas menempatl posiss penting dan
stratepis dulam upays membanpun crira fembaga peradilan menugu peradilan
vang agung  Akuntabalinas merepakan tonppung jawab dan Baden Peradilan
hepada  sclurull stake bolder, bak  mternal - maupun eksternal. Sementara
wansparuns dittik beratkan pada dupat diketahwinya perumusan kebnakon dan
fasil pelaksanaan kebyakon wersebut oleh banyak pibak, terutama para pihak yang
berkepentingan.  Sedungkan  keterbukoan adalah  pembenan informasi  secara
wrbukia melilu pemantiatan wknolog informast dan medi-media lainnya

kepada seluruh stake holder publik, sehinggas mercka bisy menpukses secara
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lerfuba dan bebas mengenan informasi yang terkan dengan peradilan, Dengn
keterbukaan antormass i melslul pemantistan ehoologl  intormasi, dihargpkan
dapat membenkan dampak  posinl tetadap  pencitraan Lembags  Peradilan,
Khususnya Pengadilan Tinggr Agama Makassar dan selurh Pengudilan Agama
wang ada dalem wilayah hukumnya

Berlusarkan KMA 1-144 tersebut, infonmasi pengadilan yang menjadi hak
umuk  dishses oleh publik adalah @ Gambaran umum pengadilan berupa:
Yurisdikai, nama dan jubatan pejabat dan seterusnya, whapan proses berucary di
Pengadilan, bak hak pencan keadilun dulam proses peradilan, selurub biaya yvang
puerhubungan dengan proses perkara seita baya hak-hak kepaniteraan lain sesuai
dengan tugas dun kewenangan pengadilan, apendajsdwal sidang  pengadilan,
agenda sidang pembicaan putesan (Pusan Banding dan Kasasi), mekanisme
penpadusn duean pelanggaran yong dilskukan Hakam don pegawai

hebyakan dan strates vang Lo, Pengadilun Ting Apama Makassar
dabam melabuban berbagin upaya perbakan-perbackan, bak  pada  tataran
barokrast penvrunaan perkara, pengolahan © penanganan sdministrasi keperkaran,
dan pengolihan © penanganan admimstras: wmuom, yang salah satunya melalu
SIPE (Sistem Informas: Penelusuran Perkara ) yang dipelopon oleh Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Apung R dengan mengpunikan
peringhat whnolog ntommasi, Hel tersebut menupakan wujud  Reformasi
Birokrast menuju elecironic-goveraance vang lebih dikenal denpan e-genernanee.

Femantiastan perangkal teknolog inbormas: menjadi penting, bukan hanya
dalum konteks  transparansi dan akuntabilites, akun tetepi yonp wk kalah
pentingnya adalab dalum menguksclarasi penyelesaan tugas-tugas pokok dan
tungst Pengadilan Tingg Apama Makassar nu sendin. Dimana volume pekerjaan
cenderuny semakin ban semakin mengalanu pengkatan vang cukup signifikan,
hhususnsa dalam penenimisan perkar, Hal ol membawa konsckuensi terhadap
urgensinya dilakukan Reformast Birokrast pada sekior keperkaraan, pengiwasan
temil bag pars pegabat, Hakim dan pegawal  Pengadilon Tinggt  Agama
Makassar  dan Pengadilan . Agama vang ada dolam wilayah  hukumnya,
Penpembangan Sumber Daya Manusia melale jalur pendidikan formal maupun
medr formial melalut pelatiban-pelanhan, begiu puls pembinaun karir serta

[PETIEALILLAN SrAn Tpal Sasaran,
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33 heranpgha Kepulasi

Lndang-Undang . Somor @ 25 whun 2004 wntang Sistem Perencanaan

Pembangunan haswnal, secara tegas menyatakan bahwa kerungka regulisi menjadi
hagiun dan saluh satu dokumen perencanaan pembanpunan nasional. Pasal 4 ayal ()
menyitakan:
RV Nl merupakan pesgabaran dart visi, misi dan Program Presiden ViR
ponvistnannve - borpedoman pade REIA Nasional,  vang  menisia slralegi
plembenganan Nasional, kebiakan umum, proveam besenteian ¢ fembaga dan linas
Aomentertan Lembaga, Aewilavahan dan lintas  kewilavahan,  seria keraneko
CRORm kg Ve mencakup  gambaran  perchonomian  secara menyvelieud
fermasuk aral Kebijaban fiskhal dalam rencana bevja vang berupa kerangka regulasi
e Kerampbat v ndanaon

sSuinng dengan duerbikannya UL Nomor - 25 tahun 2004 1entang Sistem
Perenvanaan Pembangunon Saswomal fersebut di ates, dan UL Nomer @ 12 tahun 3011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan, guna mendorony pencapaian
pownitas poembanpunan nasienal, kKhususnya terw wpudnya kepastian hukum, maka
diperiukan sdanva suate regulast peraturan perundang-undangan yang berkualitas,

Tabapan Sasaran Pembangunan Hukum Naswonal Janpka Menenpgah RPIMN
tahun 2020-2024 wdalah Aesadaran dan pencgakan hukum dalam berbagai aspek
helwdupan berkembang mohin mantap sena profesionalisme aparatior negarae Jf
Friasiet don davrah suikin mampi meadukung pembangunan rasional,

Henvana Pembangunan Jangka Menenpah Nasional Tahun 2020-2024 Ving
sclanjutaya disebut RPIMN adalah dokumen perencansan pembanpunan nasionad
untuk pertsbe 5 (hma) tahunan keempat (RIYMN V) dad RPIPN 2005-2025, vakni
tahun 020 sampan dengan 1ahun 2024,

Dridam melak sanakan program pnontss pemenatah yang tertuang dalam RPIM
tahan 20200 - 2024 vange digmanatkion kepada schap kementrian © lembages, moka
kumenterian fembapa dimaksud  harus meactaphan kerangka regulasi yang
dijadiban schagar istrument guna  pencapaian sasaran kelembagaan, Kerangka
Petulasi metupaban perencanaan pembentukan repulasi dalaom rangka memfasilits,
mendorony dan mengatur perilaku masvarakat dun penyelenggaraan Negara dalam
ranpka mencapal wusn bermegara. Kerangka regulasi im distur dalam pasal 5 huruf

¢ Peraturan Menten Perencanaun Pembangunan Nasional/ Kepals Badun Perencanaan
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Pemnbangunen Nasional Nomor ¢ 5 tahun 2019 tentang Tata Cura Penyusunan
Rencuna Strabepis Kementerion'Lembags tahun 2020 - 2024,
Perlunya dimasukkan keranska repulasy dalam pencana strateis tahun 202(0-
2024 adalah
a. Muengarahkan  proses perencanioun  pembentukan regulast  sesum kebutuhan
pembangunan,
b Memmphatkan kualnas segulusi dalam rangka mendukung pencapaian proritis
pearthamguanan,
o Memmghathan elisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pombentukan

regulias

Mabkamah Apung sebagin salah satu lembaga  tnggi nesara dalam
mercalisasikan program pemenntah yange dituangkan dalsm RPIM tahun 2020 - 2024
juga harus menctaphan kerungka  regulasi, Begitu pula Pengadilan Agama
Winampeone sebagi ujung ombak Mahkamah Agung BRI dalam hal menerima,
menwenhsa dan menyelesiikan perkara vang diguksn oleh pura pencari keadilan
Yeasriciedwivn) di wilavah habupaten Bone, Penctapun kerangka repulass yang dibuat
Pengadilan: Agama Watampone sudab barang tente akan selalu seinng dengan
hebijiakin lembaga vang ditsangkan dalam acabh kebijakan dan strategi Pengadilan
Agamia Watampiong.

Apar pelunsanaan progrom dan kegatan dapat berjalan dengan baik, maka
perlu didukung dergean repulasi yang memadian, Perubaban dan penyusunan regulasi
turunun Undang-Undang dikankan dengon wugas dan fungsi Pengadilan Agama

Woatamipone
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Fabel 3.1
Keranghe Regulass
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egulssi Fenanppungjow s Terkaii
| Menimphatn | = Pendederfangem w  eimheniukan & Sk bochio wniumg Perweuan Pampar B s Perbaea Foerani e ko sanmitraan
Memsclesisiun e byrprhira Litkliian bk | % Sk kot weitang 1ant Bios 1PSE°
Persard 2 Penpualan sl neid & Sk kot tentang Makim SEediatm
pada bwadilan i abisg & Sk bootua tentang Penserahan Salinas Putusan Penctapan
L TS T g T ] T —_ﬂ..‘ru_qL abBir | S K et | e TR _-...._,._.”_?.._..LJ otk i 1P inaesiti _h_.._.__.._.:TL_u_
THL LTt PPl Tl (RE{IT L]
a [enutian wlang
R T TR S P T R
i A
w chaen vlang
P medericn
fwrhard
2 dkptinmalinasl ~  Peninghalan A Impletmeniey Sk | Sk ketod Denanp Penunjobst Poiatar Porigelols [rlemis) Bt Pl riiin L vpanileraan
Slarapemen prmsclesansn poerkar, EAEA tembang aham DRk wreeritas 100
_....s.__.hi.___u__ < -_r._._.__._..r._._._.._ Purewpzlan Sk Bt Temieng Sandar | upmnan Il st
Ajganui vk bilibas pengslisin s e lesabiin = Sk kotis lemtang Benanjuban Petugis Shejs Infeemis
Watampme P viesauin purhiir, purhari. % ik Kot Tentang Jonis bibermass & Pengaditan
a  Peninglatan & 'eminthahn % Ak ketug Defitaty Pemciaput Ruongon
zksesihilitas sslime sidung & Shobetin bentane Perunpuban |in Peny uvsunan Bish
miassarabal erhudap keliling. #ﬂ._...m"..._.__..q
et Lan Fesdusknitm, i & Sk Keluu _r._.__l_ar. Permiapuin K ompuenien _u__.p...._ Peamerihstany
& Vemingh atam pthara prisdon, St
kv pitiibiin ferhusliap * eninghisin = Shkeiu Tenaag Ponunjuban Medio S untuk
ratiesan pengashilan, pelavanan publib Pengumritan Pangeilan
= Peminghaton kualings | & Implemendoss m kRt Lemeng Fonunpuban Pejobal Pernbuan bamminnsen
LR LY Frastl bemtick & 5K ket Tentang Penunjubsn Pigabe Penpdaan
Ak khoohua lemang Fenunjukan Pamitiz Penerims Poeberjoan
% Sk kowa Tomtang Pembosian Tugas Ketus dan Wakil

boctos

Reviu I Rencana Strategis B4 Watampone Tafun 2020- 2024

&7




iodd

i

LA SR SN S S E A S

_..._?__..._.._E _.r.._”_.._Lﬂ.m..m_m_u_E__:.“_E_._ __..p._mm.nlp ”...__...._.L I, %lipa 10 akan
Micju 1]

LY S TR _._..1&-_1._.” Pk an _qﬂ_.__.-..._.._.l-_._ _..—._-_._.L Ak
Frerkoira

Sk ket | ontarg Porbemgbapem Persidangan

Skt |ontane Ponumjuban Penpelola S Faniar

Sk Rl Femilang P nairgiab it ks ordirtar anewslan
el pasi

Sbe bl _q:_t_r. Penumighan 1 am _.._____.r._. li#bai 1 han @iiein
| erguicha Sao ®irms

Shokhootud Terdang Melasanan | opaduo Sau Pinlo

Sk Demtang Penonpuboan Bendahara Penge huasan

S Demlang PMesamuik an Bendalera Penetoma

Sk Tentang Mensmjukan Peagelda haaangan D0

Sk Ketus lontang Penunjukan Pengeloln Keusngan Perkard
Sk boviuwe Tentang Femakaian Anirian _..__.F_._._F.

Sk Boctun Jentang Alih Medeg Amip

Sk bovni Feritang Pengpaain Buafigan Posbaboum

Sk ket Femting Pemctapan Borsaban b Bantoon
Hukum,

Sk Tenwung Pengan ghalan -__._Epr.._ 1 Hviisimrgr

Sk khotun Tettung Penpgfomian Kumah Trinws

et —r._.__..____u_ 1Petimub an Pemppundian kendaraen [ hnas
Wi Lt Mook e Pespeisnaat Al Pengslah Dt

1 ._'.__.zm_._mv.._._r__._
Kapabilile,
Ajparater
Pengadilun
Apami

Wl ey

Fenirphiian stk tifitas
kingTja apuradur teknis
akin e Bekmis
etaditor

1imbw mukich
Turdisan hishuirm
Preminghatan kayliaes
uparatier perndilan
bidary tchnas dan
LR

e & EEEkb B BEEp

-

sk Bovtua Totilahy Poowonjukan Tim Penfamin Sutu
Piengsdiban Agania

Sk Rwtuu Tenteng Kriteria Penctapun Wole Model

Sk koelaid Fentim Penanjokan Fim Pemilad Baole Mosdel
Sh heluy Tentanyg Pymetapen Bole Nodel

SK kol Tentung Penumjodian Tem durves kopuissn
Misvarahu

Sk ket Temang Perwmpuban |y Posy wsun Lapaoran
k.uangon

Sk ket Tentang Penanjukan Tim Feny usan Bok umen
SAkIP

Sk Kot Tenteng Fenunjukan Tim Persuson Beyvio Indikates

ket kopanileraam
dan keschrotarutan

3 [TR
?-.1.:_ T
LET

kovsck riclariatun

Reviu 1] Rencana Strategis A Witampone Tafun 2020 - 2024

53




boimeria Utanea (180

& b hefus Tenbang Penctapan e InaBikazor I.__.._—.._..m_... FRE PP
(LN
Sk boivhes Denbong Penobqobit Dim Peons wsm B dio
RIESMHA Tabom 215200 24024
sk bt [ gnlang __...u:._.:.._.__ Has i Bl SSTHEA T afiul 20X
2024
m Shokctua Lentung Penenfukan |im Saper it
& b botun lemtang Penenjuban T Peesdsoman | apearun
e labsanoan Begatin
Mk ket Termang Periabikan Poguaripul dan Pengolub
[ hita 1 apsaran r,._.__._..__r aii
w ShTenlang Penanjuban Pengelole BA S
Feninghatan LEpimalisas pemaniutan | Pembenioban s sk ot Dontang Penunjubun Tim Pemgdbola Tebnnbogi bopsschrosarugtan adin | boeseh retarialat
IRk wekmolegd inforimiss das lumdsssn hubum Lals Imlisrariasi S vpanibe dam
Ylanajemen puninghaton kualites uoda aptirmalisasd & %K Kelua Jenlang Ponunjuian Tim Peblibasi Putusan bwpiniterain
dum sumber daba munusia bebtlesgl bnformas) | 4 Sk kv Pentang Peonunuban e fenanganas Gt {ihas
Pelabstinuun ibar peeningelinin % Shobati Terting Pesmivkan T ferangasan Bentikan
lugus Frknis kualies aparutir kywnlingan
| ainia reradilin
Pengadibun
A piemia
Woalurmgs e
F il = [wninghutan Pismitsmiubin m Sk belun Jeriting Pobuiieban s Flabamn Pengaas s Wakil ket dan Hakim
Pengimasun wleklilitis Lurisan hubkum Hidarnyg Hukam Pemgawasy | Kejunslerain
dan penecloluan stnbir pengangwin | & Sk Redad Temtang Perisnjudan Peigais s anun Peapuicn Hisking alurti
-_rnz_._._m_.:._E_._ =i Phesalan kimerji aparulur = Sh helua Tendomg Fenmnfulian Tim Pemeribss Pengaduan e bt it Jatin
ALumahal ivas Ptk protadilur dan Sk Kewo Temtang Penunjukan Tim Pemosize sphin
Apuratur % PPeninglatun peciinghaitan kialicas
I"engaadilan [NFRA[IHE PRI il
Agumee PrEnEavasan
LT TSR

FKeviu J] Rencana Strategis TA Watampone Tafiun 2020 - 2024

¥



Jd herangha hoelembupaan

Penpadian Agama Waampone kelas | A dalum meluksanakan tugpas
dan fungsioya harus didukung dengan struktur organisas: vang jelis. Tugas
dan fungs Pengadilan diaksanakan Panpinan Pengadilan dengan dibaniu
hoesekretanatan dun Kepamteraan,

Sesuiw dengan Undung-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubab
terakhie dengan Undang-Undang Nomor 30 (whun 200 tentang  Peradilan
A, discbutkan bahwa “tugas sera wnggung jawab, susunan O LiRniSasi
dun tata kerjo Kepanieraan dan Sekretaial diatur lebib lanjul oleh Mahkamah
Agung . Mahkamah Agung  dan Badan  Peradidan vang ada df bawahnya
dibam hal tugas, tangpung  jawab, susunan organisasi dan e kena
hepamteraan dan Kesekretanatan vang sebelumnys masih menpacy pada
ketentuan peraturan lama (belum ada penusahaan Panitera dan Sckretaris),
sejk twhun 2006 telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung BRI Nomor

Pubwn 2005 wotang Orgamisas: dan Taw Kega Kepaniterian  dan
heschctunutan Peradilin, schingga sudah terpisah togas dan WEWETHANE
antara Pamtera dan Sekretans, sertn mengakibatkon  perubahan struktur
orgaisas dan esclonsast pada bagian Kesckretanaan, Hal i sesum
dengun amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 vukn Panitera
Pengadidan ndak merangkap Sckretans Pengadilan,

Adapun pasal yvang  mengatur  tentang  jabatan Kepaniteraan dan
hesekretanatan pada Pengadilan Agama kelas | A menurut  Peraturan
Mahkamah Apung R1 Nomor 7 Tahun 2005 adalash ;

e Prasal YT mengotur Kepaniteraan terdin dan Panitera Muda Permohonan,

Parutera Muda Guogatan dan Pamnera Mueda Hukum,

B Pasal 3 mengatur hesehretanatan terdin dard Subbagian Perencanaan,

Teknologn Informas: dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi

dan Lita Laksana, serta Subbagian Umuom dan keuangan.

Adapun bagan susupan  organisas: Pengadilon Agama Watampone

Foclis | A sebagan berikut

Wﬂ_ﬂpm.‘i'm:qﬁﬂmmw‘ﬁﬁm 2020- 2024 4
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Parget kinerji untuk setisp susaran strategis vang telah ditetapkan dapat diliha

sebuipn benkut ;

Lo Terwaudnya Perudilun yvang Past, Transparan dan Akuntahel

Tahel 4.1
Varger Kinerja Sasaran Steategs |
budikator Kinerju g s
_ - 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
i Persentase perkans pendats sganu vang [ 91% | @ I_'T U %a | 9% | QfL

dinelunathan et wihiu

i b Persentase perkians vang Tidak Mu@}ui;.qn Upuiya T ouse, | ese, usny, | onse | oseg
[ bukerm Banding [

Co Perseniase perkans vang i'l.d.alllu.."u-!l_'|1|:_'..|_|u|-:a|| Ulpuiya T i aRv. | pRu, | uxes | oxv
[k arn Botnist

il Indes perseps penican keadilan vang poas 5| RS Ele Hi 3
|I|."I'|'hl.d..|]'| I.l:hl.ll.tl:l ]h::.h.‘ll.[;uu. [

2 Pemngkatan Elckuvinas Pengeloluan Penvelesaian Perkar

Tabel 4.2
Larget Kinerga Sasaran Stralegs 1

| Indikator Kinerja Farget
_ _ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
i Persemane salian potssin vang disampaikan ke Pl | DOOPS | TER2MG | DOAus | DS
Jaari friluik Tepnel Wikl
b |.'.1."I! sllase fReThara S JFhI.;‘IH,.'!E.IILiJ.n melalui Jug Fag | Joug -3 w 1 ug
wdicini
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o Muenmnghamya Akses Peradilan bags Musvarakar Maskm dan Terpnggirkan

Tuhel 4.3
larget Kinera Sasaran Stratews 111
ladikator Kinerja _ Tane
e - SRR 7 TN S e s ) ik
[ & Persentase Perkar Prsdoo vang diselesaikan, ORI | LOEFY, | D009 | DOdes | | O0es
| b, Persertase Ih'lh..lr.l. vang diselesarkan di luse S0 | 1o, | T, | I..Liﬂ“u.f-l_ﬁ

Ciedung Pengadilin

¢ Persenitase Pencan Kesdiban Coloagan Tereniu
vang MMemadupad Lasanan Banteen Hukum
i stk

4 Memmnghatnya hepatuban Terhadap Putusan Pengaditan
Tabel 4.4

larget Kinerja Sasaran Stratees 1V

Indikator Kinerja Target

Toos [ 100 | 1oos, | T00% | 100,

00 | 2021 | 2022 | 2023 | 024

Permenitsse Putusan Porkara Ferdala vang PO | D065 | LCHeG | 1o0% | 10

“IIII.H.I-.J.H.JJﬂulL ik swhkiiz)

Uintub inewupudban vist, misi, tujuan, sesran strte dan mengacn padi program

Mahakamah Agung RL Pengadilun Agama Watampone memiliki 2 (dua) PIORrT vang

akan difuksanakan vaito

I Program Penegakan dan Pelayvanan Hukum

Tabel 4.5
Farget Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Saxaran  Wdikator Kinerja Target

N Kegiatan 0 | 2021 022 | 23 | n
Memmpkatnva | Perselenpearinya £ 35 15 15 a5
ik s Penvelesaan Perkara | Perkara | Perkora | Perkara | Perkara
prerischilan baggt - Perkara di |
sy arikal Lingkungan [
sk dan Perudilion A |
LCrp R ki melalu

rettsbebaman hiays |

etk




¥

Sasaran

lerw ujudna
Perasdalzin
g P,

1 mnspuarag
adiaiy

Abunitibel

—

lepal wiakiu

lerselepgpaniny 13 |7 |7 | 17
Pty e lessiian Kegutan | Kepiatan | Keguatan | Kegitan 'H.q:gml;au
Frerkira o |
Lol umzin -
Feradilan Apgama
Mlabu Sidang di
Fier Cionluange
. Terselengparunya 545 [l T 00 | 700
Lasvatimin Hanluan Jiuy Jaun Jam i Jam
Ik di lovanun | bavanan | layvanan | lavasan | layvanan '
[ingkunpun |
Permdilan Agama
Program Dubungan Manajemen
Tabel 4.6
Liarget hanerya Progrum Dukungin Manajemen
Indikator Kinerjn | _ Teeget
heglatan 2020 | 2024 2022 | w23 | 2034
Persentase perkars 1 | ] | I |
varg diselesaikan Layiman | Layanan | bavanan | Layvonan | Lavanan

Untuk alokasi anggaran per kegiatan, lebib detalnya ada pada matrik kinerja dan

prendsnaan berihul
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Reviu Rencana Strotepes Pengadilan Apama Witampone tahun 2020-2024 disusun
dengan mengicu  padi Bencan Strategs Mahkamah Apung whun 20202024, Blue
Print Mahbamah Agung khususaya yang terkait dengan rowdmap tahun 2020-2024, dan
arsh pimpinan dalam peluksanaon perencanaan siestegis, Schuingga diharapkan hasil
vaprsinya duspatl divkur dan digunakan sehags acwan dalam penyusunun Rencana Kerja
Pahunan Pengadilan Agama Watampone. Seluin itu, penyusunan Rencans Strategis ini
diharaphan sudah mengantisipasi dinamika hukum, poliik dan sosial vang berkembang di
Irscdasruesia.

Dalam Revio Rencans Strates tabun 2020-2024 divraikan hal-bal yang telah
dhcapan Pengadilan Agama Witampone pada tahun 2008-2022, yviitu adanya keberhasilun
pesselessian perkary tepat wakiy,  penurunan upaya hukum  pencari keadilan,
heberhasifan pembehasan by pedkars (prodeo), keberhasilan pelaksanaan sidang di luar
godung dan pemberian lavanan Posbakum,

Cuna menentukian  arah Kebajakan,  wguan dan susaran, Pengadilan Apgama
Watwmpone telall menetaphan Visi *“Terwufudnya  Peagaditan Agama Watampone
Fang Agung ", dan menctaphan Misi yaitu menjaga kemandirian; memberikan pelayanan
hukum yang cepat, berkushtas dan berkeadilan kepada pencan keadilan; meningkatkan
mualitus kepemimpinan dan pelaksanoon pengawasan terhadap Kinerja dan perilaku
aparat, serta memnghatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Pada Revin Rencans Strates tahun 2020-2024, Pengadilan Agama Watampone
teluh menctapkan empat wuan yaiu terwuudnya kepercayaan masyarakat terhadap
sistem peradilan melalw proses peradilan vang posti, transparan dan akuntabel:
terwupudnya pensederhandan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan weknolog
mbormasi; terwujudnya  penmgkatan akses  peradilan bagr masyarakat miskin dan
terpinggichan, dan terwwyudnys pelayanan prima bagi masyarakat pencart keadilan,
sedang sasarannyva adalah werwagudnya proses peradilan vang pasti, transparan dan
akunabuel, penimghatan etehtivitas pengelolan penyelesawan perkars; meningkatnya
abses peradiban bags musyarakat miskin dan terpingeickan; serta meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengidilin

Ryviu 1] Ryncana Strategls EA Watampone Tafiun 2020 - 2024 o




Lhabaen vanigha mwewupudban tujuan dan sasaran vang diharupkan, maka diuraikan

jupa araly strategs, repulusi vang  dibutuhkan, target kinerja tohunan dan kebutuhan

puendarsan,
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HETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 192/KPA.W20-A2/SK. OT1.6/XI1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGI 2020-2024

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

i,

1,

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Watampone Nomor
188/KPA.W20-A2/SK.OT1.2/X11/2024  tentang
Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun
2024, maka perlu dilakukan revig Rencana
Strategis Pengadilan Agama Watampone;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut,

perlu dibentuk Tim Reviu Rencang Sirategis
Penpadilan Agama Watampone;

- Bahwa  nama-nama  yang  tersebut  dalam

lumpiran ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas tersebut

-Undang-undang (UU) Nemor 59 Tahun 2024

ientang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045:

<. Peraturan Presiden Rl Nomor 81 tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

. Peraturan  Menteri Negara Pendavagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/O9/M.PAN/OS /2007  ten tang  Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

. Peraturan  Pemerintah Nomor 8 tahun 2006

lentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja
Instansi Pemerintah:

- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun

2005 tentang  Kedudukan, Fungsi, Struktur
Organisasi dan Tata Kerja;

Peraturan  Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian
Pemerintah;

Peraturan  Menten Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Relormasi Birokrasi B Nomoaor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinera, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3.

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun
2021 tentang  Evaluasi Akuntabilitas  Kincera
Instansi Pemerintah:

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
S22 tentang  Perubahan Reempal  atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan  Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesckretariatan Peradilan;

10, 8K Sckretaris MA Rl Nomaor
I73/5EK/SK /112022 tentang Penctapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Fertama di Lingkungan Mahkamah Agung RL.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU
RENCANA TRATEGIS (REN STRA) 2020-2024;

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran
Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu
Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan
Agama Watampone Kelas | A:

Menugaskan nama-nama  tersebut  dalam lampiran
Surat Kepulusan ini menyusun laporan Reviu Rencana
Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan Agama
Watampone Kelas 1 A;

Tim  tersebut  bertugas  sejak tanggal  ditetapkan
keputusan ini dan berakhir setelah sclesai seluruh
kegiatan penyusunan Laporan Reviu Rencana Strategis
[Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan Agama Wiatampone
Kelas | A

Sural Keputusan ini mulai berlaku sejak  tangpal
diteiapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat  kekeliruan  akan  diperbaiki  scbhagaimana
mestinya,

Ditetapkan di: Watampone
Pada tanpgal © 19 Desember 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

SUN

i
-l

Sulinan Keputusan ini disampaikan kepada -
1. Ketua Pengadilan Tingel Agama Makassar:

2. Arsip.
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NO
=

N
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1,

3=

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR
TANGGAL : 19 Desember 2024

192/ KPA.W20-A2/SK. OT1.6/XI1/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

-

NAMA |/ NIP
Dra. E Nﬁma—h I'L_‘-‘iH_E.E?I
NIP. 19671231 199403 2 020

Hadrawati, S.Ag., M.HL
NIP. 19730131 199802 2 003

Lukman Patawari, S.H.
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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 194/KPA.W20-A2/SK. OT1.6/XI1/2024

Menimbang

Mengingat

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
FADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2020-2024

HKETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

d.

f1.

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19

aval (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang  Sistern Perencanaan  Pembanpunan
Masional;

.Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Agama  Watampone Nomor © 1BB/KPA W20
AZ/SK.OTL.2/XI1 /2024 tentang Penetapan Reviu
Indikator Kinerja Utama Pengadilan  Agama
Wartampone, untuk menyesuaikan indikator
kinerja, perlu dibuat Reviu Rencana Strategis
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020 -
2024,

-Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Apung;

Undang-undapg (UU) Nomor 48 Tahun 2009

lentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun | 989 tentang Peradilan Agama;

- Peraturan  Pemerintah Nomor 8 twahun 2006

wntang  Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja
Instansi Pemenintah;

- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun

2005  tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan  Organisasi, dan  Tata Kerja
kementerian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 6 Tahun 2023
tentang  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan
Anggaran;

SK Sckretaris MA RI Nomor

173/ SEK/SK/I/ 2022 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan
Tingkat  Banding dan  Pengadilan  Tingkat
Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI,



Memperhatikan

Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

T

SK Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan
Agama Watampone  Nomor - |45 b/ KPA. W20-
A2/SK. OTL.6/1X/2023 lentang Penctapan Reviu
Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone
Tahun 2020-2024,

Hasil Rapat Tim Reviy Rencana  Strategis
Pengadilan  Agama Watampone langgal 20
Desember 2024 tentang Pembahasan Revig

Rencana  Strategis (Rensira) Pengadilan Apgama
Watampone

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA
STRATEGIS  PENGADILAN  AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2020-2024;

Menumyuk vang namanya tersebut dalam lampiran
Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu
Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan
Agama Watampone Kelas | A:

Feviu Hencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam
Diktum  Pertama  digunakan sebagai  acuan  bagj
Pengadilan  Agama Watampone dalam  perencanaan
Kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauvan,
pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana
Kinerja;

Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di; Watampone
Pada tanggal : 23 Desember 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NURLINAH. K

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada -
L. Retua Pengadilan Tingei Agama Makassar:
2. Arsip.
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PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

LAMPIRAN Il (KEBIJAKAN MUTU)
Kode Dokumen Tgl. Pembuatan l Tgl. Revisi Tgl. Efaktif
MM | 1B02/2024 18/02/2025 18/02/2025

KEBIJAKAN MUTU

Pengadilan Agama Watampone beriekad memberikan pela yanan peradilan yang mandin, professional dan
ransparan mendp peradilan yang bersibawa dan hermastabal dengan mengulamakan kepuasan pencan
peraddan. Serla senantasa metakukan perbalkan yang berkesinambungan melalu implementasi system
manajemon mulu Peradilan Agama

Dalam mewujudkan kebiakan & atas, seluruh pegawai Pengadilan Agama Watampone berkomitmen:
1. Menciplakan pslayanan keadilan yang cepal, B, bersih, professional dan independen.

£ Meningkatkan kualitas sumbser daya aparatur Pengadilan Agama Walampone melalui pendidikan
dan pedatiban

Merninghathan keterbhan proses adminisirasi dan managmen peradilan yang elektf dan efisien,

Meninghatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegatan pelayanan peradilan yang
berbasis SMM Poradilan Agama

LIAE

- ‘. . .
Ketua Pengadilan Agama Watanwun}

Hal. 1 dari 1



